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KATA PENGANTAR 
Drs. Helmizar 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena 
terbitnya buku Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) KabupatenlKota di 
Provinsi Jawa Tiiiiur. Buku mi niengacu pada Laporan 1-lasil Perneriksaan 
BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Aiiggaran 
2014-2016. Buku mi merupakan hasil keia Pusat Kajian Akuntahilitas 
Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 
sebagai upaya optirnalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, 
khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku kajian mi 
diharapkan menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan r)ewan dalam 
niengusulkan, rnemperj uangkan, serta niengawasi implementasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat darl UU MD3. 

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa selania tiga tahun 
anggaran (2014-2016). realisasi Dana Transfer Pusat ke 
kabupatenlkota se Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di 
Indonesia. Dilihat dari realisasi penerirnaan Transfer Pusat dalam bentuk 
Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tirnur rncngalanii peningkatan 
yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2016 mi. 

Melihat kondisi tersebut, rnaka penting untuk rnengkaji dinamika 
pengelolaan 'Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa 
Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sanipai 2015 dan dampak 
perubahan postur Dana Perinibangan terhadap pengeloinpokan DAK 
menjadi DAK Fisik dan Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016. 
Laporan Hasil Penieriksaan BPK RI digunakan sebagai basis data dalarn 
kajian mi dengan pcndekatan dan rnengclonipokkan ke dalam daerah 
pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI serta untuk rnernperrnudah dalam 
fungsi pengawasan DPR RI. 

Kajian mi dilengkapi dengan tampilan yang inforniatif dalani 
bentuk infografis, yang rnempermudah bagi Anggota Dewan dalam 
melakukan fungsinya, terutarna fungsi anggaran dan pengawasan, 
khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Buku mi diharapkan 
dapat rnernherikan informasi sesuai dengan dinainika dan permasalahan 
yang terus berkembang. 

Akhirnya kanii ucapkan terimakasih atas terbitnya buku mi dan 
senioga buku mi dapat meinberikan manfaat bagi kita semua. Kritik 
dan perbaikan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk 
perbaikan di masa yang akan datang. 

Jakarta, Februari 2018 

Drs. Heimizar 
NIP. 19640719 199103 1 003 
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BAR I 

PENDAHULUAN 

Dalam mekanisme keuangan Pemerintah Daerah, istilah 'Transfer 
Pernerintah Pusat' diartikan sebagai bagian pendapatan transfer masuk yang 
diperoleh darl entitas pelaporan lain. Hal mi ditegaskan di dalani Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Begitujuga istilah transfer masuk untuk keuangan daerah telah diatur di dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

dan Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 
Sedangkan dilihat dari perspektif mekanisme keuangan Pemerintah 

Pusat, maka penerimaan daerah sebagaimana dimaksud di atas diistilahkan 
menjadi 'Transfer ke Daerah' yang didefinisikan sebagai bagian dari belanja 
negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana 
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. 

Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, didefinisikan sebagai dana yang bersumber dan pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal I mengenai Ketentuan Urnum). 
Adapun tujuan Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan 
fiskal antara Pernerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah 
Daerah (Pasal 3 (2)). 

Terkait dengan pembahasan dalam kajian mi yang difokuskan pada 
dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka 
perlu dipaharni pengertian dari DAK itu sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 
2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional (Pasal 1 angka 23). 

Secara urnum kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Penierintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
dirnaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara 
mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. 

Substansi darl kedua UU tersebut melahirkan istilah pembagian 
kekuasaan (political sharing) dan pembagian keuangan (fnancial sharing) 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait pembagian 

keuangan, setiap daerah memperoich alokasi dana yang dikelompokkan 
menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Bagi Hasil; 
Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana 

Transfer Pusat Lainnya. 
Di sisi lain, paradigma baru dalam rnelaksanakan otonomi daerah 

memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan 
menentukan arah pembangunan, menggali sumber-sumber penerimaan, 

menetapkan prioritas serta kegiatan masing-masing dengan memperhatikan 

dan mengikuti prinsip-prinsip good governance. 

Dengan kata lain, menurut Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002) 

dan Wong (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007: 10) 

rnengungkapkan hasil penelitian yang menyebutkan desentralisasi fiskal 
sebagai bentuk pelaksanaan 

Gambar I. Fungsi dan Tujuan otonomi 	daerah 	akan 
Desentralisasi Fiskal 

memberikan peluang bagi 

	

:_---- 	 - daerah untuk mengalokasikan 

	

1 	Tuan Olda dan Duenirailsas Fiskal 	pendapatan 	dan 	belanj a 
Kewernangan Daeratr. 	 erwujudnya 

Wajth 	
te 	dan keadUan rnasywakal 	daerah secara lebih efisien 

Kawenangall  

Ie 	LJ 	
Mengiirang kesenjangan 

8fl9fl 	
Mendoronglrweltaerdaerah 	 bagi peningkatan beberapa 

indikator utama pelayanan 
Peningiwtan Peiayasan Pudac 	Good Governance 	 publ 1k, diantaranya dibidang 

• Relormasi Salem Pengelolaan 
Pemberdayaan Masyarakat 	Keuangan Daerah (Anaran kirwqa pendidikan 	kesehatan 	dan 
paitmpaa dan demOklaai) 	dan pelaporan mengacu pada Slander 

H Penhigkatan daya salng Duerh 	Akantan& Penwnnlahan/SAP 	 in frastruktur. 
• StarW Play5i1an MinImum (SPM) 

• SAP 	 Oleh 	karena 	itu 

menurut Giannoni dalam 

Aditya Wahyu Kusuma et.al . (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal 

prinsipnya bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan 
distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan 
menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan 

kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. 
Namun dalam kenyataannya, menurut Luky Allirman (2011), proses 

desentralisasi fiskal tidak selalu membawa pengaruh terhadap peningkatan 
indikator pelayanan publik di hampir seluruh daerah di Indonesia. Terdapat 
bebeapa daerah yang memang mengalami peningkatan dalam pelayanan 
publik dan sebaliknya, masih terdapatjuga beberapa daerah yang mengalami 

hambatan dalam peningkatan layanan publik di daerahnya. 
Sedangkan dalam perspektif akuntabilitas, Kurniatul Mudholar & 

Afrizal Tahar (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 
kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 
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Pemda. Sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan 
efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 
Pemda. Oleh karena itu dari hasil penelitian mi disarankan agar akuntabilitas 
Pemda menjadi lebih baik, maka dorongan untuk menjadi Pemda yang 
mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan. 

Melihat pentingnya fungsi dan tujuan dari sumber penerirnaan daerah 
yang berasal dari transfer pemerintah pusat bagi pemerataan program 
pembangunan antar daerah, maka diharapkan jalannya pengawasan yang balk 
dan berkala dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan dan 
penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana tersebut. 

Fungsi pengawasan selain dilakukan oleh Pemerintah selaku pemberi 
dana setiap tahunnya melalui mekanisme pelaksanaan APBN, maka lembaga 
legislatif yang secara jelas-jelas memiliki fungsi periganggaran dan 

pengawasan harus juga memberikan perhatian terhadap penggunaan dana-
dana tersebut. 

Kajian ml bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus 
menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan akuntabilitas atas realisasi 
Transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui jenis Alokasi Dana 
Khusus (DAK). Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis dokumen 
yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan 
Keuangan Pernerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian diharapkan hash 
kajian mi dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan anggota 
legislatif dalani menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya, terutarna 
didasarkan pada daerah pemilihannya mas ing-mas ing. 

Batasan kajian dilakukan dengan pembahasan yang akan difokuskan 
pada hal-hal berikut: 

Laporan Hash! Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab/Kota se Provinsi 
Jawa Tirnur Tahun Anggaran (TA) 2014-2016. 
Kajian difokuskan pada aspek akuntabilitas Dana Transfer Pernerintah 
Pusat yang berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Basis pembahasan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi 
entitas pemeriksaan BPK yang disusun berdasarkan daerah pemilihan 
(dapil) DPR RI yang berjuinlah 11 (sebelas) dapil terdiri dari 38 
kab/kota. 
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BAB Ii 

GAMBARAN UMUM 
DANA TRANSFER PUSAT: DANA ALOKASI KHUSUS (flAK) 

KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TA 2014-2016 

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat 

Berdasarkan data realisasi transfer pemerintah pusat untuk kab/kota 
se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014 
sampai dengan 2016, diketahui realisasi transfer pusat ke kab/kota terhanyak 

adalah kab/kota se Provinsi Jawa Timur, baik dilihat dari nilai per tahunnya 
maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun. 

Nilai total realisasi transfer pusat selama tiga tahun anggaran untuk 
kab/kota se-Jawa Timur adalah sebesar Rp 172.173.277.480.184 dengan 
rincian per tahunnya adalah Rp54.728.938.162.769 (10,35%) di tahun 2014; 
sehesar Rp59.626.127.693.342 (10,68%) di tahun 2015; dan sebesar 

Rp57.818.21 1.624.073 (10,15%) di tahun 2016. 
Sedangkan urutan kedua sampai dengan kelima adalah kab/kota se 

Provinsi Jawa Barat dengan nilai total tiga tahun sebesar 
Rp153.997.679.449,160; kab/kota se Provinsi Jawa Tengah sebesar 
Rp153.537.759.676.456; kab/kota se Provinsi Papua sebesar 
Rp87.318.774.277.976; dan kelima adalah kab/kota se Provinsi Sumatera 

Utara sebesar Rp85.048.702.979.292. 

Dana Alokasi Khusus (flAK) 

Sesuai dengan batasan kajian yang telah ditetapkan, bahwa fokus 

pembahasan kajian mi yaitu pada transfer pemerintah pusat jenis Dana 

Alokasi Khusus (DAK), maka definisi, landasan hukum serta fungsi dan 

tujuan dari DAK penlu dipahami terlebih dahulu. 
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemenintahan Daerah, definisi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan (diusulkan) daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. 
DAK sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang menjadi implementasi 

otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan 
secara lebih efisien berbagai potensi lokal dalam peningkatan sarana dan 
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dan pelayanan antar sektor di 

daerah. Layanan dasar yang dimaksud antara lain adalah layanan umum, 
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pertahanan, ke:ertiban dan keamanan, ekonomi, Iingkungan hidup, perumahan 
dan fasilitas wnum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan 
perlindungan osial. 

DAK birtujuan mengurangi disparitas sekaligus kecemburuan antar 
daerah dalam aspek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki 
keterbatasan fiskal. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kebijakan APBN-Badan 
Kehijakan Fiskal dan Bank Dunia (2011), DAK merupakan dana transfer ke 
daerah yang elatif berpengaruh langsung terhadap peningkatan layanan 
publik di daerh dibanding dana perimbangan lainnya. 

Melihat perkembangan dan pentingnya fungs dan tujuan 
pengalokasian DAK dalam pembiayaan program dan kegiatan nasional, maka 
diperlukan koitmen pengelolaan DAK yang memenuhi prinsip efektit 
efisien, transparan, akuntabel, dan memperhatikan asas keadilan, kepatutan 
serta manfaat Dagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, besaran 
alokasi dan cakupan bidang kegiatan yang didanai dari DAK selalu rneningkat 
sejak pertama L<a1i dialokasikan pada tahun 2003. 

C. Realisasi DAK KabiKota se Provinsi Jawa Timur 2014-2016 

Apabila ditihat realisasi transfer pusat dalarn bentuk DAK, maka nilai 
realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, baik nominal maupun persentase. Hal mi dapat dilihat pada grafik 
berikut: 

rafik 1. Nilai Nominal Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat 
(dalcun ju/aan rupicil,) 
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Grafik 2. Realisasi Jenis Dana Transfer Pusat (Persentase) 
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Besaran alokasi dan penetapan daerah tertentu sebagai penerima dana 
DAK didasarkan pada kriteria urnum dirumuskan berdasarkan kemampuan 
keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah 

dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; kriteria khusus dirumuskan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaran 
otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan kriteria teknis disusun 
berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK 

(PP No. 5 5/2005). 
Pada TA 2016, penerimaan DAK Kab/Kota se Prov. .Jawa Timur 

mengalami peningkatan secara signifikan rnencapai lebih dari 100%, ketika 
pendapatan lainnya yang bersumber dari transfer pusat mengalami penurunan 

persentase. Hal mi secarajelas dapat dilihat pada grafik herikut: 

Giafils 3. Iren Terkembangan Realisasi Jenis Penerimaan Kab/Kota se Jawa Timur 
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Peningkatan nilai DAK di tahun 2016 tersebut disebabkan karena pada 
tahun tersebut terdapat kebijakan pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Penibantuan (DKTP) menjadi DAK, sebagaimana diatur dalam UU 

No.33/2004 dan PP No.7/2008. Selain itu, peningkatan tersebut juga 
disebabkan karena DAK tahun 2016 terbagi ke dalam DAK Fisik dan Non 
Fisik. Pengalokasian DAK menjadi Fisik dan Non Fisik adalah mengikuti 
perubahan postur Dana Perimbangan yang didasarkan pada Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis 
Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 
2016, dimana sebelumnya Dana Perimbangan dialokasikan dalam bentuk 
Dana Bagi Hash (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
KJiusus (DAK). Namun saat mi Dana Perimbangan dikelompokkan pada 
Dana Transfer Umum (terdiri dari DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus 
(terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik). 

Lebih lanjut pengaturan program dan kegiatan DAK disebutkan pada 
pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Lampiran XVIII 
Peraturan Presiden Nornor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 bahwa program kegiatan yang didanai DAK Non Fisik, terdiri 
dan: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Dana Tunjangan Profesi 
Guru PNS Daerah (TPG PNSD); Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS 
Daerah (Tamsil PNSD); Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 
(P2132); Dana Bantuan Operasiona! Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 
Dini (BOP PAUD); Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan Dana Peningkatan 
Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan 
(PK2UKM dan Naker). 

D. DAK Fisik dan Fokus Pembangunan Kab/Kota se Provinsi Jawa 
Timur 

Secara khusus perolehan DAK Fisik Kab/Kota se Prov. Jawa Timur 
tahun anggaran 2016, merupakan provinsi ketiga terbesar dari total perolehan 

kab/kota di lima provinsi lainnya di Indonesia. Hal yang sama terjadi pada 
penjelasan sebeluninya yang menggarnbarkan realisasi Dana Transfer Pusat 
Kab/Kota se Prov. Jawa Timur merupakan tertinggi di Indonesia. 

Realisasi DAK Kab/Kota se Prov. Jawa Timur selama tiga tahun 
berturut-turut sejak 2014 sarnpai dengan tahun 2016 dapat digambarkan pada 
grafik berikut: 
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Crafik 4. Total Realisasi DAK Kab/Kota se-Prov. Jawa Timur 2014-2016 

Kab. Malang 751565.721.980 

Kab. Jember 717.611.652.000 

Kab. Lamongan 675.846.911.800 

Kab. Tulurigagung 661.552.895.291 

Kab. Sampang 624.715.460.494 

Kab. Blitar 616.198.005.555 

Kab. Pamekasan 590.948.931.131 

Kab. Bangkalan 1 	563.505.123.000 

Kab Banyuwangi 1 	531.841.965.217 

Kab. Madiun 522.990.586.458 

Kab. Sumenep 522.552.775.107 

Kab. Bondowoso 1 	513.338.357.432 

Kab. Pasuruan 512.682.243.649 

Kab. Ngawi 1 	506.728.219.383 

Kab. Situbondo 485.264.716.782 

Kab. Ponorogo 480.161.486.313 

Kab. Gresik 446.647.229.347 

Kab. Kediri 435.412.750.050 

Kab. Sidoarjo 426.889.901.663 

Kab. Nganjuk 410.235.222.114 

Kab. Magetan 402.784.096.649 

Kab. Probolinggo 396.668.736.798 

Kab. Trenggalek 396. 184.604.267 

Kab. Tuban 393.888.182.843 

Kab. Jombang 393.492.198.590 

Kab. Mojokerto 382.045.195.520 

Kab. Pacitan 369.622.478.658 

Kab. Lumajang 11111111111M 	352.803.380.000 

Kota Surabaya 321.830.571.000 

Kab. Bojonegoro 247.174.826.459 

Kota Madiun 212.633.855.356 

Kota Blitar 193.870.494.119 

Kota Batu 164.729.360.752 

Kota Kediri 152.570.367.000 

Kota Pasuruan 152.415.680.895 

Kota Malang 146.708.447.000 

Kota Mojokerto 146.077.040,000 

Kota Probolinggo 145.996.933.500 

Sumber: LHP BPK was LKPD Kab/Kula se Provinsi. iowa Ti,nur TA 2014-2016 (ciiolah) 

Secara ringkas grafik 4. di atas menjelaskan nilai realisasi DAK dimiiai dan 

yang tertinggi Kab. Malang sampai dengan terendah Kota Probolinggo. 



Berdasarkan kiasifikasi wilayah antara kabupaten dan kota, maka grafik 
tersebut menggambarkan fokus pembangunan infrastruktur yang didanai dan 
DAK masih Iebih besar di wilayah kabupaten dibandingkan wilayah kota. Hal 
mi sejalan dengan arah kebijakan alokasi DAK itu sendiri yang bertujuan 
untuk mengurangi disparitas pembangunan sekaligus kecemburuan antar 
daerah dalam aspek pembangunan, terutama bagi daerah yang memiliki 
keterbatasan fiskal. 

PERBANDINGAN SELURUH JENIS PENDAPATAN Kabupaten/Kota Se-Jawa 
TimurTahun 2014-2016 

'-4—Lain-lain Pendopaton sang 

.—u-..--. Transfer Provinsi 

-.-- Transfer Psssat 

PAD 

Gambar 2. Perbandingan Realisasi 
Pendapatan dan Jenis Transfer Pusat 

untuk Kab/Kota se-Prov.  ..lawa Tinitir 
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ATIM 
Transfer Pemerintah Pusat Lalnnya 

0tH Bukan Pajak (IDA) 
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Namun demikian untuk memastikan program pembangunan dapat 
berjalan efektif dan efisien set -ta memenuhi prinsip akuntabilitas, maka 
pengawasan terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan 

keuangan daerah menjadi keharusan. Satu diantara dokumen yang dapat 
digunakan dalam pelaksanaan pengawasan adalah dasar perolehan opini atas 
LI(PD yang dikeluarkan secara berkala oleh BPK RI. 
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E. Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur 

Secara umurn persentase pencapaian opini WTP darl laporan hasil 
pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se Prov. Jawa Timur mengalarni 
peningkatan selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Meskipun dibandingkan dengan target nasional masib lebih rendah, kecuali 
pencapaian di tahun 2014 yang melebihi target nasional. Hal mi digambarkan 
secara ringkas pada grafik berikut: 

Grafik 5. Perbandingan Target Perolehan Opini TA 2014-20 16 LKPD Kab/Kota 
se-Provinsi Jawa Tirnur dengan Target Nasional 

60% 6% 80% 	79% 85% 

2014 
2015 

2016 

a Realisasi Opini 	Target Nasional 

Sumber: LtIPBPK afas LKPD KahK,r, .e I'r,,vm.v, .h,,,a Timur TI 2014-2016 , 4  l?,',atra BPK (tholah' 

Perhatian lebih khusus dalam usaha peningkatan opini LKPD kab/kota 
di Prov. Jawa Timur diarahkan pada empat kab/kota yang selama tiga tahun 
berturut-turut memperoich opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tiga 
kabupaten terletak saling berdekatan dan berdasarkan penetapan Dapil DPR 
RI termasuk dalam satu daerah pemilihan yang sarna yaitu Kab. Sumenep, 
Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Sedangkan satu lagi berada pada wilayah 
lain yaitu Kota Probolinggo. 

Hal lain yang juga menarik perhatian untuk dikaji lebih mendalarn 
terkait dengan perolehan opini LKPD 	1 LKPD memperoleh Opini 

Kab/Kota se Prov. Jawa Timur yang 	 WTP tiga tahun berturut- 
turut (2014-2106), yaitu: 

rnenunjukkan bahwa hanya satu 	 LKPD Kab. Pacilan 

kabupaten yang menerima opini WTP 	
4 LK]'D memperoleh Opirii 

tiga tahun berturut-turut yaitu Kab. 	 wnp tiga tahun berturut- 

Pacitan. 	 turut (2014-2016). yaltu: 
LKPD Kab. Banka1an; Kab. 

WTP 3 	WDP 3 	WTP ke 	WOP Ice 	 Sampang; Kab. Sumenep; dan 
Tahun 	Tahun 	WDP 	fl•p 	Campuran 

kota ?roholcnggo. 
JumIah 	1 	 4 	 3 	 5 	25 

	

Sum/,er: Li-/P BPK was LKI'i) KaIK,la s, 	Timur TA 20142016 	 - 

4. 3 LKPI) mengalarni penurunan opini dari WTP (2014 & 2015) menjadi WDP (2016) 
adalah LKPD Kab. Nganjuk: Kab. Tulungagung; dan Kota Madiun: 

A. 5 LKPD inerigalarni peningkatan opini dari WDP (2014 & 2015) menjadi WTP (2016) 
adalah LKPD Kab. Blitar; Kab. Kediri; Kab. Larnongati; Kab. Trenggalek; dan Kota Pasuruan. 
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Dengan perolehan opini yang sedernikian, Pemerintah Kab/Kota se-

Prov. Jawa Timur harus terus meningkatkan kemampuannya dalam 

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga 

perolehan opini dari masing-masing kab/kota lebih baik pada masa akan 

datang. Terutamanya keberadaan kab/kota di Prov. Jawa Tirnur adalah daerah 

yang terletak di satu wilayah yang sarna dengan Kota Surabaya sebagai kota 

termaju di Indonesia yang sudah tentu memiliki kualitas sumber daya manusia 

yang lehih baik serta merniliki akses informasi dan teknologi yang mampu 

menjalankan pengelolaan pernerintahan dan keuangan daerah yang balk. 

Gambaran rnengenai perolehan opini BPK atas LKPD Kab/Kota se-Provinsi 

Jawa Tirnur untuk tahun anggaran 2014-2016 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. Perolehan Ooini LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Tirnur TA 2014-2016 

2014 2015 2016 I • Kota Surabaya WTP-DPP P P • Kab. Pacitar, 
2014 2015 2016 

I • Kab. Sidoarjo WTPDPP WIP W • Kab. Ponorogo 
WTP-DPP WTP WTP 	I 

Kab. Trenggalek 
WDP I 

• Kab. Magetan WTP-DPP WiP WTP 	I 
• Kab. Pasuruan 

2014 7015 2016 • Kab. Ngawi wip wrP 
WTP - DPP wTP WTP  

• Kota Pasuruan 	WDP WDP WTP 
• Kab, Probolinggo 	WTP - DPP WIP WTP 

• Kota Probolinggo 	WDP WOP WDP 

2014 2015 2016 
Kab, Situbondo 	WTP-DPP WDP wip 
• Kab. Bondowoso WTP-DPP wTP wTP 

• gab. Banyuwangi WTP - DPP WTP WTP 

—lIk' 
2014 2015 2016 

Kab. Bojonegoro WTP-DPP WIP WTP 

• Kab. Luniajang 
2014 

WTP-DPP 

2015 

WTP 

2016 

WIP 
• gab. Tuban 	WDP WTP WTP 

• Kab. Jember WDP WTP WDP 
—llE 

2014 2015 2016 

2014 2015 2016 
• Kab. Lamongan 	WDP WIP 

• Kota Malang WTP - DPP WTP WTP 
• Kab Gresik 	WDP wi T' WTP 

• Kab. Malang wip DPP wip w-rp 
• Kota Batu WDP WTP WTP — 1IE( 

2014 2015 2016 
Kab. Bangkalan 	WDP WDP WDP 

—1i7!1L'I • Kab. Pamekasan WTP-DPP WTP WTP 

• Kab. Tulungagurg 
2014 

WTP-DPP 

2015 

WTP 

2016 

WDP 
• Kab. Sampang 	WDP wcw wop 

Kota Kediri 
• Kab Sumenep 	WDP WOP W0P • wrp-opp WTP WTP  

• Kota Biter WTP-DPP WTP WTP 

• gab. Kedir, WDP WDP WiT' Suniber: LHP BPK was LKPD Kab/Kota se 
•Kab. Blitar WDP WOP WTP 

Jawcz Tirnur TA 2014-2016 dio1ah, 

—•11li 	 I rlII 
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F. DAK dan Opini BPK atas LKPD Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur 

Dilihat dari penerimaan total DAK dan perolehan opini LKPD selama 
tiga tahun berturut-turut 2014-2016, terdapat tiga kabupaten yang nilai 
penerirnaannya cukup besar dibandingkan kab/kota lain se Prov. Jawa Timur 
yaitu: Kab. Sumenep sebesar Rp522.552.775.107 (3,27%); Kab. Bangkalan 
sebesar Rp563.505.123.000 (3,53%); dan Kab. Sampang sebesar 
Rp624.71 5.460.494 (3,91%). Sedangkan opini yang diterima oleh ketiga 
kabupaten tersebut adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). 

Kondisi sebaliknya terjadi pada Kab. Pacitan dimana perolehan opini 
BPK atas LKPD tiga tahun berturut-turut adalah WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian), namun DAK yang diterima relatif kecil yaitu sebesar 
Rp369.622.478.658 (2,31%). Begitu juga dapat dilihat pada kab/kota yang 
berhasil meningkatkan perolehan opininya dari WDP menjadi WTP seperti 
Kota Pasuruan dan Kab. Trenggalek, namun nilai DAK yang diperoleh relatif 
kecil. 

Dengan demikian perolehan opini atas LKPD bagi sebuah daerah belum 
menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan alokasi DAK untuk tahun 
anggaran selanjutnya. Padahal perolehan opini yang baik atas LKPD 
merupakan modal awal bagi daerah untuk membangun kepercayaan publik 
dalam penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK yang 
efektif, efisien dan akuntabel. 

Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit dasar pertimbangan yang 
digunakan oleh BPK dalam memberikan opini yang rendah (semisal WDP dan 
TMP) disebabkan ternuan dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan 
belanja modal dan penatausahaan Aset yang sangat mungkin sumber 
pendanaannya didominasi dari penenimaan transfer pusat berupa Dana 
Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK Fisik. Hal mi sebagaimana dijelaskan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa 
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalarn rangka 
pernbelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang 
mempunyal nilai inanfaat Iebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan 
dalam kegiatan pemerintahan seperti dalarn bentuk tanah; peralatan dan 
mesin; gedung dan bangunan; jalan; irigasi; dan jaringan; serta aset tetap 
lainnya. Sedangkan alokasi DAK sendiri dimaksudkan untuk mendorong 
peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang 
outputnya berbentuk Aset Tetap. 

12 



Sedangkan terkait dengan pengungkapan temuan yang terdapat indikasi 
kerugian negara juga telah disampaikan oleh Maulana (2013)1  yang 
mengungkapkan bahwa indikasi korupsi oleh pemerintah daerah banyak 
terjadi dalarn pengelolaan anggaran belanja yang digunakan untuk 
pembangunan fisik fasilitas umum, seperti: rekanan yang tidak menyelesaikan 
pekerjaan; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pekerjaan dan 
spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak; dan lain sebagainya. 

Kondisi demikian diantaranya dapat dilihat seperti pada temuan yang 
diungkap oleh BPK atas LKPD Kab. Bangkalan TA. 2016, dimana 
pengungkapan temuan yang menyebutkan dari realisasi Belanja Modal Jalan 
Irigasi dan Jaringan sebesar Rp275,43 miliar, diantaranya sebesar Rpl,84 
miliar merupakan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 
pekerjaan konstruksi jalan, jaringan dan irigasi. Hal tersebut berdampak pada 
kurang andalnya penyajian belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada 
Laporan Realisasi Anggaran. Dengan dasar inilah BPK memberikan opini atas 
LKPD Kab. Bangkalan dengan opini WDP. 

Begitu juga terhadap temuan BPK atas LKPD Kab. Sampang 
khususnya terkait penatausahaan aset terjadi temuan yang sania, baik di tahun 
2015 maupun di tahun 2016. Temuan yang dirnaksud adalah Aset Lain-Lain 
sebesar Rp650.463.459.089,00 tidak memiliki rincian Aset yang memadal di 
LHP tahun 2015 dan temuan atas rincian Aset Lain-Lain yang belum dapat 
diyakini asersi hak dan kewaj ibannya sebesar Rp6 1.120.264.033,60 pada LHP 
tahun 2016. Dengan pengungkapan atas temuan tersebut, BPK menjadikannya 
sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) atas LKPD Kab. Sampang di TA 2016. 

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas tentang pentingnya fungsi 
dan peran dana transfer pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dalam mempercepat pembangunan dan mempersenipit 
kesenjangan pembangunan antar daerah, maka fungsi pengawasan perlu 
dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh seluruh pemangku 
kepentingan ('stake holders) baik pemerintah, lembaga legislatif maupun 
masyarakat umum. 

Langkah pengawasan yang dapat dilakukan oleh anggota legislatif 
adalah dengan memastikan agar pernerintah pusat dan daerah menindaklanjuti 
berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD yang berkaitan 
dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya 
DAK. 

Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran/Seknas Fitra. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS 
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA 

DI PRO VINSI JAWA TIMUR 

Untuk memberikan gambaran penatausahaan dan pertanggungjawaban 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 
sebagai bahan pengambilan kebijakan Anggota Dewan dalam 

menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, maka pada bagian ml akan 

disajikan gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari laporan 
basil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) yang disusun berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI. 

Penyusunan kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Dapil 

DPR RI mi dimaksudkan untuk memudahkan Anggota Dewan dalam 
memperoleh informasi sesuai dengan daerah pemilihannya. Analisis Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur terdiri dan 
11 Dapil DPR RI yang mel iputi 38 kabupaten/kota. 

Berikut gambaran umum dan analisis Dana Alokasi Khusus (DAK) 
pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur I 

• Kab. 
Sidoarjo 

• Kota 
Surabaya 

10 Kursi 

• 	
I11 

2016 
WTP-OPP 	WI? 
WTPDPP WI? 	Wi! 



Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur I 

eallsPendapata' 
	

Realisasi Pendapatan ran 1 
Kabupaten/Kota 	 Pusat Kabupaten/Kota 

TA 2014-2016 
	

TA 2014-2016 

Rincian Pendapatan 

• Lain-lain Pendapatan yang Sah 

• Transfer Provinsi 

• Transfer Pusat 

Realisasi DAK per Kabupaten/koLi 

Rincian Realisasi Jenis Transfer 

Pusat 

11!A; ILii 
2014 	2015 	2016 	2014 	2015 	2016 

Kabupaten Sidoarjo 	 Kota Surabaya 

Ulransier Penierintah Pusat Lainnya 

OAK 

DAn 

lien Realisasi DAK Fisik dan Belanja 
\1 t)(11I 

Realisasi DAK 

350.000.000.000 

300000.000.000 

250,000.000000 

200 000.000.000 

150000.000.000 

100000000,000 

50.000000000 

FK2014 	2015 	2016 f 2014 	2015 	2016 

abupaten SJonju 	Kn1 	Surjby, 

el 	

Tren DAK Fisik dan Belanja 
3000.000.000000 	Modal 

2 000.000.000.000 

1000.000000.000 

2014 2015 2016 20142015 2050 

Kabopaterr Sidoarjo 	Kota Sorabry 
DAK Fisik 	 Belanja Modal 

Temuan Terkait OAK don Belanja Modal 

Sistem Pengendalian lntern 
Kab. Sidoarjo: 
• 	Kesalahais Kiasifikasi Anggaran dan 

Realisasi Belanja Tidak Berpedoman pada 
SAP 

Kota Surabaya: 
• 	Peisgelolaan Aset Tetap Belum Memadal 

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang: 
Kab Sidoarjo: 
• 	Kekurangan volume Pekerjaan pada Dinas 

Pendidikan dan Dinas Cipta Karya 
• 	Pekerjaan Pembangunan Irigasi, Peningkatan Jalan 

Peisgairan, Tidak Sesuai Kontrak 
KotaSurabaya: 
• 	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak 
• 	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas 

Pendidikan clan Dinas Pekerjaan lJmum 



Kabupaten Sidoarjo 

Berdasarkan laporan basil pemeriksaan BPK, Kabupaten Sidoarjo 

pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalarni peningkatan opini di tahun 
2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut 

dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini mi menunjukkan bahwa 

penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Sidoarjo sudah 

dilaksanakan dengan baik. 
Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Kabupaten 

Sidoarjo, khususnya 
terkait 	Dana 	Alokasi 	Grafik 6. Realisasi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Khusus (DAK) Kabupaten 	Kab. Sidoarjo TA 2014-2016 

Sidoarjo, 	yang 

realisasinya 	terus 

meningkat dari tahun 2014 
ke tahun 2015 sebesar 
3,07%. Kemudian dari 	 2014 	 2015 	 2016 

tahun 2015 sampai dengan 	 Sidoarjo - 	- 

2016 kembali mengalami 	
DAK 58.852.358.000 J 60.659.030.000 307.378.513.66 

peningkatan 	sebesar 	,Suniher. Ji-IP RPK Rlata.v f.f(PI) T.4 2014-2016. dio!a/1 

406,73%. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 6. Peningkatan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Kabupaten Sidoarjo yang sangat tajam di tahun 2016, 

dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya kedalam 
Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan 

Profesi Guru. 
Dilihat dari bidang program, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Kabupaten Sidoarjo darl tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 

Grafik 9. di bawah mi menjelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik di tahun 

2016 lebih difokuskan pada pembangunan bidang Irigasi. Kemudian diikuti 
dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah. Sement.ara pada tahun 2014 dan 
2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, 

terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp194.235.712.000,00. 
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Grafik 7. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Sldoarjo TA 2014-2016 

OAK Infrastruktur Publik Daerah 

OAK Infrastruktur Sanitasi • 	 • 2014 
DAK Pemukiman 

OAK Keselamatan Transportasi Darat 
• 2015 

I 

DAK Perdagangan - 	 N 2016 

OAK Lingkungan Hidup I 

OAK Kehutanan i 
OAK Pertanian 

DAK Kelautan dan Perikanan 

DAK Air Minum dan Penyehatan Lingkungan — 
OAK Irigasi 

OAK Jalan 

OAK Keluarga Berencana • 
OAK Kesehatan mmmummmm 

OAK Pendidikan 

Sumber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, diolah 

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan Non Fisik di 
Kabupaten Sidoarjo, maka realisasi DAK Non Fisik (63%) lebih besar dan 
DAK Fisik (37%). Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan 
terhadap total DAK, namun DAK Non Fisik yang memberikan kontribusi 

terbesar pada kenaikan total DAK. Sedangkan secara nominal peningkatan 
realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp52 miliar. 

Khusus DAK Fisik, umumnya dialokasikan sebagal sumber 
pendanaan untuk 
belanja modal. 
Untuk itu 
perbandingan 
antara realisasi 
DAK (Fisik) dan 
Belanja Modal 

dapat dilihat 
pada Grafik 8. 
disamping 	mi. 
Dalam 	tahun 

fik 8. Tren Realisasi Penerimaan DAK Fisik dan 

Belanja Modal Kab. Sidoarjo TA 2014-2016 

2014 	I 	2015 	I 	2016 

Kabupaten Sidoarjc 

. Belanja Modal 691.163.487.699 	936.192.614.541 	809.997.501.058 

OAK risik 	1 58.852.353.000 	60.659.030.000 	113.142.801.663 

Sumber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, diolah 

2014 ke 2015, terjadi peningkatan realisasi belanja modal, meskipun 
mengalami penurunan realisasi pada tahun 2016. Sedangkan di sisi lain, 
realisasi DAK mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2014 sampai 
2016. 

Perolehan opini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Sidoarjo bebas 
dari permasalahan dalarn pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana 

Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 
mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan kiasifikasi anggaran belanja, 
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yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa, 
permasalahan tersebut disebabkan karena pengelola anggaran pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP). Untuk itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu 
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-dikiat bagi pengelola 
anggaran di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. 

Selain 1W, terdapatjuga temuan mengenai pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan kontrak kerja dan kekurangan volume pekerjaan, yang terjadi karena 
adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan 
kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak 
kerja, yang diakibatkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan 
kekurangoptimalan Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak. 

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mi, maka perlu 
menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota 
DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagal dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang. 
Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI 
atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala 
setiap semester tahun anggaran. 

Kota Surabaya 
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Surabaya pada 

tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2015 
menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil 
mempertahankan opini tersebut pada tahun 2016. Peningkatan opini mi 
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota 
Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Surabaya 
khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Surabaya yang 
realisasinya terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hal 
tersebut dapat dilihat pada Grafik 9. 
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Gralik di samping mi menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi 
Dana DAK Kota ,- 
Surabaya 	secara 	Grafik 9. Realisasi DAK Kota Surabaya TA 2014-2016 

nominal menurun 
sebesar 64% 
dibandingkan tahun 
2014, dan 
men galam 
peningkatan yang 	

Al
- 	- 

sangat 	signifikan 	
2014 	1 	2015 	 2016 	[ di 	tahun 	2016 	

Kota Surabaya  

sebesar 	4038% 	L.0AKi4669000 7125690000 94.850.212.00 , 

atau 	40 	kali 	
Sb LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 dio1ah 

dibandingkan 

dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kota Surabaya yang sangat tajam di 
tahun 2016, digunakan untuk kegiatan fisik infrastruktur Air Minum dan 
Infrastruktur Publik Daerah, tanpa adanya kegiatan non fisik. Sedangkan 
untuk TA 2014 dan 2015 DAK dialokasikan untuk kegiatan non fisik yaitu 
kegiatan non reboisasi dengan nilai masing-masing sebesar Rp 19.854.669.000 
dan Rp7.125.690.000. 

Terkait dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu 
di antara sumber ,- 

pendanaan belanja 	Grafik 10. Tren Realisasi Penerimaan OAK Fisik dan 

modal, di Kota 	 Belanja Modal Kota Surabaya TA 2014-2016 

Surabaya belanja 
modal untuk tahun 
2014 dan 2015 
didanai oleh 
APBD. Sedangkan 
untuk tahun 2016 
DAK 	Fisik 	 2014 	 2015 	 2016 

Kota Surabaya memiliki 	 ________________________________________________ 
I 	Belanja Modal 1.404.366.425.421 1.785.125.255.500 1.789.394.044.827 

kontribusi 	besar 	
._L_._0AK Fisik 
	 - 	 - 	294.850.212.000 

untuk 	belanja 
modal di Kota 	Sumber: LHP BPKRI alas LKPD TA 2014-2016 'dio1ah) 

Surabaya, dimana kenaikan DAK Fisik sebanding dengan kenaikan belanja 
modal. Hal mi dapat dilihat pada Grafik 10. diatas. 

Dalam aspek perolehan opini Kota Surabaya pada tahun 2014, 2015 
dan 2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Surabaya 
bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait 
Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 
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mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan Idasifikasi anggaran belanja, 
yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat path Belanja Barang atau Jasa. 

Permasalahan tersebut terjadi karena Tim Anggatan Pemkot Surabaya tidak 
cermat dalarn melakukan evaluasi anggaran b1anja daerah dan belum 
sepenuhnya mempedomani SAP, dan Kepala SKPD terkait tidak cermat 

dalam mengusulkan rencana anggaran belanja dacrah dan belum sepenuhnya 
mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan 
sosialisasi SAP dan melakukan dikiat-dikiat bLgi pengelola anggaran di 

lingkungan Kota Surabaya. 
Selain itu, terdapat juga temuan mengeai pelaksanaan pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang terjIi pada TA 2014 dan 2015 

dan kekurangan volume pekerjaan pada TA 2016, yang terjadi karena adanya 
perubahan kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi peerjaan dengan kontrak dan 

penyelesaian pekerjaan yang melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dan 
ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kekurangoptimalan Kepala Dinas 

dalam mengendalikan pengawasan kontrak. 
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Kabupaten Pasuruan 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. 

Pasuruan pada tahun 2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami 
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang kemudian dapat dipertahankan pada tahun 2016. Peningkatan 

opini mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan perolehan opini atas LKPD Kab. Pasuruan TA 2014 
sampai dengan 2015 diikuti dengan penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) 	Kab. ,- 

Pasuruan 	 Grafik 11. Realisasi Penerimaan OAK 

sebesar 	13% 	
Kab. Pasuruan TA 2014-2016 

dari tahun 2014 
sampai dengan 
2015. Namun 
dari tahun 2015 
sampai dengan 
2016 perolehan 	 2014 	 2015 	1 	2016 

opini 	WTP 	______ 	 Kab Pasuruan  

dapat 	diikuti 	DAK 835S8.34O.0OOI7.940.100000I356.153.803.64 

dengan 	 Sumber: LHP BPK RI was LKPD TA 204-2016, dio/ah, 

peningkatan 
realisasi DAK sebesar 388% (lihat Grafik 11.), meskipun peningkatan DAK 
tersebut dikarenakan adanya rekiasifikasi dari sebagian besar anggaran 
penyesuaian ke anggaran DAK Non Fisik. Jika dilihat per bidang, realisasi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014-2016 

adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 12. di bawah mi yang terlihat bahwa 

penggunaan bidang pembangunan tertinggi yang didanai oleh DAK Fisik 
tahun 2016 adalah bidang Prasarana Jalan, yang kemudian diikuti hidang 

Infrastruktur Publik Daerah. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi 
DAK tertinggi pada bidang Pendidikan dan DAK tambahan Pendukung 
Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2). Khusus di tahun 2016, terdapat 

alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp185.255.122.000,00. 
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•2014 

Grafik 12. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Pasuruan TA 2014-2016 

DAK Jalan Jembatan 

DAK Infrastruktur Publik Oaerah 

DAK Tambahan Pendukung Program... 

DAK Perdagangan 

DAK Sarana Transportasi 

DAK Perumahan dan Pemukiman 

DAK Kehutanan 

DAK Lingkungan Hidup 

OAK Pertanian 

OAK Kelautan dan Perikanan 

DAK Air Minum dan Sanitasi 

DAK Prasarana Irigasi 

DAK Prasarana Jalan 

DAK Keluarga Berencana 

OAK Kesehatan 

OAK Pendidikan 

c,,nI,,'r' IT-IP RPI( Rliaüv J.KPfl TA 2014-7016 dinl,-,h 

Jika dibandingkan !ebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Pasuruan, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu 52% 
dari DAK Fisik sebesar 48%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang 
signifikan terhadap DAK Total, narnun DAK Non Fisik yang memberikan 
kontribusi terbesar  
pada 	kenaikan 	Grafik 13. Tren Realisasi Penerimaan OAK Fisik dan 

realisasi DAK Total. 	 Belanja Modal Kab. Pasuruan TA 2014-2016 

Sedangkan 	secara 
nominal peningkatan 
realisasi DAK Fisik 
adalah 	sebesar 
Rp97,9 miliar. 	 2014 	 2015 	 2016 

Terkait dengan tren 	 Kab Pasuruan 

-  
realisasi DAK Fisik 	

Belanja Modal 326.767.786.480 464.634.017.141 838.440.054.82 

DAK Fisik 	83.588,340.000 72.940.100.000 170.898.681.649 
dan Belanja Modal ____________________________________________ 
dapat digambarkan 	Sumber LHP BPKRJ alas LKPD TA 2014-2016, diolah 

pada Grafik 13. 

Grafik 13. di atas menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai 2015, 
terjadi penurunan realisasi DAK sebesar 13%. Namun pada 2016, realisasi 
DAK meningkat secara signifikan sebesar 134%. Di sisi lain, realisasi Belanja 
Modal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Perolehan opini Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014,2015 dan 2016 
yang sudah cukup baik tidak serta merta membuat Kabupaten Pasuruan behas 
darl permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana 
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Alokasi Khusus (DAK), hasil pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2016 
mengungkapkan adanya permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern yaitu 
penatausahaan Aset Tetap belum optimal dikarenakan Badan Keuangan 
Daerah (BKD) belum menindaklanjuti permasalahan atas alat bantu aplikasi 
Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah (SEMDA-BMD) yang belum 
dapat menyaring satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dan menyajikan 
daftar penyusutan karena pengembang aplikasi belum bisa memperbaiki 
kekurangan tersebut. Akibatnya, pembatasan nilai satuan minimum 
kapitalisasi dan daftar penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara manual 
yang membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan, serta 
penyajian informasi atas Aset Tetap belum sepenuhnya menggambarkan nilai 
yang sebenarnya. 

Selain itu, terdapat juga temuan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait Aset Tetap atas Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan yaitu mengenai volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan hasil 
fisik pekerjaan, dimana terdapat kekurangan pada beberapa item pekerjaan 
yang disehabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekerjaan dan kurang 
optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan atas pekerjaan. 

Kota Pasuruan 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Pasuruan pada 
tahun 2014 dan 2015 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 2016 
menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini mi 
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota 
Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan 
perolehan opini Kota 
Pasuruan ternyata diikuti 
oleh peningkatan nilai 
realisasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Kota 
Pasuruan dari tahun 2014 
sampai dengan 2016. 

Grafik 14. di samping 
menjelaskan bahwa pada 
tahun 2015 terdapat 
peningkatan nilai realisasi DAK sebesar Rp4.134.982.000 (14,75%) 

dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalarni peningkatan di tahun 2016 

sebesar Rp60.020.066.895 (186,53%) dibandingkan dengan tahun 2015. 

Grafik 14, Realisasi DAK Kota Pasuruan TA 2014- 

2016 

(2014 	 2015 	I 	2016 

I 	 I:ota Pasuruan 

OAK] 28041850000 [17sJi968sa895 

Sumber: LII? BPKRI alas LKPD TA 2014-2016, dio/ah 

24 



Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 cukup signifikan 
karena adanya reklasifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi 
menjadi dua rincian, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya, 
sebagian besar anggaran DAK Non Fisik dikiasifikasikan ke dalam transfer 
pemerintah pusat lainnya. 

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Pasuruan dari tahun 
2014-2016 adalah sebagaimana tersaj i pada Grafik 15. berikut: 

Grafik 15. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Pasuruan TA 2014-2016 

DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 

DAK Bidang Perdagangan 

OAK Keselamatan Transportasi... 

DAK Bidang Keluarga Berencana 

OAK Bidang Lingkungan Hidup 

OAK Bidang Pertanian 

DAK Bidang Kelautan & Perikanan 

DAK Bidang lnfrastruktur Sanitasi 

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 

OAK Bidang lnfrastruktur Irigasi 

OAK Bidang lnfrastruktur Jalan 

OAK Bidang lnfrastruktur 

OAK Bidang Kesehatan 

DAK Bidang Pendidikan 

D14 

D15 

DiG 

Sumber: LHP BPK RI was LKPD TA 2014-2016. diolah 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik tertinggi di tahun 2016 pada bidang Infrastruktur Publik Daerah, 
yang kemudian adalah bidang Kesehatan. Sementara pada tahun 2014 dan 
2015 realisasi DAK tertinggi ada pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 
2016 terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp38.131.520.895,00. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kota Pasuruan, realisasi DAK Fisik lebih besar yaitu sebesar 59% dan 
DAK Non Fisik yang hanya sebesar 41%. Sedangkan secara nominal 
peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp21,8 miliar. 

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 16. menggambarkan 
perbandingan antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal di mana dalam 
waktu tahun 2014-2016, terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal yang 
berbanding lurus dengan peningkatan realisasi DAK. 

25 



Grafik 16. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

Kota Pasuruan TA 2014-2016 

2014 	 2015 2016 

Kota Pasuruan 

Belaja Modal 	108078.646.061 	159 178.160.741 172.508.745.499 

OAK Fisik 	 28.041.850.000 	32 176.832.000 54.065.378.000 

Suinber: LHP I3PK RI u,ui LKPD TA 2(114-20I6. cliolal, 

Perolehan opini Kota Pasuruan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 
sudah cukup balk yang ditunjukkan dengan penitigkatan perolehan opini 
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2016. Natnun hal itu 
tidak membuat Kota Pasuruan bebas dari permasalahan dalam pengelolaan 
keuangan daerahnya. 

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) diungkapkan adanya 
permasalahan pada penganggaran atas Belanja Modal pada Dinas Pertanian, 
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang tidak tepat dikarenakan kesalahan 
kiasifikasi anggaran belanja, seharusnya masuk ke dalam Belanja Modal 
namun dicatat pada Belanja Barang atau Jasa, hal 1W disebabkan karena 
Kepala Dinas kurang cermat dalam penganggaran paket pekeijaan belanja 

modal yang mengakibatkan belanja modal disajikan lehih tinggi serta belanja 
barang danjasa disajikan lebih rendah. Se}anjutnya permasalahan terjadi pada 
pengelolaan dan penatausahaan atas Aset Tetap belum memadai, hal itu 
disebabkan karena Kepala Dinas terkait belum optimal dalam 
mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan pengendalian pada 
pengelolaan dan pelaporan atas Barang Milik Daerah pada seluruh SKPD. 

Selain 1W, terdapat juga temuan rnengenai pekerjaan atas Belanja 
Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan 
kekurangan volume pekerjaan yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum, hal 
itu disebabkan karena ketidakcerniatan Pelaksana Pekerjaan dan 
kekurangoptimalan Kepala Dinas dalani mengendalikan pengawasan atas 
pekeijaan rekanan. 

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini, maka perlu 
menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota 
DPR Ri dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber darl APBN. Kemudian, basil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang. 
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Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan laporan hash I pemeriksaan BPK, Kabupaten Probolinggo 
pada tahun 2014 rnemperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan mengalami peningkatan opini di tahun 
2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini tersebut 
dapat dipertahankan di tahun 2016. Peningkatan opini mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Probolinggo 
sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan perolehan opini Kabupaten Probolinggo ternyata diikuti 
oleh peningkatan 
nilai realisasi Dana 
Alokasi Khusus 
(DAK) dari tahun 
2014 sarnpai dengan 
2016. Hal tersebut 
dapat dilihat pada 
Grafik 17. yang 
menggambarkan 
bahwa pada tahun 	 ___________ 
2015 telah terjadi 
peningkatan 	nilai 	Sumber: LHPBPKRIcztasLKPD TA 2014-2016, diolah 

realisasi 	Dana 
Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp9.180.510.000 (13,17%) dibandingkan 
taliun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di tahu.n 2016 sebesar 
Rp169,185,426,798 (214,46%) dibandingkan dengan tahun 2015. 
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 cukup signifikan 
karena adanya perubahan nomenklatur dimana pos Tunjangan Profesi Guru 
PNSD yang sebelumnya ada di Pos Dana Penyesuaian, digeser ke Pos DAK 
Non Fisik. 

Jika dilihat per bidang kegiatan, realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Kab. Probolinggo dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana 

digambarkan pada Grafik 18 di bawah mi yang menjelaskan bahwa 

penggunaan DAK Fisik tertinggi di tahun 2016 adalah pada bidang 
Infrastruktur Publik Daerah, kemudian kedua tertinggi dibidang Kesehatan 
dan Keluarga Berencana. Sementara pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) tertinggi ada pada bidang Kedaulatan Pangan. Khusus di tahun 
2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 
Rp 152.027.781.000,00. 

Grafik 17. Realisasi DAK Kab. Probolinggo 

TA 2014-2016 

H 2014 	 2015 	 2016 

Kab Probolinggo 

H DAK 69307.430.000 j 78.88740. 66j 
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Grafik 18. Realisasi OAK Fisik/Bidang Kab. Probolinggo TA 2014-2016 

DAK Bidang Infrastruktur Publik... 

DAK Bidang Keselamatan... 
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OAK Bidang Pencidikan 

• 2015 

• 2016 

Sumber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016. diolal, 

Jika dibandingkan Icbih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Probolinggo, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu 
sebesar 61% dari DAK Fisik yang hanya sebesar 39%. Artinya meskipun 
terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik 
yang memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 
Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri 
adalah sebesar Rp17,l miliar. 

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagal satu di 
antara sumber kegiatan belanja modal, maka Grafik 19. mi menggambarkan 
tren realisasi DAK r 

Graflk 19. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal Fisik 	meningkat 	
Kab. Probolinggo TA 2014-2016 

setiap 	tahunnya. 
Berbeda 	dengan 
realisasi 	belanja 
modal di tahun 2015  

.- 

men ingkat, 	namun I 	2014 	 2015 	 2016 

di tahun 2016 terjadi Kab Probolinggo  ______ 
3elanJa Modal 	219.199.470.248 	343.189,339.904 I 289.647.660,708 penumnan 	sebesar 

16%. )AK Flsjk 	69.707.430.000 	78.887.940.000 	96.045.585.798 

Surnbcr: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016. d!olai 

Perolehan opini Kabupaten Probolinggo yang sudah cukup balk 
dengan peningkatan perolehan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) untuk tahun 2016, tidak membuat LKPD Kab. Probolinggo bebas dan 
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terkait Dana Alokasi 
Khusus (DAK) diungkapkan adanya permasalahan pada penyajian Aset Tetap 
belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa temuan Aset Tetap pada 
LKPD TA 2015 belum seluruhnya ditindakianjuti dan penyajian Aset pada 
Neraca per 31 Desember 2016 belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
serta penatausahaan barang milik daerah belum memadai, baik pada aset 
tanah, aset gedung dan bangunan, aset jalan, irigasi dan jaringan. Akibatnya, 
saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 belum sepenuhnya menggambarkan 
kondisi sebenarnya dan penerirnaan daerah dari pernanfaatan aset berpotensi 
berkurang. 

Selain itu, terdapat juga ternuan mengenai ketidaksesuaian 
pelaksanaan dan keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan pembangunan 
dan rehabilitasi gedung. Hal itu disebabkan karena ketidakcermatan pelaksana 
pekerjaan dan kurang optirnalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan 
pengawasan atas pelaksanaan tugas pada masing-masing kegiatan. 

Kota Probolinggo 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Probolinggo pada 
tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Perolehan opini ml menunjukkan bahwa penatausahaan 
dan pertanggungjawaban keuangan Kota Probolinggo rnasih kurang baik. 
Perolehan Opini pada Kota Probotinggo ternyata tidak mempengaruhi 
penerimaan Dana Alokasi Khusus. Hal mi terhukti dengan perolehan opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun, Kota Probolinggo 
tetap n'iemperoleh peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus. 

Grafik 20. Realisasi OAK Kota Probolinggo TA 2014-2016 

,- . 

2014 	1 	2015 	1 	2016 

_____Kota Probolinggo 

OAK 24.483.458.000 38.181.304.000 83.332.171.500 

Swnbcr. LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, d,olcjh 

Grafik 20. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi 
peningkatan nilal realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 55,95% 
dibandingkan tahun 2014, dan kembali inengalarni peningkatan di tahun 2016 
sebesar 70,23% dibandingkan dengan tahuii 2015. Peningkatan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) pada tahun 2016 cukup signifikan karena adanya rekiasifikasi 
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi menjadi dua rincian, yaitu DAK 



Fisik dan DAK Non Fisik. Sebelumnya, sebagian besar anggaran DAK Non 
Fisik dikiasifikasikan ke dalarn transfer pemerintah pusat lainnya. 

Jika dilihat dari bidang kegiatan, realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Kota Probolinggo dari tahun 2014-2016 dapat digambarkan 
sebagaimana Grafik 21. berikut: 

Grafik 21. Realisasi DAK Fisik/Bidang 

Kota Proboinggo TA 20 14-2016 

OAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) I 

DAK Bidang Kehutanan 

DAK Bidang Perumahan & Kawasan... 2015 

DAK Bidang Perdagangan 00 
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

2016 I 
DAK Lingkungan Hidup ME 

DAK Bidang Keluarga Berencana U 
OAK Bidang Pertanian 

OAK Kelautan & Perikanan 

OAK Bidang Sanitasi 

OAK Bidang Air Minum 

OAK Bidang Infrastruktur Irigasi 

OAK Bidang Infrastruktur Jalan 

DAK Bidang Kesehatan 

OAK Bidang Pendidikan 

Sumber: LHPBPKRJatasLKPD TA 2014-2016. 

Grafik 21. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik 
tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Publik Daerah, 
yang kemudian diikuti bidang Kesehatan. Sementara pada tahun 2015, 
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi dibidang Pendidikan. Khusus 
di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 
sebesar Rp49.070.5 15.500,00. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kota Probolinggo, realisasi DAK Non Fisik lebih besar yaitu sebesar 59% 
dari DAK Fisik sebesar 41%. Artinya meskipun terjadi kenaikan yang 
signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang memberikan 
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu diantara 
sumber kegiatan belanja modal. Grafik 22. di bawah mi menggambarkan tren 
realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal di mana realisasi belanja modal tahun 
2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 3 1 % 
dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 99%. 
Sedangkan untuk realisasi Dana Alokasi Khusus, pada tahun 2015 mengalami 
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 56% dan mengalami 
penurunan sebesar 10% pada tahun 2016. 



Grafik 22. Tren Realisasi OAK Fisik dan Belanja Modal 

Kota Probolinggo TA 2014.2016 

—S 

2014 	I 	2015 	I 	2016 

Kota Probolinggo 

Belanja Modal 	106.923.357.839 	74.291.701.183 	147.705.780.026 

OAK Fisik 	24.483.458.000 	38.181.304.000 	34.251.656.000 

Somber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 diolah 

Terkait dengan opini BPK atas LKPD Kota Probolinggo sejak tiga 
tahun berturut-turut (2014-2016) diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) yang rnemperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan Kota Probolinggo 
masih banyak diternukan permasalahan. Termasuk permasalahan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) yang diungkap dari hasil pemeriksaan BPK Semester 
1 tahun 2016. 

Antaranya adalab mengenai pengelolaan Aset Tetap yang belum 
tertib yang mengakibatkan Saldo Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan, dan 
Beban Penyusutan yang disajikan pada laporan keuangan belum sepenuhnya 
dapat diyakini kewajarannya dan potensi hilangnya Aset Tetap yang dimiliki 
karena pengamanan belum memadal. Hal itu disebabkan karena Sekretaris 
Daerah dan Kepala Dinas terkait belurn optimal dalam mengelola Barang 
Milik Daerah dan Aset Tetap, serta belum menindakianjuti permasalahan atas 
pemeriksaan BPK. Kemudian terdapat temuan mengenai beban Dana BOS 
yang disajikan di laporan operasional serta saldo kas di bendahara BOS dan 
Aset Tetap dari Dana BOS yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini 
kewajarannya. Hal itu disebabkan karena dinas terkait belum memiliki standar 
rnengenai pengelolaan dana BOS dan kurang cermat dalam menyusun laporan 
keuangan. 

Selain itu, terdapat juga temuan terkait dengan Aset Tetap atas 
Belanja Modal pengadaan jalan dan jembatan mengenai volume pekerjaan 
yang tidak sesuai dan kesalahan dalam membuat Rencana Anggaran dan 
Biaya atas pengujian laboratorium yang seharusnya tidak menjadi ileni 

pekerjaan sendiri melainkan menjadi bagian dalam harga satuan pekerjaan. 
Hal mi disebabkan karena ketidakcermatan Pelaksana Pekeijaan dan kurang 
optimalnya Kepala Dinas dalam menyusun kontrak dan melakukan 
pengawasan atas pekerjaan rekanan. 
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Mengingat besaran Dina A1okai KhLsus (DAK) mi, maka perlu 
menjadi perhatian bagi semua phak yang berkcpentingai. terutama anggota 
DPR RI dalam menjalankan :lmgsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawabari anggaran 3 ang bersumber lari APBI'. Kemudian, hasil 
pengawasan tersehut dapat d gunakan ebagai dasar petimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rercana APBN di tahun yang akan datang. 
Pengawasan dapat dilakukan gan mempe1ajwi hasil p.eriksaan BPK RI 
atas Laporan Keuargan Daerah (LKPD) yang dikeivar1n secara berkala 
setiap semester tahun anggarar. 
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Kabupaten Situbondo 

Berdasarkan laporan basil pemeriksaan BPK, Kabupaten Situbondo 

pada tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
ParagrafPenjelas (WTP-DPP dan mengalami penurunan opini di tahun 2015 
menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian kembali 
mengalami peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di 

tahun 2016. Hal mi menunjukkan bahwa penataiisahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Situhondo sudah dilaksanakan 

dengan baik. 
Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kahupaten 

Situbondo, 	
Grafik 23. Realisasi OAK Kab. Situbondo TA 2014-2016 

khususnya terkait 
Dana 	Alokasi 
Khusus 	(DAK) 
yang realisasinya 
terus meningkat 
dari tahun 2014 
sampai dengan 
2016 sebagaimana 

dapat dilihat pada 
Grafik 23. 

2014 	 2015 	 2016 

Kab SiWbondo  

a OAK 92.072.040.000 116.454.810.000 276.737.866.782 

Sumber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, dio/ah 

Gralik di atas menjelaskan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan 
nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 126% dibandingkan tahun 
2014. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2016 sebesar 
238%. Peningkatan DAK Kab. Situbondo tahun 2016, dikarenakan adanya 

.4 realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi 
Khusus (DAK) yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi Guru 

PNSD. 
Jika dikelompokkan pada bidang kegiatan, maka realisasi DAK Fisik 

Kab. Situbondo sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana tergambar 

pada Grafik 24. di bawah mi yang menggambarkan bahwa penggunaan DAK 

Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada bidang lnfrastruktur Publik 
Daerah, yang keniudian kedua tertinggi adalah di bidang Kesehatan, Irigasi 

dan Infrastruktur Jalan. 
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Grafik 24. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Situbondo TA 2014-2016 

OAK Bidang lnfrastruktur Publik Daerah 

DAK Bidang Prasarana Pemda 

OAK Bidang Perhubungan 

DAK Transportasi Perdesaan mm 
OAK Bidang Perumahan Dan Pemukiman 

DAK Bidang Listrik Pedesaan • 
OAK Keselamatan Transportasi Darat 

DAK Perdagangan I 

DAK Kehutanan I 

OAK Keluarga Berencana U 

OAK Lingkungan Hidup Ii 

DAI< Pertanian 

OAK Kelautan dan Perikanan - 
OAK Infrastruktur Sanitasi U 

OAK Infrastruktur Air Minum - 
OAK Bidang lnfrastruktur Irigasi 

OAK Bidang Infrastrukturialan 

OAK Bidang Kesehatan NCOMENEREM 

OAK Bidang Pendidikan 

Swnber: LIII' BPK RI was LKP/) TA 2014-2016. diolah 

• 2014 

2015 

a 2016 

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK Fisik tertinggi 
pada bidang Pendidikan, Pertanian, dan Kesehatan. Khusus di tahun 2016, 
terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 
Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK Jampersal, Biaya 
Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan Profesi Guru 
PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Situbondo, DAK Fisik realisasinya lebih besar yaitu sebesar 
57% dari DAK Non Fisik yang sebesar 43%. Artinya meskipun terjadi 
kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Fisik yang 

memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 
Sedangkan secara nominal pen ingkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri 
adalah sebesar Rp40 miliar. 

Khusus DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai satu diantara 
sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka di Kab. Situbondo 
menggambarkan tren perkembangan yang sejalan antara peningkatan realisasi 
belanja modal dengan realisasi penerimaan DAK Fisik, sebagaimana tersaji 
pada Grafik 25. 
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Grafik 25. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Situbondo TA 2014-2016 

2014 	 2015 	 2016 

Kab Situbondo 

—Belanja Modal 325.053.037.623 340.683.173.357 416.863.544.279 

DAK FISIK 	92.072.040.000 116.454.810.000 156.857.522.782 

Su,nber; LU? BPK Rlatas LKPD TA 2014-2016, diolah 

Perolehan opini LKPD Kab. Situbondo sejak tahun 2014-2016 yang 
udah cukup balk tidak serta merta membuat Kabupaten Situbondo bebas dan 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan 

dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015, khusus Dana Alokasi 

Khusus (DAK) diungkap adanya permasalahan mengenai Dana Bantuan 
Operasional Sekolah yang belum disajikan dalam laporan keuangan, yang 
disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Situbondo belum menetapkan 
inekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban serta rekonsiliasi dan 
pelaporan Dana BOS dalam suatu Peraturan Kepala Daerah dan lemahnya 
pengawasan Tim Manajemen Dana BOS Dinas Pendidikan dalam hal 
pembayaran pajak tepat waktu. 

Selain itu juga terdapat permasatahan penatausahaan dan pencatatan 
Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang disebabkan karena pengelola 
anggaran pemenintah Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya mempedomani 
SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi 
SAP dan melakukan dikiat-dikiat hagi pengelola anggaran di Iingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Situbondo. 
Selanjutnya, terdapat juga temuan rnengenai kekurangan volume 

pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuain 
pesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang 

melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana 
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan 

pengawasan kontrak. 
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Kabupaten Bondowoso. 

Kabupaten Bondowoso memiliki prestasi yang sangat baik dalam 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari perolehan opini LKPD Kab. Bondowoso yaitu Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014 yang 
kemudian rneningkat opininya untuk LKPD TA 2015 menjadi Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. 
Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kabupaten 
Bondowoso, terutarna 
terkait Dana Alokasi 
Khusus (DAK) yang 
realisasinya terus 
meningkat dari tahun 

2014 sampai dengan 
2016 sebagairnana 
dapat dilihat pada 
Grafik 26. _____ 

Somber.' LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, diolah 

Grafik 26. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi 
peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 134% 
dibandingkan tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan juga di tahun 
2016 sebesar 245% dihandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan DAK Kab. 
Bondowoso di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer 
pernerintah pusat lainnya ke dalarn DAK. Sedangkan jika dilihat per bidang 
kegiatan, realisasi DAK Kab. Situbondo tahun 2014-2016 dapat dilihat pada 
Grafik 29. di bawah mi yang menggambarkan bahwa penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi pada TA 2016 adalah dibidang 
Infrastruktur Jalan, yang kemudian diikuti bidang Irigasi dan Kesehatan. 
Sernentara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada bidang 
Pendidikan, Pertanian, dan Pelayanan Kesehatan. 

Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Non Fisik sebesar Rp120.080.344.000,00, dimana dialokasikan untuk DAK 
Jampersal, Biaya Operasional Kesehatan, BOP PAUD, BOP KB, Tunjangan 
Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD. 

2014 	2015 	2016 

Kab Bondowoso 

• DAK 91.063.070.000 122.444.580.000 299.830.707.432 
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Grafik 27. Realisasi OAK Fisik/Bidang Kab. Bondowoso TA 2014-2016 

OAK Bidang Industri Kecil Menengah 

DAK Bidang lnfrastruktur Pelayanan... . 
DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan i 	 •2014 
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DAK Transportasi Perdesaan 2016 

DAK Bidang Perumahan Dan Pemukiman 
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DAK Keselamatan Transportasi Darat 
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DAK Kehutanan ir 

DAK Keluarga Berencana F4 

OAK Lingkungan Hidup vt 

DAK Pertanian - 
DAK Kelautan dan Perikanan an 

DAK Infrastruktur Sanitasi 

DAK Infrastruktur Air Minum onmN 

DAK Bidang lnfrastruktur Irigasi 

OAK Bidang lnfrastrukturialan 

OAK Bidang Kesehatan i 
OAK Bidang Pendidikan 

Su,nber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, clialuh 

Jika dibandingkan Iebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non 
Fisik di Kabupaten Bondowoso, DAK Non Fisik realisasinya hampir 

sama dengan DAK Fisik yaitu masing-masing sebesar 52% dan 48%. 

Artinya meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, 
naniun DAK. Non Fisik yang memberikan kontribusi lebih besar pada 

kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan 
realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp22 miliar. 

Khusus DAK 
Fisik yang umurnnya 
dialokasikan sebagai 
salah satu sumber 
pendanaan dalarn 
belanja modal, maka 
tren peningkatan 

realisasi DAK Fisik 
dan belanja modal 
setiap tahun dapat 

digambarkan pada 
Grafik28. 

Grafik 28, Tren Realisasi OAK Fisik dan Belanja Modal 
Kab. Bondowoso TA 2014-2016 

2014 	2015 	 2015 

Kab Bondowoso 

Belanja Modal 311.495.490.129 404.576.533.409 425.425.089 

DAK P51K 	61.063.070.00 122.444.580.000 144.337.122 

Sw,,b',: LHP BPK Ri alas LKPD TA 2014-2016, dialah 
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Terkait dengan perolehan opini atas LKPD Kab. Bondowoso sejak 
2014 sampai dengan 2016 yang sudah cukup baik, tidak serta merta membuat 
pengelolaan keuangan Kab. Bondowoso bebas dari permasalahan. Terutama 
pengelolaan DAK. 

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016, khusus Dana Alokasi 
Khusus (DAK) diungkapkan oleh BPK mengenai permasalahan 
penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan yang 
disebabkan karena pengelola anggaran Pemerintah Kab. Bondowoso belum 

sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu Pemerintah Kab. Bondowoso 
perlu melakukan sosialisasi SAP dan melakukan dikiat bagi pengelola 
anggaran di lingkungan Kabupaten Bondowoso. 

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume 

pekerjaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian 
spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pckerjaan yang 
melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana 
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan 
pengawasan kontrak. 

Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, perolehan opini 
Kabupaten Banyuwangi rnenunjukkan prestasi yang sangat baik yakni opini 
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 
2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada 
tahun 2016. 1-lal mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan 
dengan baik. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang balk untuk 
mengawal pengeioiaan can 
pertanggungjawaban 
keuangan 	daerah 	Kab. 
Banyuwangi, terutama 
terkait Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Kab. Banyuwangi 
yang realisasinya terus 
rneningkat dari tahun 2014 
sampai dengan 2016 
sebagaimana dapat dilihat 

Grafik 29, Realisasi OAK Kab. Banyuwangi 
TA 2014-2016 

2016 

48.040.230.000 1126.464.240.000 1357.337.495.217 

pada Grafik 29. 	
Sunther: LHPBPKRIaasLKPD TA 2014-2016. diolah 
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Grafik 29. menjelaskan bahwa pada tahun 201 5 terjadi peringkatan 
nilai realisasi DAK sebesar 263% dibandingkan tahun 2014, dan kembali 
mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 283% dibandingkan dengan 
tahun 2015. Meskipun realisasi DAK Kab. Banyuwangi di tahun 2016 
mengalami peningkatan, namun peningkatan mi hanya menyerap 53,88% dan 
anggaran, dikarenakan keterlambatan turunnya petunjuk teknis DAK dan 
Pcmerintah Pusat sehingga berdampak pada pelaksanaan realisasi penyerapan 
yang tidak optimal sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan 
pelaksanaan DAK kepada Pemerintah Pusat. Keterlambatan pelaporan 
tersebut berdampak pada kurangnya penerimaan DAK yang seharusnya 
menjadi penerirnaan bagi Pemerintah Daerah. 

Sedangkan dilihat dari bidang kegiatan, realisasi DAK Kab. 
Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagaimana disajikan 
pada Grafik 30. di bawah yang menggambarkan hahwa penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik tertinggi terjadi di tahun 2016 adalah pada 
bidang Infrastruktur Publik Daerah, yang kemudian diikuti dengan bidang 
Pendidikan dan Pertanian. 

Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi DAK tertinggi pada 
bidang Infrastruktur Jalan, Pertanian, dan Pendidikan. Khusus di tahun 2016, 
terdapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 
Rp283.062,418.000,00, dimana dialokasikan untuk BOP PAUD, BOP KB, 
Tunjangan Profesi Guru PNSD, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD 

Grafik 30. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Banyuwangi TA 2014-2016 

DAK Bidang Pariwisata 

OAK Infrastruktur Publik Daerah 

OAK Bidang lnfrastruktur Pelayanan Kesehatan... 

DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan 

	

DAK Bidang Perhubungan 	 • 2014 
DAK Transportasi Perdesaan 

	

DAK Perdagangan 	
2015 

	

DAK Kehutanan 	 m 2016 

OAK Keluarga Berencana i 

DAK Lingkungan Hidup 

DAK Pertanian - 

DAK Kelautan dan Perikanan am 
DAK lnfrastruktur Air Minum dan Sanitasi L• 

OAK Bidang Infrastruktur Irigasi u 
DAK Bidang Infrastruktur Jalan Munmemomomwim 

DAK Bidang Kesehatan I 

OAK Bidang Pendidikan 

Suinber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, diolah 
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pendanaan kegiatan 
belanja modal, maka 	 - 
tren 	realisasi 

2014 	 2015 	 2016 

Kab Banywangi 

peningkatan 	belanja  Belanja Modsl 558546.677.148 699.415.745.319 911.584.332.145 

modal 	di 	Kab.  DAK FISIK 48.040 230.000 126.464.240.000 74.275.077.217 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Banyuwangi, DAK Non Fisik realisasinya lebih besar yaitu 
sebesar 79% dengan DAK Fisik sebesar 21%. Artinya meskipun terjadi 
kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK Non Fisik yang 
memberikan kontribusi lebih besar pada kenaikan realisasi DAK Total. 
Sedangkan secara nominal realisasi untuk DAK Fisik sendiri justru 
mengalarni penurunan sebesar Rp52 miliar. 

Khusus DAK f 
Grafik 31. Tren Realisasi OAK Ftsik dan Belanja Modal 

Fisik yang umumnya 	 Kab. Banyuwangi TA 2014-2016 

dialokasikan sebagai 
salah satu sumber 

Banyuwangi 	tidak 	Sumber: LII? BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, dio1a/ 

selamanya diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan DAK Fisik. Hal 
mi dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan keduanya dari tahun anggaran 
2014 ke 2015. Namun dari tahun 2015 ke 2016, belanja modal mengalarni 
peningkatan, sedangkan penerimaan DAK Fisik mengalami penurunan. Hal 
mi dapat digambarkan pada Grafik 31. Perolehan opini yang sudah cukup 
baik, tidak serta merta membuat Kabupaten Banyuwangi bebas dan 
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Terutama berkaitan 
dengan DAK dirnana hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2016, BPK 
mengungkapkan adanya permasalahan kesalahan kiasifikasi anggaran belanja, 
yang harusnya masuk ke Belanja Modal dicatat pada Belanja Barang atau Jasa. 
Permasalahan mi dikarenakan Tim Anggaran Pemkab Banyuwangi tidak 
cermat dalarn melakukan evaluasi anggaran belanja daerah belum sepenuhnya 
mempedomani SAP dan Kepala SKPD terkait tidak cermat dalam 
mengusulkan rencana anggaran belanja daerah dan belum sepenuhnya 
mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu 
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan dikiat-dikiat bagi pengelola 
anggaran di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. 

Selain itu, terdapat juga temuan mengenai kekurangan volume 
pekeijaan, yang terjadi karena adanya perubahan kontrak, ketidaksesuaian 
spesifikasi pekerjaan dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan yang 
melebihi jangka waktu kontrak kerja, akibat dari ketidakcermatan pelaksana 
pekerjaan dan kurang optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan 
pengawasan kontrak. 
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Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Tirnur IV 

Kab Lumajang 	
Kab/Kota 	201 

Kab Jember 	

Lurnajang 	DP 

Kab. Jember 	WDP WTP 

a a end 	 afl ab 	eoaA 201-2 

	

Rincian Realisasi Jenis Transfer 	 Realisasi Pendapatan Tahun 2014- 
Pusat 	 2016 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Kab. Lumajang 	Kab. Jember 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Kab. Lumajang 	Kab. Jember 
• Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 	

U Lain-lain Pendapatan yang Sah 
- OAK  

DAU 	 Transfer Provinsl 

0811 Bukan Pajak ISDA) 	 Transfer Punat 

• D8H Pajak 	 PAD 

Tren Dana Alokasi Khusus 

--Ia" 
2014 	2015 	2016 2014 	2015 	2016 
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Tren DAK dan Belanja Modal 

Cab. 	Kab. 	KnIt. Cab. 	Kab. 	Kab. 
Lamajang Luniajang Lumajang Jember 	Jernber 	Jeniber 

2214 	2015 	2016 2014 	2015 	2016 

BeIanja Modal '--'--DAK 

• --------------------------------------------------------------------------------- 

Sistem Pengendallan Intern: Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- 

U undangan: 
Kabupaten Lumajang :1 
• 	Penatausahaan Aset Tetap Belum I Kabupaten Jember 

Memadal • 	Kesalahan Klasifikasi Anggaran Belanja 

Kabupaten Jember • 	Kekurangan Volume Pekerjaan 

• 	Penatausahaan Aset Tetap Belum 
memadai 
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Kabupaten Lumajang 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pcmerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan bahwa opini 
LKPD Kab. Lumajang adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 
dan 2016 menjadi opini WajarTanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini 

mi rnenunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 

Kabupaten Lurnajang sudah dilaksanakan dengan balk. 
Peningkatan opini tersebut dapat menjadi sam modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kab. Lurnajang 

khususnya terkait 
Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 
yang realisasinya 
terus men ingkat 
dari tahun 2014 
sampai tahun 
2016 yang dapat 
dilihat pada 
grafik berikut: 

Grafik 32. di alas 
menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan nilai realisasi 
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 42,99% dibandingkan tahun 2014, dan 
kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 205,07% 
dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Kabupaten Lumajang yang sangat tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya 
realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalarn DAK yang 
kemudian dikelompokkan sebagai DAK Fisik dan DAK Non Fisik, berupa 
bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, 
tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan dan KB, dan 
peningkatan pengelolaan koperasi UKM dan ketenagakerjaan. 

Berdasarkan realisasi DAK Fisik Kab. Lumajang dari tahun 2014 
sampal 2016 adalah sebagaimana digambarkan pada Grafik 33. maka dapat 
dijelaskan bahwa bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
tertinggi terjadi di tahun 2016 pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang 
Kesehatan, yang kemudian diikuti dibidang Jnfrastruktur Publik Daerah 
(IPD). Sementara pada tahun 2014 dan 2015, realisasi Dana Alokasi Khusus 

Grafik 32. Realisasi OAK Fisik 

Kabupaten Lumajang TA 2014-2016 

• Kab. 

Lumajang 
226.586.895 000,00 2014 

•Kab. 

74.273.112.000,00 
Lumajang 

2015 
51.943.373.000,00 

Kab. 

Lumajang 

2016 

I 14P RPK RI ,,,,',v I k'Pfl T4 211 Id- 711 l/  
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(DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, realisasi 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 141.935.921.000,00. 

Grafik 33. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Lumajang 

TA 2014-2016 

DAK FISIK IPD 

BIDANG ENERGI PEDESAAN 	IIIIIIIIMi 

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 	iiiiiiiiiiim • 2014 
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN • 2015 

BIDANG KEDAULATAN PANGAN 	MM 

BIDANG PERTANIAN w2016 

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG PERUMAI-IAN, AIR MINUM, DAN SANITASI 

BIDANG TRANSPORTASI 	B 

BIDANG KESEHATAN DAN <B 

BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI 	- 
BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM 

BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI 

BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN 

BIDANG PENDIDIKAN 

Sumbcr: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 'dio1ah,, 

Lebih lanjut,jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kab. Lumajang, maka diketahui bahwa realisasi DAK Non Fisik lebih besar 
dari DAK Fisik. Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK 
Fisik adalah 62,64% berbanding 37,36%. Artinya hahwa DAK Non Fisik 
memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 
Pada umurnnya 
Dana Alokasi 	Grafik 34. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

Khusus (DAK) r Kab. Lumajang TA 2014-2016 

akan  
dialokasikan 
sebagai 	salali 
satu 	sumber 
pendanaan 	 Kab. Lumajang 	Kab. Lumajang 	Kab. Lumajang 

dalam belanja 	 2014 	 2015 	 2016
-J 

- Belanja Modal 236756.736.151,00 242.225.159.240,83 347.885.601.308,45 

modal 	karena 	- DAK 	 51943.373.000,00 74.273.112.000,00 226.586.895.000,OQ 

dalam DAK 
terdapat alokasi 	

Su,nher: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016. Jiolah 

DAK Fisik. 
Grafik 34. menggambarkan tren realisasi DAK Fisik dan belanja modal 

dimana dalam kurun waktu tahun 20I42016, terjadi peningkatan realisasi 
Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi DAK juga mengalami 
peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi positifantara 
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realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat adanya realisasi DAK Fisik 
yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja Modal. 

Perolehan opini atas LKPD Kab. Lurnajang pada tahun 2014, 2015 dan 
2016 yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Lumajang 
bebas dari permasalahan dalarn pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD 
Kabupaten Lumajang tahun 2014-2016 mengungkapkan rnasih ditemukan 
adanya permasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap. Namun atas 
permasalahan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan 
Aset Tetap Kabupaten Lumajang bersumber dari DAK atau tidak. 

Kabupaten Jember 

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Jember tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini atas LKPD 
Kab. Jember adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian 
mengalami peningkatan opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) namun memperoleh penurunan opini pada tahun 2016 
menjadi WDP. Naik turunnya opini mi menunjukkan bahwa penatausahaan 
dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Jember belurn dilaksanakan 
dengan baik. 

Perolehan opini Kabupaten Jember yang berfluktuatif ternyata tidak 
serta merta membuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten 
Jember 
berfluktuatif juga, 
justru dari tahun 
2014 sarnpai 
dengan 2016 nilai 
realisasi DAK 
mengalami 

	

peningkatan yang 	 _
signifikan. 	Hal 
tersebut 	dapat 
dilihat dan Grafik 
35. 

Berdasarkan gratik di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2015 
terjadi peningkatan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 
126,44% dibandingkan tahun 2014 yang kemudian mengalami peningkatan 
kembali di tahun 2016 mencapai Iebih dari 100% meskipun tidak sebesar 
tahun 2015. Peningkatan DAK Kab. Jember yang sangattajarn di tahun 2016, 
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam 
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK 

430.502.552:000,00 

199.158.010000.0

87.95  

UKab. Jember 2014 UKab. Jember 2015 	Kab. Jember 2016 

Sum5er: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016. diolah 
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BIDANG INFRASTRUKIUR PEMERINTAH DAERAH 

BIDANG PERHUBUNGAN 

SUB BIDANG PASAR 

PERDAGANGAN SUB BIDANG SARANA... 

PELAYANAN BIDANG FARMASI REM  

PELAVANAN RUJUKAN ROMMOMM 

BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 

BIDANGKEHUTANAN UI 

BIDANG KELUARGA BERENCANA It 

BIDANG LINGKUNGAN NIDUP 

BIDANG PERTANIAN — 

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG INFRASTRUKIUR SANITASI I 

BIDANG INFRASTRUKIUR AIR MINUM IMIR 

BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI 

BIDANG INFRASTRUKTURJALAN 

BIDANG KESEI-IATAN 

BIDANG PENDIDIKAN 

U 2014 

2015 

B 2016 

Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD; Bantuan 
Operasional Kesehatan; Akreditasi Rumah Sakit; J amman Persalinan; 
Bantuan Operasional KB; Tunjangan Profesi Guru PNSD; Proyek Pemerintab 
Daerah dan Desentralisasi. 

Jika dilihat berdasarkan bidang kegiatan, realisasi DAK Fisik Kab. 

Jember selarna tiga tahun (2014-2016) dapat digambarkan pada grafik berikut: 

Grafik 36. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. JemberTA 2014-2016 

Suinbe,-: LUP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016, djolah 

Grafik 36. di atas menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik 
tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Pelayanan Rujukan yang kemudian 
diikuti bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014 
dan 2015, realisasi DAK tertinggi dibidang Pendidikan. Khusus di tahun 2016, 
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp294.216.013.000,00. 

Lehih Ianjut,jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kab. Jember, maka realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik. 
Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 
68,34% berbanding 31,65%. Artinya bahwa DAK Non Fisik yang 
memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 
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Pada umumnya 
Grafik 37. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

DAK 	akan Kab. Jember TA 2014-2016 

dialokasikan 

sebagai 	salali 
satu 	sumber . 	 . 	 -. 
pendanaan 
kegiatan  
belanja 	modal Kab. Jember 	Kab. Jember 	Kab. Jember 

karena 	dalam 2014 	 2015 	 2016 

Belanja Modal 537.521.266.032,00 556.408.885.143,00 460.451.300.847,00 

DAK 	terdapat '—DAK 87.951.090.000,00 199.158.010.000,00 430.502.552.000,09 

alokasi 	DAK 

Fisik. 
r ,w nr'v p1 	r vnn T4  

Grafik 37. rnenggambarkan bahwa sejak tahun 2014 sampal 2016, 
adanya penurunan realisasi belanja modal dimana pada saat bersamaan 

realisasi penerimaan DAK justru mengalami peningkatan. Ketika data 
sebelumnya di tahun 2016 menunjukkan DAK Non Fisik memberikan 
kontribusi yang lebih besar daripada DAK Fisik, maka kemungkinan 
peningkatan realisasi penerimaan DAK yang terjadi digunakan untuk belanja 
selain belanja modal. 

Berkaitan dengan perolehan opini I3PK atas LKPD Kab. Jember selama 

tiga tahun berturut-turut (2014-2016) yang dinilai belum cukup baik, 
menujukkan masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah 
tersebut. Seperti yang diungkap oleh BPK dari hasil pemeriksaan atas LKPD 
Kab. Jember TA 2014, ditemukan adanya permasalahan Belanja Modal yang 
dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu pengadaan barang untuk 
diserahkan kepada masyarakat senilai Rp22.487.787. 165,00 dan pengadaan 
barang persediaan pada senilai Rp93.932.100,00. Akibatnya realisasi belanja 
modal beluni menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain temuan kesalahan 
penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan volume pada pekerjaan 
pembangunan Pagar Pengarnan Bandara Noto Hadinegoro senilai 
Rp19.099.202,00 dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga SMPN 7 
senilai Rp13.982.999. Atas permasalahan tersebut masing-masing rekanan 
belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan penibayaran senilai 
Rp33.082.20 1,00. 

Permasalahan kesalahan penganggaran yang terjadi pada LKPD Kab. 
Jeniber Tahun Anggaran 2014 ditemukan kembali pada LKPD Kab. Jember 
Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan pemeriksaan atas penganggaran dan 
realisasi belanja tersebut diketahui terdapat kesalahan penganggaran atas 
belanja modal sebesar Rp3.096.378.600,00 yang seharusnya dianggarkan dan 
direalisasikan dalam Belanja Barang dan Jasa. 
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Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK 
mengungkapkan adanya temun yang berulang terkait dengan penatausahaan 
dan pencatatan Aset Tetap yang 1Ium sesuai ketentuan. ALas seluruh temuan 
pada Belanja Modal dan Ase: Ttap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK 
pada LKPD Kabupaten Jemler tidak dinyatakan secara langsung apakah 
perolehan Aset ataupun Belamja Modal tersebut bersumber dari DAK atau 
tidak. 
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Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur V 
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Kota Malang 

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Kota Malang tahun anggaran 2014, BPK memberikan opini atas 
LKPD tersebut Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-
DPP). Kemudian mengalarni peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 

menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan perolehan opini mi 
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota 

Malang sudah dilaksanakan dengan baik. 
Peningkatan perolehan opini Kota Malang ternyata tidak serta merta 

I11I1IUU4L 	 iiiiai 

realisasi 	Dana 
Alokasi 	Khusus 
(DAK) Kota Malang 

mengalami 

pen ingkatan, j ustru 
dari tahun 2014 
sampai dengan 2016 
nilai realisasi DAK 
berfluktuatif. Hal 
tersebut dapat dilihat  
dari grauik berikut. 

Grafik 38. memberikan gambaran bahwa pada tahun 2015 telah terjadi 

penurunan nilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 34,22% 
dibandingkan tahun 2014, dan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 
360,47% dibandingkan dengan tahun 2015. Penuninan DAK di tahun 2015 
disebabkan karena adanya pengurangan alokasi DAK di beberapa bidang 
seperti bidang Pendidikan (SD/SDLB), bidang Kesehatan dan KB, bidang 
Perurnahan dan Pemukiman, bidang Pertanian, bidang Lingkungan Hidup, 

bidang Kehutanan, bidang Perhubungan, bidang Perdagangan, dan bidang 

Sarpras Penunjang (Jalan). 
Sedangkan peningkatan DAK Kota Malang yang sangat tajam di tahun 

2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya 
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan 
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru PNSD, tambahan 
penghasilan guru PNSD, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, 

bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, dan bantuan operasional 

KB. 

Grafik 38. Realisasi DAK Kota Malang TA 2014-2016 

94813.827.000,00 

U Kota Malang 

2014 

U Kota Maang 
31.304.060.00000 2015 

20.590.560.00D,00 
KotaMalang 

2016 

.ci,,,,hpr' Fi-1P J?PK P!,i,c !KPfl TA 7014-016 i/in/oh 
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Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Fisik Kota Malang dari tahun 
2014-2016 dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 39. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Malang TA 2014-2016 

BIDANG IPD 

BIDANG SARPRAS PENUNJANG (JALAN) 

BIDANG SARPRAS PERDAGANGAN 

BIDANG TRANSPORTASI (PERHUBUNGAN) 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.. • 2014 
BIDANG LINGKUNGAN 1-IIDUP DAN KEHIJTANAN... 

BIDANG KEDAULATAN PANGAN (PERTANIAN) 2015 

BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 2016 
BIDANG PERUMAHAN AIR MINUM DAN SANITASI... 

BIDANG PERUMAI-IAN AIR MINUM DAN SANITASI (AIR... 

BIDANG KESEHATAN DAN KB (KELUARGA BERENCANA) 

BIDANG KESEHATAN DAN KB (PELAVANAN... eR 

BIDANG KESEHATAN DAN KB (PELAVANAN RUJUKAN) - 
BIDANG KESEHATAN DAN KB (PELAYANAN DASAR) J 

BIDANG PENDIDIKAN (SD/SDLB) 

BIDANG PERDAGANGAN -r 
BIDANG TRANSPORTASI DARAT •. 

BIDANG PERTANIAN - 
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN 

Sumber: LHP BPK RI akis LKPD TA 2014-2016 (din/al,) 

Grafik 39. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi 
terjadi di tahun 2016 yaitu dibidang Sarpras Penunjang (Jalan) yang diikuti 
dengan bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Sementara pada tahun 2014 
Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi pada bidang Pendidikan dan tahun 
2015 pada bidang lnfrastruktur Jalan. Khusus di tahun 2016, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp62.333.634.000,00. 

Lebih lanjut,jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik, 
realisasi DAK Non Fisik Kota Malang lebih besar dari DAK Fisik. 
Perbandingan persentase realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 
65,74% berbanding 34,25%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan 
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 

Pada umumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan 
sebagai salah satu sumber pendanaan dalam belanja modal karena dalam DAK 
terdapat alokasi DAK Fisik. Grafik 43. menggambarkan tren realisasi 
penerimaan DAK Fisik dan realisasi belanja modal Kota Malang TA 20 14-
2016. 
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Berdasarkan Grafik 40. dapat dijelaskan bahwa di tahun 2016 terjadi 
penurunan realisasi Belanja Modal. Sedangkan di sisi lain, realisasi 

penerimaan 
DAK 	justru Grafik 40. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

Kota Malang TA 2014-2016 

mengalami 
peningkatan. 

Pada 	analisis 

sebelumnya, di 
tahun 	2016 
DAK 	Non 

Fisik 
memberikan 

[ia Malang 	Kota Malang 	I 	Kota Malang 

2014 	 2015 	 2016 

kontribusi -Belanja Modal I 318 .46205242200 l 337 .647 . 558 . 967,36 1 193 .667 . 164 .391,30  

yang 	lebih 	 31.304.060.000,00 20.590.560.000,00 94.813.827.000,00 

besar daripada 	
Somber: LHP BPK RI afas LKPD TA 2014-2016 ,'diolah) 

DAK Fisik, 
maka kemungkinan peningkatan realisasi DAK yang terjadi digunakan untuk 

belanja selain Belanja Modal. 
Berkaitan dengan perolehan opini atas LKPD Kota Malang selama tiga 

tahun 2014-2016 yang sudah sangat baik, tidak serta merta membuat Kota 
Malang bebas dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. 

Terutama yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 mengungkapkan 

adanya permasalahan pelaksanaan penyerapan dan pelaporan DAK Tahun 
Anggaran 2016 belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan karena 

kurang optimalnya tim koordinator pelaksanaan DAK TA 2016 dalam 
melaksanakan pemantauan, realisasi, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi 

terhadap DAK TA 2016. Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga belum 
menatausahakan dan mengelola Aset Tetap secara memadai disebabkan 
karena pengelola anggaran pemerintah Kota Malang kurang cermat dan belum 
sepenuhnya mempedomani SAP. Untuk itu pemerintah 1(ota Malang perlu 
melakukan sosialisasi SAP dan melakukan diklat-diklat bagi pengelola 

anggaran di lingkungan Kota Malang. 
Selain itu, terdapat juga temuan mengenai empat paket pekerjaan 

peningkatan jalan yang didanai dari DAK yang tidak sesuai dengan kontrak 

kerja dan kekurangan volume pekerjaan. Sebab terjadinya permasalahan 
tersebut karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak 
dan penyelesaian akibat dan ketidakcermatan pelaksana pekerjaan dan kurang 
optimalnya Kepala Dinas dalam mengendalikan pengawasan kontrak. 
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Kabupaten Malang 

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
LKPD) Kabupaten Malang tahun anggaran 2014, BPK menetapkan opini 

LKPD kabupaten tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 
dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini mi 
menunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 
Kahupaten Malang sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatari opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Malang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang realisasinya 
terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 
41. yang menjelaskan bahwa pada tahun 2015 telali terjadi peningkatan nilai 
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 17,92% dibandingkan tahun 
2014, dan 
semakin 	

Grafik 41. Realisasi DAK Kab. Malang TA 2014-2016 

meningkat tajam 
sebesar 205,29% 

468164.701.980,00 di tahun 2016 	 ' A •KabMalang 

Peningkatan 	
153.350.440.000,00 	

2014 

•KabMalang Dana 	Alokasi 	
13O.050.580.000.pp 	- 	 2015 

Khusus (DAK) 	 Kab Maang 

Kahupaten 	 ______________ 	 2016 

Malang 	yang 
sangat taj am di 	Sunther.' LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 diolcih) 
tahun 	2016, 

dikarenakan adanya peningkatan alokasi DAK pada bidang Pendidikan dan 
bidang Infrastruktur Jalan, serta penambahan alokasi DAK pada bidang 
Kesehatan dan KB, bidang Kedaulatan Pangan, dan Dana Proyek Pemerintah 
Jaerah dan Desentralisasi. 

Jika dilihat per bidang. realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Kahupaten Malang dari tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
gratik berikut. 
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Grafik 42. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Malang TA 2014-2016 

DANA PROVEK PEMERINTAH DAERAH DAN._ 

BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN I 

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 

BIDANG SARPRAS PERDAGANGAN I 
•2014 

BIDANGKB I 

BIDANG PERTANIAN U 2015 

BIDANG KEDAULATAN PANGAN iiSI s 2016 

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM E 

BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI P 

BIDANG PERUMAHAN AIR MINUM DAN SANITASI ii 

BIDANG INFRASTRUKrUR JALAN /JEMBATAN 

BIDANG KESEHATAN I 

BIDANG KESEHATAN DAN KB 

BIDANG PENDIDIKAN 

Sumber: LI/P BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 (diulah) 

Berdasarkan Grafik 42. di atas tergambar bahwa penggunaan DAK 

Fisik tertinggi selama tiga tahun berturut-turut (2014-2016) adalah pada 

bidang Pendidikan. Berbeda dengan kab/kota lainnya di Jawa Timur, 

Kabupaten Malang tidak memiliki DAK Non Fisik. 
Sedangkan berkaitan antara DAK Fisik dan Belanja Modal, maka pada 

urnurnnya DAK Fisik menjadi salah satu sumber untuk mendanai kegiatan 

belanja modal karena di dalam DAK terdapat alokasi untuk kegiatan 
pembangunan fisik. Lehih lanjut, untuk menggambarkan tren realisasi 
penerimaan DAK Fisik dan Belanja Modal di Kab. Malang dari tahun 2014 
sampai 2016 dapat dilihat pada Grafik 43 yang menjelaskan bahwa ditahun 
2016 terdapat penurunan realisasi Bclanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK 

justru mengalami peningkatan. Hal ml dapat diartikan bahwa kemungkinan 

peningkatan DAK terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja 

Modal mengingat DAK mi juga bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan 

non fisik yaitu belanja barang danjasa. 
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Grafik 43. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Malang TA 2014-2016 

Kab Malang 

2014 

Kab Malang 

2015 

Kab Malang 

2016 

-Belanja Modal 501.503.673.434,00 714.192.895.223,19 683.932.346.301,80 

DAK 130.050.580.000,0 153.350.440.000,0 468.164.701.980,0 

Surn/,er: LHPBPKRJaIasLKPD TA 2014-2016 (dinIah) 

Perolehan opini Kabupaten Malang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Malang bebas 
dari permasalahan dalarn penge!olaan keuangan daerahnya. Hash 
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014, 
ditemukan permasalahan penatausahaan Aset Tetap yang belum memadai. 
Selain itu terdapat temuan kekurangan volume AC-WC pada pekerjaan 
peningkatan jalan Wonokerto-Bantur sebesar Rp58.56 1.940,90. Atas 
perrnasalahan mi rekanan belum melakukan penyetoran ke kas daerah atas 
kelebihan pernbayaran senilai Rp58.561 .940,90. Sedangkan pada hash! 

perneriksaan BPK Semester I Tahun 2016, mengungkapkan adanya 
perniasalahan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap dan realisasi Belanja 
Modal yang belum sesual ketentuan. 

Atas seluruh temuan Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam 
hasil pemeriksaan BPK pada LKPD Kabupaten Malang tidak dinyatakan 
secara langsung apakah perolehan Aset ataupun Belanja Modal tersebut 
bersumber clari DAK atau tidak. 

Kota Batu 

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Batu untuk tahun anggaran 

2014, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini mi menunjukkan 
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Batu sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal awal didalam usaha 
melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota 
Batu yang akuntabel, terutama berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) yang realisasinya terus rneningkat sejak tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016 sebagaimana yang digambarkan pada grafik berikut. 
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Grafik 	44. 
Grafik 44. Realisasi OAK Kota Batu TA 2014-2016 

menjelaskan 	bahwa 

	

93.063.615.752,00 	 pada 	tahun 	2015 

KotaBatu 
41.314.385.000,00 	

2014 	
nilai 	realisasi 	DAK 

B 	sebesar 	36 12% 
30.351.360.000,00 	 o a 

	

I 	
terdapat 	peningkatan 

2015 	dibandingkan 	tahun 
KotaBatu 2014. 	Kemudian 

meningkat tajam sebesar 
125,26% di tahun 2016. 

Sumber: L1IP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 (diolah) 	 Pen i ngkatan 	Dana 
Alokasi Khusus (DAK) 

Kota Batu yang sangat tajani di tahun 2016, dikarenakan realokasi dana 
transfer pemerintah pusat Iainnya ke dalam DAK yang kernudian 
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru, 
dan bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB. 

Berdasarkan realisasi per bidang kegiatan, Kota Batu pada tahun 2014 
dan tahun 2015 dalam LKPD tidak menjelaskan secara rinci realisasi DAK 
menurut bidang kegiatan. Namun hanya pada tahun 2016, Kota Batu mencatat 
rincian DAK menurut hidang kegiatan tersehut. Rincian realisasi DAK 
menutut bidang kegiatan di tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 45. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Batu TA 2016 

OAK IPD 

BIDANG TRANSPORTASI 

BIDANG LINOKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BIDANG KEDAULATAN PANGAN 

BIDANG PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI 

BIDANG KESEHATAN DAN KB 

BIDANG PENDIDIKAN 

Sumber: LIII' BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 (diolah) 

Grafik 45. di atas menggambarkan realisasi penggunaan DAK Fisik 
pada tahun 2016 tertinggi ialah dibidang Kesehatan dan KB. Kernudian diikuti 
bidang lnfrastruktur Pernerintah Daerah (DAK IPD). Khusus di tahun 2016, 
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp31.754.585.000,00. 

Sedangkan berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan 
sebagai sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 46. 
menjelaskan bahwa terjadi penurunan realisasi Belanja Modal di tahun 2016. 
Sedangkan di sisi lain, realisasi penerimaan DAK justru mengalami 
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peningkatan. Hal mi dapat diartikan bahwa kemungkinan penerimaan DAK 
terutama DAK Fisik direalisasikan untuk selain Belanja Modal. 

i-'eroieiian opini 	icota 
Batu sejak tahun 2014 sampai 
2016 yang sudah sangat baik, 
tidak 	serta 	merta 	membuat 
Pemerintah Kota Batu bebas dan 
permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan 
daerahnya. 	Hasil pemeriksaan 
atas LKPD Kota Batu Tahun 
Anggaran 	2014, ditemukan 
permasalahan kesalahan 

Sumber: LII? BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 	penganggaran Belanj a Modal 
(diolah) 	 sebesar 	Rp9 .365.893.700, 

akibatnya terjadi pencatatan lebih saji pada akun Belanja Modal. 
Sedangkan selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK 

inengungkapkan adanya temuan yang berulang terkait dengan penatausahaan 
dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan 
pada Belanja Modal dan Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK 
pada LKPD Kota Barn tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan 
Aset ataupun Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau tidak. 
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Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 
anggaran 2014, opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian 
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kernudian mengalarni peningkatan 

opini di tahun 2015 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun 
ditahun 2016 mengalarni penurunan opini menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Naik turunnya opini mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Tulungagung 
belum dilaksanakan dengan baik. 

Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang fluktuatif tersebut 
ternyata tidak serta merta niembuat nilai realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Kabupaten Tulungagung berfluktuatif juga, justru darl tahun 2014 
sampai dengan 2016 nilai realisasi DAK mengalarni peningkatan yang 
signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut. 

Grafik 47. Realisasi OAK Kab. Tulungagung 	 47. 
TA 2014-2016 	 menggarnbarkan bahwa 

477.440.235.29100 	 pada tahun 2015 telah 

. 	 uKab 	 terjadi 	peningkatan 
- 	

Tulungagung nilai 	realisasi 	DAK 
2014 

U Kab 	 sebesar 	49,64% 
110.360.560.000,00 	 rulungagung 	di bandingkan 	tahun 

73752.100.00000 	 Kab 	 2014. 	Kemudian 
Tulungagung 

2016 	 mengalami peningkatan 
ol____________   P 	tajam di tahun 2016 

I 	 I  
I Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 	

sebesar 	332,62% 
dihandingkan dengan 

tahun 2015. Peningkatan DAK Kabupaten Tulungagung yang sangat tajam di 
tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pernerintah pusat 
Lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelornpokkan sebagai DAK Non 
Fisik yaitu berupa tunjangan profesi guru, bantuan operasional 
penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, jarninan persalinan, 
dan bantuan operasional KB. 

Jika dilihat per bidang, realisasi penerimaan DAK Kab. Tulungagung 
dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut: 
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Grafik 48. Realisasi OAK Fisik/Bidang Kab. Tulungagung TA 2014-2016 

BPBD Pra;pem 

Dinas Perhubungan 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
02014 

Badan PP, PA, dan KB 

Badan Lingkungan Hidup a 	 22015 
Dinas Peterrakan 

BKPP 1 	 02016 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan... 

Dinas Kelautan Perikanan ft 

Dinas Perindustrian dan Dagang I 

Dinas PU Pengairan dan ESOM U 

Dinas PU-BM, P dan CK 

Rujukan RSUD Iskak • 
Keseatan Omw 

Pendidikan 

Sumber: LHP BPK RI Tohun 2014-2016 (dio/ah) 

Grafik 48. menggambarkan bahwa penggunaan DAK Fisik tertinggi ditahun 
2016 adalah dibidang Infrastruktur Jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan 

Umum-Bina Marga, dan Cipta Karya (Dinas PU-BM, P dan CK). Sementara 
tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. Khusus di tahun 
2016, realisasi penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp 244.420.706.000,00. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Tulungagung, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK 
Fisik dengan persentase realisasi 5 1,19% dan 48,80%. Artinya bahwa DAK 
Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK 
Total. 

Berkaitan dengan DAK yang umurnnya menjadi salah satu sumber 
pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 49. menggambarkan bahwa 
sejak tahun 
2014 	sampai 	Grafik 49. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 

tahun 	2016. 	
Kab. Tulu ngagung TA 2014-2015 

peningkatan 

realisasi belanja 
modal sejalan 
dengan 
meningkatnya 
realisasi 

Kab. Tulungagung 

2014 

Kab. Tulungagung 

2015 

Kab. Tulungagung 

2016 

r_lja Modal 315546.166.049,52 444.587.079.517,00 574.341.318.490,72 

D.AK 73.752.100.000,00 110.360.560.000,00 477.440.235.291,00 

penerimaan 	Sumber: LHP BPK RI Ta/mn 2014-2016 (din/oh) 

DAK 	Fisik. 
Dengan kata lain di Kab. Tulungagung terdapat korelasi positifantara realisasi 
DAK dan Belanja Modal. 
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Perolehan opini Kabupaten Tulungagung yang mengalami penurunan 
menandakan bahwa masih terdapat permasalahan pada pengelolaan keuangan 
daerahnya. Selama tahun 2014-2016, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 
Kabupaten Tulungagung mengungkapkan adanya ternuan yang berulang 
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai 

ketentuan. Atas ternuan tersebut tidak dinyatakan secara langsung apakah 
perolehan Aset Tetap bersumber dari DAK atau tidak. 

Kota Kediri 

Berdasarkan laporan hasil perneriksaan BPK terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri untuk tahun anggaran 
2014, opini yang diperoleh LKPD tersebut adalab Wajar Tanpa Pengecualian 
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan 
opini di tahun 2015-2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Peningkatan opini mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan Kota Kediri sudah dilaksanakan dengan baik. 
Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota Kediri, 
terutama 	mengenal 

Grafik 50. Realisasi DAK Kota Kediri TA 2014-2016 
DAK yang realisasinya 

98.911.475.000,00 	 terus rneningkat dan 
UKotaKediri 	tahun 2014-2016. Hal 

2014 
tersebut dapat dilihat 

27.423.652.000,00 

26.235 240 000,00 	
U Kota Kediri 	dan Grafik 50. yang 

2015 	 menjelaskan 	bahwa 

• 	 Kota Kediri 	
pada tahun 2015 terjadi 

201€ 	 peningkatan 	nilai 
realisasi DAK sebesar 

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah) 	
4,53% 	dibandingkan 

 
tahun 2014. Kemudian 

semakin rneningkat tajam sebesar 260,68% di tahun 2016. Peningkatan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kota Kediri yang sangat tajam di tahun 2016, 
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya ke dalam 
DAK yang kernudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik berupa hantuan 
operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru PNSD, dana 
tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, akreditasi 
rumah sakit, jaminan persalinan, dan bantuan operasional KB. 

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kota Kediri clari tahun 2014-2016 

adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut. 
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Grafik 51. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Kediri TA 2014-2016 

Bidang lnfrastruktur Air Minum 

Bidang KB 

Bidang IPD 

Bidang Keselamatan Transportasi Darat 

Bidang Perdagangan 

Bidang Pertanian 

Bidang Lingkungan Hidup 

Bidang Kelautan dan Perikanan 

Bidang lnfrastruktrur Sanitasi 

Bidang lnfrastruktur Irigasi 

Bidang lnfrastrukturialan 

Bidang Kesehatan 

Bidang Pendidikan 

•2014 

12015  

02016 

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (dio/ah) 

Grafik 51. di atas menggarnbarkan bahwa penggunaan DAK Fisik 
tertinggi ditahun 2016 adalah pada bidang Kesehatan. Kernudian diikuti 
bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). Sementara pada tahun 
2014 dan 2015 DAK tertinggi dibidang Pendidikan Khusus. Pada tahun 2016, 
realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp56.776. 157.000,00. 

Lebih lanjut,jika dibandingkan DAK Fisik dan DAK Non Fisik di Kota 
Kediri, perbandingan realisasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik adalah 57,40% 
berbanding 42,59%. Artinya hahwa DAK Non Fisik memberikan kontribusi 
terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. 

Berkaitan dengan DAK Fisik yang umumnya dialokasikan sebagai 
salah satu sumber pendanaan kegiatan belanja modal, maka Grafik 52. 
menjelaskan meningkatnya realisasi belanja modal sejalan dengan 

Grafik 52. Tren Realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal 	
peningkatan  

Kota Kediri TA 2014-2016 	 realisasi 	DAK. 
Ha! 	tersebut 

men unj ukkan 
bahwa terdapat 
korelasi positif 

I 	Kota KediriI 	

015 	I 
Kota Kediri 	I 	Kota Kediri 	antara 	realisasi 

2014 	I 	2 	2016 
DAK Fisik dan 

Belan j a Modal 153.549.052.146,001 174.462.849.355,00381.845.509.72950 

---DAK 	 26.235.240000,00 27.42365200000 98911•475000'00A Belanja Modal. 

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016, (diolal,) 
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Perolehan opini Kota Kediri sejak tahun 2014 sampai 2016 yang sudah 
sangat baik, tidak serta merta membuat Kota Kediri bebas dari permasalahan 
dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan BPK 
mengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016 
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang helum sesuai 
ketentuan. Atas temuan pada Aset Tetap diatas, dalam hasil pemeriksaan BPK 
pada LKPD Kota Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan 
Aset Tetap tersebut bersumber darl DAK atau tidak. 

Kota Blitar 

Berdasarkan laporan hasil perneriksaan BPK terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk tahun anggaran 2014, 
perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian 
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Kemudian mengalami peningkatan 
opini di tahun 2015 dan 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Peningkatan opini mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Kota Blitar sudah dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan 	opini 
Grafik 53. Realisasi DAK Kota Blitar 

TA 2014-2016 	
tersebut menjadi satu modal 

	

137 391 098 119,00 	
yang baik untuk pengawasan 
terhadap pengelolaan dan 

U Kota Blitar 	pertanggungjawaban keuangan 
2014 	

daerah Kota Blitar, terutama 
33.381.736000,00 	 U Kota Blitar 	Dana Alokasi Khusus (DAK) 

' 

23.097.660.000,00 	
t 	2015 	

yang 	reahsasinya 	terus 
Kotaalitar 	meningkat sejak tahun 2014 
2016 	sampai 2016 sebagaimana 

digambarkan pada Grafik 53. 

Sumber: LHPBPKRI Tahun 2014-2016 	 yang menjelaskan bahwa pada 
tahun 2015 terjadi peningkatan 

nilai realisasi DAK sebesar 44,52% dibandingkan tahun 2014. Kemudian 
semakin meningkat tajam sebesar 311,58% ditahun 2016. 

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Blitar yang sangat 
tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah 
pusat lainnya ke dalam DAK yang dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik 
berupa bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, 
tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan, akreditasi rumah 
sakit, jaminan persalinan, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi 
dan bantuan operasional KB. 
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Berdasarkan bidang kegiatan, maka realisasi penggunaan DAK Fisik 
Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 dapat dilihat pada berikut: 

Grafik 54. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kota Blitar TA 2014-2016 

Bidang IPD 

Bidang Pariwisata 

Bidang Perdagangan am 

Bidang Prasarana Pemerintah Daerah w 	 • 2014 
Bidang Keselamatan Transportasi Darat H 

Bidang KB w 	 02015 

Bidang Lingkungan Hidup - 
Bidang Kelautan dan Perikanan 2016 

Bidang Pertanian -. 

Bidang San itasi 

Bidang Air Minum - 
Bidang lnfrastruktur Irigasi 

Bidang Infrastruktur Jalan 

Bidang Kesehatan 

Bidang Pendidikan 

Sumber: LHP BPK RI Tohun 2014-2016 (diolah) 

Grafik 54. di atas menunjukkan realisasi penggunaan DAK Fisik tertinggi 
ditahun 2016 adalah dibidang Infrastruktur Pemerintah Daerah (DAK IPD). 
Kemudian pada bidang Infrastruktur Jalan. Sementara pada tahun 2014 dan 
2015 Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi path bidang Pendidikan. Khusus 

di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar Rp49.520.420.000,00 
Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu 

sumber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 55. menggambarkan 
bahwa sejak tahun 2014 sampai 2016 meningkatnya realisasi belanja modal 
sejalan dengan pemngkatan realisasi DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terthpat korelasi positifantara realisasi DAK dan Belanja Modal, mengingat 

adanya realisasi DAK Fisik yang dapat dijadikan sumber pendanaan Belanja 
Modal. 

Grafik 55. Tren Reahsasi DAK dan Belanja Modal 
Kota Blitar TA 2014-2016 

Kota Blitar 

2014 

Kota Blitar 

2015 

Kota Blitar 

2016 - Belanja Modal 126.326.327.563,00 168.336.826.221,18 203.371.880.395,55 

—DAK 23.097.660.000,00 33.381.736.000,00 137.391.098.119,00 

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 (diolah) 
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Perolehan opini Kota Blitar sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 yang 

sudah sangat balk, tidak serta merta membuat Kota Blitar bebas dan 
permasalahan dalarn pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil pemeriksaan 

atas LKPD Kota Blitar TA 2015 ditemukan permasalahan kesalahan 

penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
sebesar Rp 1.140.152.000,00 untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa. 

Selaiti temuan tersebut, terdapat temuan kekurangan volume pada lima 
pckerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 
Rp69.380370,67 diantaranya terdapat sam pekerjaan yang menggunakan 
DAK yaitu pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi di Jalan Sumba sebesar 
Rp7.555.730,70. Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kota Blitar TA 
2014-2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belum mernadai. 
Atas ternuan pada Aset Tetap diatas, dalani basil pemeriksaan BPK pada 
LKPD Kota Blitar tidak dinyatakan secara Iangsung apakah perolehan Aset 

Tetap tersebut bersumber dari DAK atau tidak. 

Kabupaten Kediri 

Berdasarkan laporan basil pemeriksaan BPK terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri untuk tahun 
anggaran 2014 dan 2015, perolehan opini atas LKPD tersebut adalah Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian mengalami peningkatan opini 
ditahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan 

opini mi rnenunjukkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban 

keuangan Kahupaten Kediri sudah dilaksanakan dengan baik. 
Peningkatan opini tersehut menjadi satu modal yang balk untuk 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan Kab. Kediri, terutama 

rnengenai DAK yang 
realisasinya terus mcningkat 
sejak tahun 2014 sampai 2016. 
Grafik 56. menjelaskan bahwa 
pada tahun 2015 telah terjadi 
peningkatan nilai real isasi DAK 
sebesar 46,99% dibandingkan 
tahun 2014. Kemudian semakin 
meningkat sebesar 308,72% di 

tahun 2016. 

Grafik 56. Realisasi DAK Kab. Kediri 

TA 2014-2016 

308.559.509.050,00 

I Kab. Kediri 

2014 
75.493.736.000,00 

U Kab. Kediri 

zo  

2015 
51.359.505.00000 

Kab.Kediri 

2016 

Sumber. liii' BPK RI Ta/jun 2014-2016 (dialah) 

V. 



Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kediri yang sangat 
tinggi ditahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pernerintah 
pusat lainnya ke dalam DAK yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK 
Non Fisik berupa bantuan operasional penyelenggaraan PALJD, tunjangan 

profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional kesehatan, 
jaminan persalinan, dana proyek pernerintah daerah dan desentralisasi dan 
bantuan operasional KB. 

Jika dilihat per bidang, realisasi DAK Kab. Kediri sejak tahun 2014 
sampai 2016 dapat digambarkan pada grafik berikut: 

Grafik 57. Realisasi DAK Fisik/Bidang Kab. Kediri TA 2014-2016 

DAKIPD 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan... — 
Tambahan Bidang Sarana Ferdagangan... 

Tambahan Bidang Pertanian 

Tambahan Bidang infrastruktur Irigasi 

Tambahan Bidang Kesehatan 

Bidang Keselamatan Transportasi 5 

Bidang Kesehatan dan Farmasi M 2014 

Bidang Ferdagangan I 	 2015 
Bidang Kehutanan isce 

Bidang KB .. 	 2016 

Bidang Pertanian - - 
Bidang Sarpras Pemerintah 

Bicang Sanitasi  
Bidan.g Air Minum I- 

Bidang Irigasi • 
Bidang Kelautan dan Perikanan mm 

BidangJalan — 
Bidang Kesehatan dan KB 

ri- 	 Bidang Pendidikan 

Siunher; LHP BPK RI Tuhnn 2014-2016 (die/nh) 

Grafik 57. di atas menggarnbarkan realisasi penggunaan DAK Fisik 
ditahun 2016 tertinggi adalah dibidang Infrastruktur Pernerintah Daerah 

(DAK IPD). Kernudian selanjutnya dibidang Kelautan dan Perikanan. 
Sementara pada tahun 2014 dan 2015 DAK tertinggi pada bidang Pendidikan. 
Khusus di tahun 2016, terdapat alokasi DAK Non Fisik sebesar 
Rp2 18.091.454.050,00. 

Lebih lanjut, jika dibandingkan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Kediri, maka realisasi DAK Non Fisik lcbih besar dari DAK 
Fisik dengan persentase masing-masing 70,68% berbanding 29,3 1%. Artinya 
meskipun terjadi kenaikan yang signifikan terhadap DAK Total, namun DAK 
Non Fisik memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK 
Total. 
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Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu 

umber pendanaan kegiatan belanja modal, Grafik 58. menggambarkan 
terjadi peningkatan realisasi belanja modal, sejalan dengan meningkatnya 
realisasi penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi 

nositifantara realisasi DAK dan belanja modal. 

Grafik 58. Tren Realisasi DAK dan Belanja Modal 

Kab. Kediri TA 2014-2016 

Kab Kediri 	 Kab Kediri 	 Kab Kediri 

2014 	 2015 	 2016 

-Belanja Modal 325.197.091.568,21 457.787.623.447,54 612.052.137.541,28 

-OAK 	 51.359.505.000,00 	75.493.736.000,00 308.559.509.050,00 

Su,nhcr: LHP BPK RI Tahun 2014-2016 dioIah) 

Perolehan opini Kabupaten Kediri sejak tahun 2014 sarnpai 2016 yang 

sudab sangat baik tidak serta merta membuat Kabupaten Kediri bebas dan 
permasalahan dalani pengelolaan keuangan daerahnya. Pada LKPD Kab. 
Kediri Tahun Anggaran 2014, BPK mengungkap adanya permasalahan terkait 
dengan kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Modal dan Belanja 

Barang dan Jasa yaltu berupa pengeluarari untuk belanjajasa konsultasi yang 
menambah nilai Aset dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang 

dan Jasa sebesar Rp 1.691.479.100,00, pengeluaran yang tidak menghasilkan 
Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal sebesar 
Rpl.151.153.689,00, dan salah penggolongan jenis Belanja Modal sebesar 
Rp2.610.825.058,29. Akibatnya terjadi peneatatan kurang saji dan lebih saji 

pada Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa. 
Sedangkan pada hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Kediri TA 20 14-

2015 terdapat temuan penatausahaan Aset Tetap yang belurn memadai. Atas 
temuari pada Aset Tetap dan Belanja Modal diatas, dalam hasil pemeniksaan 
BPK pada LKPD Kabupaten Kediri tidak dinyatakan secara langsung apakab 
perolehan Aset Tetap dan Belanja Modal tersebut bersumber dari DAK atau 

tidak. 
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Kabupaten Blitar 

Berdasarkan laporari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan 
Keuangan Daerah (LKPD) Kab. Blitar tahun anggaran 2014-2015, opini alas 
LKPD tersebut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian 
mengalami peningkatan o2ini di tahun 2016 menjadi opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Feningkatan opini mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Blitar sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan opini -ersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
melakukan pengawasan lerhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan daerah Kab. B1it, terutama mengenai DAK yang realisasinya terus 
meningkat sejak tahun 2014 sampal 2016 sebagaimana dapat dilihat pada 
grafik berikut: 

Grafik 59. menjelaskan 
Grafik 59. Realisasi DAK Kab. Blitar 	 bahwa pada tahun 2015 telah 

I TA 2014-2016  

I 	 terjadi 	peningkatan 	nilat 

I 	 realisasi 	DAK 	sebesar 

I 402.370.805.5 5,00 	 99,41%. 	Kemudian 

I 
 meningkat tajam sebesar 

Kab. Blitar 	I 82,54% ditahun 2016. Dalam I 	 2014 

I 	142.410.070000,00 	 LKPD Kabupaten Blitar dan 

	

•Kab.Blutar 	tahun 2014 sampai dengan I 	71.417.130.000,00 	 2015 

	

Blitar 	
2016 tidak disajikan secara 

2016 	 rinci realisasi DAK per bidang 
.  

I 	 baik DAK Fisik maupun Non 
Fisik sehingga tidak dapat 

Sumber: LHP BPK RI Ta/mn 2014-2016 (/jo/oh) 	digambarkan 	real isasi 
DAK!bidang setiap tahunnya. 

Berkaitan dengan DAK yang umumnya dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan kegiatan Belanja Modal, maka Grafik 60. menggambarkan 
peningkatan realisasi Belarja Modal, sejalan dengan meningkatnya realisasi 
penerimaan DAK. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif 
antara realisasi penerimaan DAK dan realisasi belanja modal. 



Grafik 60. Tren Realisasi OAK dan Belanja Modal 

Kab. Blitar TA 2014-2015 

Kab Blitar 

2014 

Kab Blitar 

2015 

Kab Blitar 

2016 

[BelanJa Modal 385.260.453.752,00 508.331.950.779,79 692.718.770.257,00 

DAK 71.417.130.000,00 142.410.070.000,00 402.370.805.555,00 

Sumber: LHP IJPK RI Ta/mn 2014-2016 ((liolah) 

Perolehan opini Kabupaten Blitar sejak tahun 2014 sampai 2016 yang 
sudah sangat baik tidak serta merta membuat Kab. Blitar bebas dan 
permasalahan dalarn pengelolaan keuangan dacrahnya. Hasil perneriksaan 
BPK rnengungkapkan adanya temuan yang berulang selama tahun 2014-2016 
terkait dengan penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang belum sesuai 
ketentuari. Atas ternuan pada Aset Tetap di atas, dalam has ii pemeriksaan BPK 
pada LKPD Kabupaten Blitar tidak dinyatakan secara langsurig apakah 

perolehan Aset Tetap tersehut bersumber dari DAK atau tidak. 
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Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur VII 

• Kab. Pacitan 

• Kab. Ponorogo 

• Kab. Trenggalek 

• Kab. Magetan 

• Kab. Ngawi 

8Kursi 

slim  

ta 
TA 2014-2016 

i 'I Et'1  ----: 	•.. 
2014 	2015 	2016 	2014 	2015 	2016 

Kab. Ponorogo 	 Kab. Trengg&ek 

Kab/Kota T.A. Transfer Puat (np) 

Kab. 

Pacitan 

2014 990,672,195951 

2015 1,144,754,477,316 

2016 1,232,105,237,568 

Kab. 

Ponorogo 

2014 1,354,391,502,581 

2015 1,538,863,629,253 

2016 1,638,946,817,771 

Kab. 

Trengga]ek 

2014 1,230,962,803)91 

2015 1,239,552,985,337 

2016 1,316,237.203,303 

Kab. 

Magetan 

2014 1,213,292,779,518 

2015 1,276,853,150,252 

2016 1,373153,181,366 

Kab. Ngawi 

2014 1,367,811,347,)31 

2015 1,552,777,531,211 

2016 1,650,777,405,397 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Kab. Maetan 	Kab. Ngawi 



Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten/kota TA 2014-2016 

•Transfer Pemerintah PusatLainnya 

.DAU 4JLJLLJJJL 
DBH Bukan Pajak (SDA) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Kab. Magetan 	Kab. Ngawi 

Perbandingan Dana Alokasi Khusus dan Betanja Modal TA 2014-2016 

~mF2015 2016 2014 1 2015 2016 2014 2015 	2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Pacitan 	 Ponorogo 	Trenggalek 	Magetan 	 Ngawi 

DAK (fisik) 	Belanja Modal 

_______ 	Tcnauan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 

-- 

Kab. Ponorogo 

r- 	Kab. Pacitan 	 I 
Kekurangan volume pekerjaan & permasalahan 

- 	 - 

Kesalahan penganggaran belanja yang bersumber dari penatausahaan Aset Fetap; 
Dana Alokasi Khusus; 

• 	Kekurangan pembanguran gedung sekolah dan Balai 

Pernbenihan Perkebunas yang bersumber clari DAK. Kab. Magetan 

Kekurangan volume pekerjasn yang L.ersumber clari Dana 

r— 	Kab. Trenggalek Alokasi Khusus di beberapa SKPD; 

• Persediaas barang yang akan diserahkan ke masyarakat 

yang bervumber dari DAK telah digunakan namun belum 

ada Benita Acara Serah Terimanya dan adanya kekurangan 

volume pekerjaan serta persediaan obat kadaluarsa belum 

dimusnahkan; 

- Kab. Ngawi 

• Permasalahan terkait pelaporan Aset Tetap dan Belanja 

yang bersumben clari Dana BOS; 

• Kekurarsgan volume pekerjaan yang tersumber darl Dana 

Alokasi Khusus di beberapa SKPD; 



Kabupaten Pacitan 

Perolehan opini Kabupaten Pacitan menunjukkan prestasi yang sangat 
baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan 
opini di Tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil 
mempertahankan opini WTP pada Tahun 2016. Hal mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pacitan sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Pacitan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat 
dilihat pada Grafik 61. berikut: 

Grafik 61. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Pacitan TA 2014-2016 
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Sumber: LI-I!-' BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (c/ia/a/i) 

Grafik 61. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan secara nominal meningkat sebesar 
83,85% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di 
tahun 2016 sebesar 133,20% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pacitan yang sangat tajam di tahun 
2016, dikarenakan adanya realokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 
ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dike!ompokkan 
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangan Profesi 
Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan 
Desentralisasi (DP2D), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga 
Berencana (BOKB) serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah dan Ketenagakerjaan. 
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Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 

Kahupaten Pacitan dari tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
Grafik 62. herikut: 

Grafik 62. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kab. Pacitan TA 2014-2016 

OAK lnfrastruktur Publik Daerah JW 

DAK Reguler _______ 	 . 

200.000.000.000 

Somber: LI-/P BPK RI alas LKPD T.4 2014-2016 (diolah) 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Pacitan 
tidak merinci secara detail DAK per bidang. Narnun darl Gralik 62. di atas, 
dapat dilihat bahwa nilai alokasi DAK fisik terus meningkat darl tahun ke 
tahun dan khusus untuk Tahun Anggaran 2016. sebanyak 40% darl total DAK 
Fisik atau sebesar Rp29.161.216.000,00 dialihkankan untuk lnfrastruktur 
Publik Daerah (IPD). Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 
Fisik untuk Tahun Anggaran 2016 adalah Rpl2O.897.694.000,00. 

Jika dibandingkan Iebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Pacitan. DAK Non Fisik realisasinya lebih besar dari DAK Fisik 
dengan perbandingan persentase realisasi DAK fisik 45% dan DAK Non Fisik 
55%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan kontrihusi terbesar pada 
kenaikan realisasi DAK Total. Secara nominal peningkatan realisasi untuk 
DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp6, 1 miliar. 

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 63. menunjukkan 

perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten 
Pacitan TA 2014-20 16. 

Grafik 63. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Pacitan TA 2014-20 16 
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Berdasarkan Grafik 63. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016, 

terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal, sejalan dengan peningkatan 

realisasi DAK. Hal mi menunjukkan bahwa antara realisasi DAK dan Belanja 

Modal terdapat korelasi positif. 
Perolehan opini Kabupaten Pacitan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 

yang sudab haik tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan hebas dan 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun 
permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada LKPD Kabupaten Pacitan 
Tahun Anggaran 2014, ditemukan kesalahan penganggaran dan realisasi 

belanja yang tidak sesuai substansinya dirnana terdapat Belanja Modal untuk 
pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah, buku pelajaran, dan pengadaan 

konstruksi gedung tempat belajar yang bersumber dari DAK 2014 yang 
seharusnya dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Barang 

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Akibatnya realisasi baik 
belanja modal dan belanja barang tidak sesuai substansi belanja yang 

seharusnya. Selain kesalahan penganggaran, terdapat pula temuan kekurangan 
volume dan selisih pembayaran upah tenaga kerja atas kegiatan swakelola 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan sehingga 
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp18.589.665,49. Atas perrnasalahan 
tersebut masing-masing Kepala Sekolah telah melakukan penyetoran ke kas 

daerah sebesar Rp18.589.665,49 pada 28 April 2015. 
Untuk LKPD Kahupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, juga 

ditemukan kembali kekurangan volume sebesar Rp9.564.441,77 atas 
pekerjaan yang bersumber dari DAK Tahun 2015 pada Dinas Kehutanan dan 
Perkehunan untuk Pembangunan Gedung UPTD Balai Pembenihan 
Perkebunan ne1a1ui Kontrak No.02/PPK/ DAK.GD.UPTD.BENI H/V1/20 15. 

Untuk LKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, pemasalahan 
terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih ditemukan dalam laporan hasil 
pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan secara langsung apakah perolehan 
Aset ataupun Belanja Modal tersehut bersumber clari DAK atau tidak. 
Diantara permasalahan Aset Tetap yang dimaksud adalah belum optimalnya 
pengamanan terhadap Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Pemkab Pacitan 
dikarenakan niasib ditemukannya Aset Tanah yang belum bersertifikat dan 
informasi luas Aset Gedung dan Bangunan yang belum Iengkap. Selain itu 
terdapat pula permasalahan terkait Belanja Modal yakni diternukannya 
beberapa permasalahan kekurangan volume pekerj aan. 

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus mi, maka perlii menjadi 
perhatian bagi semua pihak yang herkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dan APBN. Kemudian, basil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
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89.213.500.000 
65 .691.470.000 

pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan 
dapat dilakukan dengan mempelajari basil pemeriksaan BPK RI atas Laporan 
Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun. 

Kabupaten Ponorogo 

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo menunjukkan prestasi yang 
sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada Tahun Anggaran 2014, kemudian 
mengalami peningkatan opini di Tahun Anggaran 2015 menjadi Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini WTP pada Tahun 
Anggaran 2016. Hal mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ponorogo sudah dilaksanakan 
dengan baik. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang haik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Ponorogo khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten 
Ponorogo yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal 
tersebut dapat dilihat pada Grafik 64 berikut: 

Grafik 64. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2014-2016 

iUmber: LIII-' Bl-'K Ri atas LKFD IA 2014-2016 (diolah) 

Grafik 64. di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo secara nominal meningkat 
sebesar 35,81% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalarni 
peningkatan di tahun 2016 sebesar 264,58% dibandingkan dengan tahun 2015. 
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo yang sangat 
tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah 
pusat Iainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian 
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening 
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD, serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 
dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 
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Jika dilihat per bidang. realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Ponorogo dari tahun 2014-2016 adalah sebagaimana tersaji pada 

Grafik 65. berikut: 

Grafik 65. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per bidang 

Kab. Ponorogo TA 2014-2016 

lnfrastruktur Publik Daerah (IPD) 
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Kesehatan dan KB 
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— 
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Sumber: LHP BPK Ri atas LKPD TA 2014-2016 (diolah 

Grafik di atas rnenggambarkan jika pada tahun 2014, pengalokasian 
DAK Fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan. 
Pada Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus 
pembangunan, namun anggaran lebih besar dialokasikan ke peningkatan 
kedaulatan pangan (pertanian). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus 
bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih 
fokus pada bidang kesehatan dan pembangunan infratruktur, baik infrastruktur 
jalan, irigasi, maupun infrastruktur publik daerah (IPth. Pada Tahun 
Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di 
atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar 
Rp269.934.447.520,00. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Ponorogo, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik 
dengan perbandingan persentase realisasi DAK Fisik sebesar 36% dan DAK 
Non Fisik sebesar 64%. Artinya bahwa DAK Non Fisiklah yang memberikan 
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara 
nominal peningkatan realisasi untuk DAK fisik sendiri adalah sebesar Rp28 
miliar atau 31%. Peningkatan DAK Fisik tersebutjuga tidak sedikit, sehingga 

pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan. 
K.husus DAK Fisik, umurnnya akan dialokasikan sebagai salah satu 

sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 66. merupakan perbandingan 
antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Ponorogo. 
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Grafik 66. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Ponorogo TA 2014-2016 
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Grafik 66. menunjukkan bahwa dalam kurun Tahun 2014-2016, terjadi 
peningkatan realisasi Belanja Modal sejalan dengan peningkatan realisasi 
DAK Fisik. Artinya, Realisasi DAK dan Belanja Modal rnenunjukkan adanya 
korelasi positif. 

Perolehan opini Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah balk tidak serta merta membuat Kabupaten Pacitan bebas claril  
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. BPK masih 
meneniukan pokok-pokok kelemahan dalarn sistem perigendalian intern dan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Diantara pokok-pokok 
kelemahan balk terkait sistem pengendalian intern maupun terkait kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat temuan terkait Belanja 
Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebut tidak dinyatakan secara 

gambiang dalam Laporan Basil Pemeriksaan BPK bahwa ternuan tersebut 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Temuan terkait Aset Tetap 
urnumnya cenderung sama yakni terkait penatausahaan Barang Milik Daerah 
yang masih ditemukan berbagai permasalahan pengendalian internal setiap 

tahunnya serta perniasalahan terkait Belanja Modal dimana setiap tahun 
anggaran, permasalahan kekurangan volume pekerjaan selalu menjadi 

temuan. 
Mengingat besaran Dana Alokasi khusus mi, maka perlu menjadi 

perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
perlanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. 
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Kabupaten Trenggalek 

Pada tahun 2016 opini Kabupaten Trenggalek menunjukkan perbaikan 
prestasi, yaitu dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

setelah pada dua tahun sebelumnya (tahun 2014 dan 2015) rnemperoleh opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Peningkatan opini pada tahun 2016 menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kahupaten 
Trenggalek khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten 
Trenggalek yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal 

tersebut dapat dilihat dari Grafik 67. berikut: 

Grafik 67. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Trenggalek TA 2014-2016 
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diolak) 

Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek secara nominal meningkat 

sebesar 36,97% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalarni 
peningkatan di tahun 2016 sebesar 195,91% dibandingkan dengan tahun 2015. 
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Trenggalek yang sangat 
tajam di tahun 2016, dikarenakan adanya kenaikan realisasi yang sangat besar 
pada DAK infrastrukturjalan, DAK kesehatan dan DAK pendidikan 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014 — 2016 adalah sebagaimana tersaji 
pada Grafik 68. berikut. 

- 	.. 	.. 	 u (Aii1) )IAU 	cai1ci 1;miuB f1orIibrIad1q 
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Grafik 68. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bing 

Kab. Trenggalek TA 2014-2016 
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Grafik 68. di atas menggarnbarkan bahwa realisasi JAK Fisik di 
Kabupaten Trenggalek konsisten dikarenakan selama kurur. waktu tahun 
2014-2016 tiga bidang yang selalu menjadi prioritas 2.dalah bidang 
pendidikan, infrastrukturjalan dan kesehatan; dan pada Tahun Anggaran 2016 
terjadi peningkatan yang sangat besar pada ketiga bidang tersebut dibanding 
tahun 2015 (Pendidikan 542%, Kesehatan 333/,  dan lnfrastruktur jalan 
364%). Kondisi mi cukup berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa 
Timur dimana umumnya terjadi perubahan prioritas DAK per bidang. 

Total DAK yang dialokasikan ke Kabupaten Trenggalek seluruhnya 
direalisasikan dalam DAK Fisik. Artinya peningkatan realisasi DAK tersebut 
disebabkan adanya peningkatan realisasi DAK Fisik. Peningkatan mi adalah 
peningkatan yang sangat besar dengan kenaikan sebesar Rp165,5miliar, 
sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik perlu ditingkatkan 
pula. 

Khusus DAK Fisik, urnumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 69. di bawah merupakan 
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten 

Trenggalek. 



Grafik 69. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Trenggalek TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 69. di atas, dalam kurun waktu tahun 2014-2016 
terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal dan juga realisasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK), dimana hal tersebut menunjukkan adanya korelasi positif 
antara DAK dan Belanja Modal. Namun jika dibandingkan dengan besarnya 
peningkatan realisasi DAK Fisik yang mencapai Rp165,5 miliar, peningkatan 
realisasi Belanja Modal mi hanya meningkat sebesar Rp35,7 miliar (lihat 
perbedaan derajat kemiringan grafik tren realisasi DAK dan Belanja Modal). 
Melihat fakta tersebut, kemungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk 
belanja selain Belanja Modal, mengingat DAK mi juga bisa dialokasikan 
untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan 
kepada pihak ketiga. 

Perolehan opini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014, 2015 dan 
2016 yang sudah baik tidak serta nierta membuat Kabupaten Trenggalek bebas 
dari permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait 
Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 
Anggaran 2014, ditemukan adanya persediaan barang yang diserahkan kepada 
masyarakat sebesar Rp2.018.181.300,00 yang bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2014 yaitu untuk kegiatan pembangunan prasarana 

dan sarana sanitasi lingkungan yang belum dibuatkan Berita Acara Serah 
Terima (BAST) dari SKPD terkait kepada masyarakat. Padahal persediaan 
barang yang akan diserahkan tersebut seluruhnya telah dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 

Kemudian atas LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015, 
ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari DAK. Hal mi 
berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rpl .320.275.040,44 dan 
kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp25 .635.094,14. 
Atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp465.356.860,70 pada sepuluh 

paket pekerjaan telah disetor ke Kas Daerah dengan nilai setoran sebesar 
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Rp321.263.850,75. Pemantauan Iebih lanjut mengenai sisa kerugian yang 
belum dibayarkan dapat dilihat melalui hasil pemantauan tindakianjut oleh 

BPK. 
Untuk LI(PD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016, ditemukan 

adanya persediaan obat yang berasal dari Dana Alokai Khusus yang telah 
kadaluwarsa. Pernusnahan obat kadaluwarsa rencananya akan dilaksanakan 
pada tahun 2017, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 9 Mei 
2017 Dinas Kesehatan belum melakukan pemusnahan dan diusulkan 
penambahan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kondisi 
tersebut mengakibatkan persediaan ohat yang telah kadaluwarsa pada Dinas 

Kesehatan berisiko disalahgunakan. 
Mengingat besaran Dana Alokasi khusus mi, maka perlu menjadi 

perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagal dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. 
Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI 
atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala 
setiap tahun. 

Kabupaten Magetan 

Perolehan opini Kabupaten Magetan menunjukkan prestasi yang sangat 
baik yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP -

DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan opini di tahun 2015 
menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan 

opini WTP di tahun 2016. Hal mi menunjukkan bahwa penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan 

dengan baik. 
Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 

mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Magetan khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan 
yang realisasinya tents meningkat darl tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat 
dilihat dari Grafik 70. berikut yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 
realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Magetan secara nominal 
meningkat sebesar 34,65% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami 
peningkatan di tahun 2016 sebesar 233,05% dibandingkan dengan tahun 2015. 
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Grafik 70. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Magetan TA 2014-2016 
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Perolehan opini Kabupaten Magetan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah balk tidak serta merta membuat Kabupaten Magetan bcbas dan 
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kahupaten Magetan Tahun Anggaran 
2014, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap, namun temuan 
tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
bahwa temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Kemudian Atas LKPD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015, 
ditemukan adanya kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan kepada 
pihak ketiga atas penyelesaian fisik kegiatan telah mencapai 100% dan telah 
dilaksanakan serah terima pekerjaan seni Iai Rp3 .550.826.250,00. Pekerjaan 
mi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK TA 
2015, namun dikarenakan laporan realisasi penyerapan DAKTambahan P3K2 
belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran maka kewajiban 
kepada pihak ketiga atas pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 menjadi 
tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan 
timbulnya kewajiban Pemkab. Magetan kepada pihak ketiga sebesar 
Rp3.550.826.250,00 yang membebani APBD TA 2016. Selain itu, ditemukan 
pula kekurangan volume pekerjaan gedung dan hangunan yang dananya 
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana pekerjaan 
sebesar Rp277.856.407,48, namun kelebihan mi telah disetor ke Kas Negara 
seluruhnya. Selain kelebihan bayar pada rekanan, perrnasalahan kekurangan 
volume !ainnya juga rnengakibatkan potensi kerugian daerah atas pekerjaan 
Pembangunan Stadion Tahap II yang belum dibayar sebesar 
Rp127.143.541,88 dan kekurangan penerimaan daerah dari denda 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp29. 886.600,00. Kekurangan 
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vokimejuga terjadi path Jima kontrak paket pembangunanjalan danjembatan 
path Dinas PU BMCK senilai Rp7 14306.510,15 dan seluruhnya telah disetor 
ke Kas Daerah. 

Untuk LKPD Ka.bupaten Magetan Tahun Anggaran 2016, lerdapat 
temuan terkait Belaija Modal dan Aset Tetap namun temuan tersebit tidak 
dinyatakan secara eksplisit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bahwa 
temuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Kabupaten Ngawi 

Perolehan opini Kabupaten Ngawi menunjukkan preslasi yang sangat 
baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP) path tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan 
opmi di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil 
mempertahankan opim WTP di tahun 2016. Hal mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Ngaw sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

Peningkalan opini tersebut menjadi satu modal yang balk untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan therah Kabupaten 
Ngawi khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawi 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat 

dilihat path Grafik 71. berikut. 

Grafik 71. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ngawi TA 2014-2016 
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Grafik 71. menunjukkan bahwa pada tahun 2015, real isasi Dana 
Alokasi K.husus (DAK) Kabupaten Ngawi secara nominal meningkat .ebesar 

59,05% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di 
tahun 2016 sebesar 219,87% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ngawh yang sangat tajam di tahun 
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat binnya 
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kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan 
sebagai DAK non fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan 
Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, 
Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, 
dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (W1KB). 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Ngawi dari tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
Grafik 72. berikut. 

Gralik 72. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kab. Ngawi TA 2014-2016 
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Grafik 72. menggambarkan bahwa pada tahun 2014, realisasi DAK 
fisik terbesar pada bidang pembangunan sarana prasarana pendidikan. Pada 
Tahun Anggaran 2015, bidang pendidikan masih menjadi fokus pembangunan 
narnun anggaran lehih besar dialokasikan ke peningkatan kedaulatari pangan 
pertanian) dan pendidikan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, fokus 

bidang pendidikan dan kedaulatan pangan sudah dialihkan menjadi lebih 
fokus pada pembangunan infratruktur baik sarana dan prasarana penunjang 
jalan maupun infrastruktur pubtik daerah (IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, 
selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, diabkasikan 
pula DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp2 12.452.731.000,00. 
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Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Ngawi. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik 
dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 37% dan DAK Non Fisik 
sebesar 63%. Artinya bahwa DAK non uisik memberikan kontribusi terbesar 
pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara nominal peningkatan 
realsasi untuk DAK Fisik sendiri adalab sebesar Rp18,3 milar atau 17%. 

Khusus OAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 

sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah mi merupakan 

perhandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal. 

Grafik 73. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Ngawi TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 73., dalam kurun waktu tahun 2014-2016, terjadi 
peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi OAK juga 
mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya 
korelasi positifantara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. 

Perolehan opini Kabupaten Ngawi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Ngawi behas dan 
permasalahan dalani penge to laan keuangan daerahnya, termasuk terka it Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 
2014, terdapat temuan terkait Dana BOS dimana terjadi kesalahan 
penganggaran oleh Dinas Pendidikan yang mencatat 36.486 unit buku senilai 
Rp12.385.316.930,00 ke dalam aset peralatan dan mesin. Selain kesalahan 
penganggaran, terdapat peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang telah 

dihibahkan ke sekolah-sekolah narnun masih tercatat dalam Kartu Inventaris 

Barang (KIB). Hal tersebut menyebabkan nilai aset menjadi lebih catat. 
Kemudian atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2015, masih 

terdapat ternuan terkait Dana BOS dimana Dana BOS yang ditransfer 



Iangsung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke sekolah tanpa 

rnelalui kas daerah belum dicatat sebagai pendapatan dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Seharusnya, meskipun tidak melalui 

kas daerah, pendapatan dan belanja clari Dana BOS tersebut tetap dicatat 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akibatnya, transaksi 
penerimaan yang bersumber darl non APBD TA 2012 s.d 2014 belum tersaji 

dalam laporan keuangan. Selain pendapatan dan belanja yang belum dicatat, 
Aset Tetap yang dibeli dari dana BOS TA 2012 s.d 2014 juga belum selesai 

dicatat karena Dinas Pendidikan masih melakukan proses pengumpulan data-
data penggunaan Dana BOS dari Iembaga/sekolah penerima Dana BOS. 
Akibatnya, Aset Tetap pada Neraca tidak rnenggarnbarkan kondisi yang 

sehenarnya dan kurang saji minimal sebesar Rp9.653.895.285,98. 
Temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan juga terjadi dalam pelaksanaan DAK yaitu adanya kekurangan 
volume pada pekerjaan rehab, renovasi, dan penataan ruang Puskesmas 

Perawatan Geneng dengan no. kontrak 050/6/PPK-
PELKS/DAK/404. 102/11/2015 mengakibatkan kerugian keuangan daerah 
akibat kelebihan hayar sebesar Rp Rpl 87.803.657,88. Atas hal tersebut telah 

dilakukan penyetoran ke kas daerah. 
Sedangkan atas LKPD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016, masih 

ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern terkait Dana BOS dimana 

belum ditetapkannya mekanisme penganggaran, penggunaan dan pelaporan 
dana BOS termasuk hunga/jasa giro atas dana di rekening sekolah 
mengakibatkan penyajian penerimaan dan penggunaan dana BOS serta saldo 

kas lainnya dari dana BOS belurn dapat dilaksanakan secara tepat vaktu dan 

berisiko tidak akurat. 
Sedangkan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan adalah masih banyaknya temuan kekurangan volume 
pekerjaan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 
diantaranya kekurangan volume pckerj aan peningkatan Jalan Jambangan-
Jeblogan sebesar Rp7.829.060,0 1, pekerjaan peningkatan Jalan Lombok tahap 

II sebesar Rp179.216.254,16, pekerjaan peningkatan Jalan Jatigembol-
Sekarputih sebesar Rp59.657.827,43, pekerjaan peningkatan Jalan 
Ringinanorn-Babadan sebesar Rp 134. 187.768,69, pembangunan Pasar Paron 
sebesar Rp6.195.289,39, dan pekerjaan pembangunan baru/renovasi ruang 
in, pagar, paving Puskesmas Gemarang sebesar Rp 11 .137.446,89. Atas 
kelehihan bayar akibat kekunangan volume tersebut, seluruhnya telah di setor 

ke kas daerah. 
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Timur VIII 

-- 	 • Kota Madiun 
-- -- 	 . Kab. Madiun 
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Realisasi per Jenis Pendapatan Kabupaten/kota TA 2014-2016 

TrDnsfer Pemerintah Pusat Lainnya 	 • DAK 
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Perbandingan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal TA 2014-2016 
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Kabupaten Jombang 

Perolehan opini Kabupaten Jombang rnenunjukkan prestasi yang 
sangat baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kernudian mengalami 
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal mi menu.njukkan 
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten 
Jombang sudah dilaksanakan dengan balk. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang balk untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Jombang khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersehut dapat 
dilihat dari Gratik 74. berikut. 

Grafik 74. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. .Jombang TA 2014-2016 
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Grafik 74. rnenggamharkan hahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang secara nominal rneningkat 
sebesar 33,90% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami 
peningkatan di tahun 2016 sehesar 346,70% dibandingkan dengan tahun 2015. 
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jombang yang sangat 
tajam di lahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pernerintah 
pusat lainnya ke dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kernudian 
dikelornpokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening 
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jarninan Persalinan. 
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Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Jombang dari tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji 

pada Grafik 75 berikut: 

Grafik 75. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kab. Jombang TA 2016 
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NB LKPD Kab. Jombang tidak merinci OAK per bidang TA 2014 dan 2015 dalam LKPD-nya, 
namun hanya mengungkap jika DAK hanya terealisasi sebesar Rp63.325.130,000,00 (TA 
2015) dan Rp47.292.080.000.00 (TA 2014). 

Sumber: LI/P BPK RI atas LKPD TA 2014-2016 (diokih) 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Jombang 
hanya merinci secara detail DAK per bidang untuk Tahun Anggaran 2016. 
Namun dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 54% dari total DAK 
Fisik atau sebesar Rp60.898.229.468,00 dialokasikan untuk infrastruktur 
Publik Daerah (IPD) dan sebanyak 33% atau senilai Rp36.552.641.363,00 
dialokasikan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) sernentara 
sisanya 13% dialokasikan untuk bidang Iainnya. Sedangkan untuk realisasi 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2016 adalah 

RpI 70.376.257.000,00 
Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 

di Kabupaten Jombang TA 2016, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dan 
DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 40% dan DAK 
Non Fisik sebesar 60%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan 
kontribusi terbesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara 
nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik sendiri adalah sebesar Rp49,2 

niiliar atau meningkat 78% dibanding tahun 2015. Peningkatan DAK Fisik 
tersebut sangat besar, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan DAK Fisik 

perlu ditingkatkan. 

91 



Kiiusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 76. merupakan perbandingan 
antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal. 

Crafik 76. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Jombang TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 76., dapat dilihatjika dalarn kurun tahun 2014-2016 
terjadi penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun 
sebelumnya. Berbeda dengan realisasi Belanja Modal. realisasi DAK fisik 
justru mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai Rp49,2 miliar 
atau meningkat 78%. Atas kondisi tersebut, maka kemungkinan DAK Fisik 
tersebut direalisasikan untuk belanja selain Belanja Modal mengingat DAK 
mi juga bisa dialokasikan untuk Belanja Barang seperti Belanja Persediaan 
Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga. 

Perolehan opini Kabupaten Jombang pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
yang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Jombang bebas dan 
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 
2014 dan 2015, pemasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal masih 
ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, namun tidak dinyatakan 
secara eksplisit apakah perolehan Aset ataupun Belanja modal tersebut 
hersumber dari DAK atau tidak. Permasalahan atas aset umurnnya terkait 
penatausahaan yang belum tertib, Aset Tanah yang belum bersertifikat, dan 
ditemukannya pemanfaatan aset yang belum dituangkan dalarn perjanjian 
sewa menyewa maupun adanya pelanggaran terhadap perjanjian sewa 
tersebut. Sedangkan terkait Belanja Modal, masih banyak permasalahan 
terkait kekurangan volume pekerjaan pada 13 SKPD dimana pekerjaan 
pembangunan gedung dinyatakan telah selesai 100% namun pemeriksaan 
menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100%. 
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Untuk LKPD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2016, terdapat 
permasalahan terkait Dana BOS dimana Pemkab Jombang belurn 
menganggarkan dan menyajikan Dana BOS pada Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), namun telah disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Neraca, 
serta ditemukannya rekening penyimpanan Dana BOS yang belum ditetapkan 
dengan SK Bupati sehingga menimbulkan risiko penggunaan pendapatan dan 
bunga bank oleh pengelola Dana BOS. Selain Dana BOS, terdapat pula 
temuan kekurangan volume pekerjaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit 
jika sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus ini, maka perlu menjadi 
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalarn 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan 
dapat dilakukan dengan mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD 
yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun. 

Kabupaten Nganjuk 

Perolehan opini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016 mengalami 
penurunan yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Padahal dua tahun sebelumya Kabupaten Nganjuk berhasil rnemperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada 
Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa 
permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas 
LKPD Kabupaten Nganjuk TA 2016 adalah terkait temuan pada Kas Lainnya 
dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. 

Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sebagai satu 
modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
daerah Kabupaten Ngajuk khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat 
dilihat dari Grafik 77. berikut. 

Grafik 77. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Nganjuk TA 2014-2016 
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Grafik 77. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk secara nominal meningkat 
sebesar 51,36% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami 
peningkatan di tahun 2016 sebesar 267,05% dibandingkan dengan tahun 2015. 
Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nganjuk yang sangat 
tajam di tahun 2016 tersebut disebabkan adanya realokasi dana transfer 
pemerintah pusat lainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 
kernudian dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan 
rekening Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Ciperasional Kesehatan 
(BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta Dana 
Proyek Perneri ntahan Daerah dan Desentral i sasi. 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Nganjuk dari tahun 201 5-2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
Grafik 78. dibawah mi menggambarkan hahwa pada tahun 2015, empat 
bidang DAK Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK kedaulatan pangan 
(pertanian), DAK pendidikan, DAK kesehatan, dan DAK infrastruktur irigasi 
dimana keempat bidang tersebut rnencakup 91% dari total DAK Fisik. 
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, empat fokus bidang tersebut 
dialihkan menjadi lebih fokus pada bidang penibangunan infrastruktur, baik 
sarana Jan prasarana penunjang maupun infrastniktur publik daerah (IPD). 
Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per bidang 
DAK di atas, dialokasikan pula untuk DAK Non Fisik dengan realisasi sebesar 
Rp2 13.892.615.000,00. 

Grafik 78. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 
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Jika dibandingkan lebib lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Nganjuk taliun 2016, realisasi DAK Non Fisik lebih besar dan 
DAK Fisik dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 24% dan DAK 

Non Fisik sebesar 76%. Artinya bahwa DAK Non Fisik memberikan 
kontribusi terhesar pada kenaikan realisasi DAK Total. Sedangkan secara 
nominal realisasi untuk DAK fisik jusiru mengalami penurunan sebesar Rp8,4 

miliar atau 11%. 
Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 

sumber pendanaan dalani Belanja Modal. Grafik 79. merupakan perhandingan 
antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Nganjuk. 

Grafik 79. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (flAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Nganjuk TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 79., maka dalarn kurun waktu taliun 2014-20 16, 
terjadi peningkatan realisasi Belanja Modal meskipun di sisi lain realisasi 
DAK Fisik mengalami penurunan. Artinya, penurunan DAK tidak selalu 
diartikan bahwa kebutuhan pembangunan rnelalui Belanja Modal juga 
menurun namun Belanja Modal yang tetap tinggi tersebut bisa disebabkan 
karena Belanja Modal tersebut lebih banyak didanal dari selain Dana Alokasi 

Khusus DAK). 
Pada tahun 2016, perolehan opini Kabupaten Nganjuk mengalami 

penurunan dengan masih ditemukannya beberapa kelemahan sistem 
pengendalian intern dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk 
oleh BPK didalam laporan hasil pemeriksaannya. Diantara ternuan tersebut, 
terdapat temuan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), misalnya pada LKPD 
Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2014 dimana pada kegiatan pengembangan 
lumbung pangan desa yang bersumber dari DAK diketahui jika bangunan 
lumbung pangan telah digunakan oleh gabungan kelompok tani narnun belurn 
ada penetapan pencrima hibah oleh Keputusan Bupati dan belum ada Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah atas pemanfaatan barang yang akan diserahkan 



kepada masyarakat tersebut. Selain itu, terdapat pula kekurangan volume 
pekerjaan pembangunan lumbung pangan desa yang mengakibatkan indikasi 

kerugian daerah sebesar Rp2 1 .539.598,72. Atas temuan tersebut, penyedia 
barang/jasa telah menyetorkan ke Kas Daerah berdaarkan STS tanggal 22 

April 2015 sebesar Rp15.309.040,90 sehingga yang belum disetor sebesar 
Rp6.23 0.557,82. 

Kemudian pada LKPD Tahun Anggaran 2015, terdapat permasalahan 
terkait Dana BOS, dimana ditemukan rekening Bendhara BOS yang belum 
mendapat izin dari Bupati. Selain permasalahan Dane BOS, ditemukan pula 
permasalahan kekurangan volume pekerjaan meskipun tidak secara jelas 
menyebutkan bahwa kegiatan bersumber dari Dana Akkasi Khusus (DAK). 

Atas LKPD Tahun Anggaran 2016, ditemukan adanya kelebihan 
pembayaran atas pengadaan alat-alat kesehatan yang bersumber dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono 
kepada PT IDS MSI yang disebabkan pembayaran belum meniperhitungkan 
pajak yang harus dipungut. Atas kelebihan bayar tersebut, Pemkab Nganjuk 
kehilangan potensi jasa giro sebesar Rp3.591 .827,02. Selain itu, terdapat pula 
kekurangan volume pekerjaan peningkatan kapasitas Jlan Berbek - Sidorejo 

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bidang 1nfrstruktur Publik Daerah 
sebesar Rp28. 162.800,00. 

Kota Mojokerto 

Perolehan opini Kota Mojokerto menunjukkan prestasi yang sangat 
baik yakni perolehan opini Wajar Tanpa Pengecuian Dengan Paragraf 
Penjelas (\VTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian irengalami peningkatan 
opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil 
mempertahankan opini WTP di tahun 2016. I-Ial mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Mojokerto sudah 
dilaksanakan dengan baik. 

Peningkatan opini pada Tahun Anggaran 2016 ninjadi satu modal yang 
balk untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kota 
Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut dapat 
dilihat dari Grafik 83 berikut. 



Grafik 80. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto TA 2014-2016 
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Grafik 80. menggambarkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto secara nominal meningkat sebesar 
36,97% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di 
tahun 2016 sebesar 195,91% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Mojokerto yang sangat tajam di tahun 
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat lainnya 
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian dikelompokkan 
sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Tunjangar: Profesi 
Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Dana 3antuan 
Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional dan Jaminan persalinan. 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kota Mojokerto dan tahun 2015 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
Grafik 81. berikut. 

Grafik 81. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (flAK) Fisik per Bidang 

Kota Mojokerto TA 2015-2016 
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Grafik 81. menggambarkan bahwa pada tahun 2015 terdapat tiga 
bidang DAK Fisik dengan nilai realisasi terbesar (berurutan) yaitu DAK 
pendidikan, DAK kesehatan, dan DAK infrastruktur jalan dirnana ketiga 
bidang tersebut mencakup 67% dari total DAK Fisik. Sedangkan pada Tahun 
Anggaran 2016, kesehatan masih mendapatkan alokasi yang besar namun 

tidak menjadi fokus utama. DAK Fisik pada tahun 2016 Iebih fokus pada 
bidang keselamatan transportasi darat, infrastruktur publik daerah (IPD) dan 
infrastruktur irigasi. Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik 

sebagaimana dirinci per bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non 
Fisik dengan realisasi sebesar Rp25.126.502.000,00. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kota Mojokerto tahun 2016, maka realisasi DAK Fisik adalah sebesar 76% 
berbanding DAK Non Fisik sebesar 24%. Artinya, peningkatan DAK Total 
terjadi akibat adanya kenaikan yang signifikan pada realisasi DAK Fisik, 
dengan peningkatan secara nominal sebesar Rp54,2 milar atau 225% 
dibanding tahun sebelumnya. 

Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah merupakan 
perbandingan antara realisasi DAK (Fisik) dan Belanja Modal Kota 
Mojokerto. 

Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan 
realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut 
menunjukkan adanya korelasi positifantara DAK dan Belanja Modal. 

Grafik 82. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal 

Kota Mojokerto TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 82., dalam kurun 2014-2016 terjadi peningkatan 
realisasi Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut 
menunjukkan adanya korelasi positifantara DAK dan Belanja Modal. 

Perolehan opini Kota Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang 
sudah balk tidak serta merta membuat Kota Mojokerto bebas dan 



permasalahan dalarn pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait 

74Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kota Mojokerto Tahun 
Anggaran 2014, ditemukan perniasalaban terkait Aset Tetap dan Belanja 
Modal narnun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja 
Modal tersebut berasal darl DAK. Permasalahan terkait Aset diantaranya 

ditemukan Aset Tanah belum tercatat, belurn lengkap informasi luas tanahnya, 
Aset Tanah berada dalam penguasaan pihak lain dan Aset Tanah 
dipinjampakaikan tidak sesuai ketentuan dan terkait permasalahan Belanja 
Modal, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa 

SKPD. 
Keniudian Atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015, 

diternukan adanya be lanj a peme!iharaanlpengernbangan/renovasi jalan yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dikapitalisasi ke 
dalarn aset induknya sehingga mengakibatkan penyajian nilai Aset Tetap pada 
Neraca Pernerintali Kota Mojokerto per 31 Desember 2015 belum 
rnenggambarkan kondisi yang sebenarnya dan berpengaruh terhadap 
penyajian saldo akun akurnulasi penyusutan pada Neraca dan beban 
penyusutan pada Laporan Operasional. 

Sedangkan atas LKPD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016, 
ditemukan permasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal namun tidak 
secara eksplisit disebutkan bahwa Aset maupun Belanja Modal tersebut 
berasal dari DAK. 

Mengingat besaran Dana Alokasi khusus mi, maka penlu menjadi 
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutarna anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan 
dapat dilakukan dengan mempelajani hasil pemeriksaan BPK Ri atas Laporan 
Keuangan Daerah (LKPD) yang dikeluarkan secara berkala setiap tahun. 

Kabupaten Mojokerto 

Perolehan opini Kabupaten Mojokerto rnenunjukkan prestasi yang 
sangat baik yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalarni 
peningkatan opini di tahun 2015 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dan berhasil mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal mi menunjukkan 
bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kab. Mojokerto 
dilaksanakan dengan baik. 
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Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 

Mojokerto khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten 

Mojokerto yang rea!isasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal 
tersebut dapat dilihat dari Grafik 83. berikut: 

Grafik 83. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Mojokerto TA 2014-2016 

Sumber: LHP BPK RI alas LKPD TA 2014-2016 dioIah) 

Grafik 83. menjelaskan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto secara nominal meningkat sebesar 
49,63% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di 
tahun 2016 sebesar 192,76% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mojokerto yang sangat tajam di 
tahun 2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat 
Iainnya kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kemudian 
dikelompokkan sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening 
Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan PAUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Jaminan Persalinan. 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Mojokerto dari tahun 2014 —2016 adalah sebagaimana tersaji pada 
Grafik 84. berikut yang menggambarkan jika pada lahun 2014, bidang DAK 
Fisik dengan realisasi terbesar adalah DAK pendidikan. Dan pada Tahun 
Anggaran 2015, bidang pendidikan masih merupakan salah sam bidang DAK 

dengan nilai realisasi yang cukup besar, meskipun realisasi DAK yang Iebih 
besar pada bidang Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet kerja 
(P3K2) dan Tambahan Usulan Daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 
2016, realisasi DAK pada bidang keselamatan infrastruktur publik daerah 
(IPD). Pada Tahun Anggaran 2016, selain DAK Fisik sebagaimana dirinci per 
bidang DAK di atas, dialokasikan pula DAK Non Fisik dengan realisasi 

sebesar Rpl 51.274.016.250,00 
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Grafik 84. 
Realisasi Eana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kab. Mojokerto TA 2014-2016 
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Jika dibanding an Iebih lanjut antara DAK Fisik Jan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Mojoki rto tahun 2016. Realisasi DAK Non Fisik Iebih besar 
darl DAK Fisik deng n perbandingan persentase realisasi DAK fisik sebesar 
38% dan DAK Non Fisik sebesar 62%. Artinya bahwa DAK Non Fisik 
memberikan kontribi si terbesar pada kenaikan realisasi DAK secara total. 
Sedangkan secara noi iinal realisasi untuk DAK Fisik mengalami peningkatan 
sebesar Rp8,96milar tau 11%. 

Kiusus DAK isik, urnumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan da am Belanja Modal. Grafik 85. merupakan perbandingan 
antara realisasi DAK Fisik) dan Belanja Modal Kabupaten Mojokerto. 

Grafik 85. 
Perbandingan Realis si Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Mojokerto TA 2014-2016 
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Berdasarkan Grafik 85., dalam kurun tahun 2014-2016 terjadi 
penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan realisasi tahun sebeluninya. 
Sedangkan di sisi lain DAK Fisik rnengalarni peningkatan sebesar Rp8,9 
miliar atau 11%. Maka kernungkinan DAK Fisik tersebut direalisasikan untuk 
helanja selain Belanja Modal mengingat DAK inijuga bisa dialokasikan untuk 

Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Persediaan Barang yang diserahkan 
kepada pihak ketiga. 

Perolehan opini Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014, 2015 dan 2016 

yang sudab baik tidak serta nierta membuat Kahupaten Mojokerto bebas dan 
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya, termasuk terkait Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Pada LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 
2014 dan 2015, terdapat temuan terkait Belanja Modal dan Aset Tetap namun 
temuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK bahwa ternuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK). 

Untuk LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016, ditemukan 
permasalahan terkait Aset Tetap Gedung dan Baiigunan serta Jalan Irigasi 
Jaringan (JIJ) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum 
sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
diantaranya terkait kebijakan akuntansi belum mengatur klasifikasi aset secara 
tepat baik dari sisi inasa rnanfaat maupun penghitungan beban pcnyusutannya. 
Akibatnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kewajaran penyajian nilai 
Aset Tetap terutama Peralatan dan Mesin dan JIJ serta akan memengaruhi 
perhitungan Beban Penyusutan serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, 
karena masing-masing Aset Tetap tersehut memiliki masa manfaat yang 
berheda. Terkait Belanja Modal, ditemukan adanya kekurangan volume 
sehesar Rp9 1.3 95.10 1,00 atas pekerjaan peningkatan Jalan Pacet-Trawas 
Tahap I yang bersumber dari DAK-lnfrastruktur Publik Daerah dengan 
nomor kontrak : 620/1452/4 16 -110/20 16. Kekurangan volume juga terjadi 
pada pekerjaan penibangunan Gedung Rawat Jalan DAK Bidang Rujukan 
RSUD Prof. Dr. Soekandar dengan nomor kontrak 027/4174/416-211/2016 
sebesar Rp13.455.937,88. Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke 

kas daerah seluruhnya. 
Mengingat besaran Dana Alokasi khusus mi, maka perlu menjadi 

perhatian hagi sernua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, basil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. Pengawasan 
dapat dilakukan dengan mempelajari basil pemeriksaan BPK RI LKPD yang 
dikeluarkan secara berkala setiap tahun. 
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Kota Madiun 

Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2016 mengalami penurunan 
yakni memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal dua 
tahun sebelumya Kota Madiun berhasil memperoleli opini yang baik yaitu 
opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) pada 
Tahun 2014 dan Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2015. Beberapa 
permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian opini WDP atas 
LKPD Kota Madiun TA 2016 adalah terkait temuan pada Investasi Permanen-

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Belanja Pegawai. 
Perolehan opini yang baik idealnya sangat diperlukan sehagai sau 

modal yang baik untuk mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
daerah Kota Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota 
Madiun yang realisasinya terus meningkat dari tahun 2014-2016. Hal tersebut 

dapat dilihat darl Grafik 86. herikut. 

Grafik 86. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun TA 2014-2016 
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Grafik 86. menggambarkan hahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun secara nominal meningkat sebesar 
24,88% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalami peningkatan di 
tahun 2016 sebesar 253,31% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Madiun yang sangat tajam di tahun 2016, 
dikarenakan adanya realokasi dana transfer pcmerintah pusat Iainnya kedalam 
Dana Alokasi K.husus (DAK) yang kemudian dikelompokkan sebagai DAK 
Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan Operasional 

Kesehatan, Jaminan Persalinan, Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Profesi 
Guru Non Profesi, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, dan 
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Kota 
Madiun dari tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Grafik 87. 
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berikut menggambarkan jika pada tahun 2014, DAK fisik dialokasikan 
terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, bidang 
pendidikan masih menjadi fokus utama dengan realisasi mencapai 46% dan 
total realisasi DAK Tahun 2J15. Sedangkan pada Tahun Anggan 2016, 
fokus bidang pendidikan dialihkan menjadi lebih fokus pada penibangunan 
infrastruktur. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kota Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik dengan 
perbandingan persentase real sasi DAK Fisik sebesar 45% dan DAK Non 
Fisik sebesar 55%. Perbandingan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh, 
namun DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikai realisasi 
DAK total. Sedangkan secara iominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik 
sendiri adalah sehesar Rp23,9 milar atau 60%. 

Crafik 87. 
Realisasi Dana AIoasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kota Madiun TA 2014-2016 
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Khusus DAK Fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik di bawah nierupakan 
perbandingan antara realisasi [)AK (Fisik) dan Belanja Modal. 

Berdasarkan Grafik 88, dalam kurun waktu tahun 20 14-2016, terjadi 
peningkatan realisasi Belanjz Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga 
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mengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya 
korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. 

Crafik 88. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kota Madiun TA 2014-20 16 
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Perolehan opini Kota Madiun pada tahun 2014 dan 2015 yang sudah 
baik tidak serta merta membuat Kota Madiun bebas dari permasalahan dalam 
pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun permasalahan terkait Dana 
Alokasi Khusus. Pada LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2014, tidak 
terdapat temuan yang secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut 
didanai melalui Dana Alokasi Khusus, namun berbagai permasalahan terkait 
Aset Tetap dan Belanja Modal masih menjadi temuan. Pada Tahun 2014 
Pemerintah Kota Madiun menindakianjuti rekomendasi BPK atas temuan 
terkait Aset Tetap tahun 2013 dimana untuk Aset Tetap yang tidak diketahui 
perinciannya ditindaklajuti dengan melakukan sensus Barang Milik Daerah 
(BMD). Pemeriksaan terhadap hasil sensus BMD menemukan adanya 72 
bidang tanah belum bersertifikat, Peralatan dan Mesin senilai Rp897juta 
belum diketahui keberadaannya, 56 Aset Gedung dan Bangunan belum dirinci 
luasnya, dan 127 item kegiatan pemeliharaanlrehabilitasi gedung dan 
bangunan belum dikapitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan aset tanah 
berpotensi terjadi permasalahan di kemudian hari dan aset tidak 
menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara permasalahan terkait 
Belanja Modal juga masih ditemukan seperti pembangunan tiga gedung 
pernerintah Kota Madiun tidak sesuai kontrak sebesar Rp 141.128.883,73, 
pekerjaan jalan hotmix oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai kontrak 
sebesar Rp202.685.802,3 1, dan pekerjaan jalan usaha tani oleh Dinas 
Pertanian tidak sesuai kontrak sebesar Rp343 .987.405,65 

Kemudian atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2015, tidak 
ditemukan permasalahan baik terkait Aset Tetap maupun Belanja Modal yang 
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secara eksplisit cinyatakan bahwa sumber pendanaannya berasal dari DAK. 
Beberapa permasa lahan tersebut diantaranya, kurang memadainya 
pengungkapan mngenai peneriniaan dan penggunaan dana BOS dari Provinsi 
Tahun 2015 dan dana HibahlBlockgrant dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan TA 2015. Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung 
dan Bangunan jua beluni optimal dan masih ditemukan adanya kekurangan 
volume. 

Sedangkan atas LKPD Kota Madiun Tahun Anggaran 2016, terdapat 
permasalahan terait DAK dirnana terdapat penambahan masa manfaat aset 
jalan atas kegiatan peningkatan Jalan Auni - Jalan Ronggo Tohjoyo (DAK) 
yang tidak sesuai dengan kehijakan penyusutan. Selain itu, terdapat kelebihan 
penibayaran akitat kekurangan volume atas paket pekerjaan peningkatan 
Jalan Pilang Muda (DAK), Kegiatan Peningkatan Jalan Tawang Bakti - Sri 
Sedani (DAK), Paket Peningkatan Jalan Kapten Tendean (DAK), Peningkatan 
Jalan Dawuhan - Ngebong (DAK), Peningkatan Jalan Tirta Raya (DAK), 
Peningkatan Jalan Keningar-Kunir (DAK) sehesar Rp 1 .3 14.763.938,00. Dan 
atas seluruh temuan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah. 

Perlu menjadi perhatian hagi sernua pihak yang berkepentingan, 
terutama anggota DPR RI dalarn menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. 
Kemudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun 
berikutnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari hasil 
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang 
dikeluarkan secari berkala setiap tahun. 

Kabupaten Madilun 

Perolehan cpini Kahupaten Madiun menunjukkan prestasi yang sangat 
baik yakni mernperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP-DPP) pada tahun 2014, kemudian mengalami peningkatan 
opini di tahun 205 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil 
mempertahankan opini WTP di tahun 2016. Hal mi menunjukkan bahwa 
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Madiun sudah 
dilaksanakan dengan balk. 

Peningkatan opini tersebut menjadi satu modal yang baik untuk 
mengawal pengeolaan dan tanggungjawab keuangan daerah Kabupaten 
Madiun khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun 
yang realisasinya terus meningkat dari tahun 20 14-2016. Hal tersebut dapat 
dilihat darl Grafik 89. berikut. 
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Grafik 89. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Madiun TA 2014-2016 
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Grafik 89. di atas rnenunjukkan bahwa pada tahun 2015, realisasi Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun secara nominal meningkat sebesar 
103,89% dibandingkan tahun 2014, dan kembali mengalarni peningkatan di 

tahun 2016 sebesar 159,14% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Madiun yang sangat tajam di tahun 
2016, dikarenakan adanya realokasi dana transfer pemerintah pusat Iainnya 
kedalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kernudian dikelompokkan 

sebagai DAK Non Fisik yaitu berupa perpindahan rekening Bantuan 
Operasional Kesehatan, Jaminan Persal in, Tunj angan Profes i Guru, 

Tambahan Penghasi Ian Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, 
dan Bantuan Operasional Kcluarga Berencana (BOKB). 

Jika dilihat per bidang, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
Kabupaten Madiun dari tahun 2014 - 2016 adalah sebagaimana tersaji pada 

Grafik 90. berikut. 

Grafik 90. 
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per Bidang 

Kab. Madiun TA 2014-2016 
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Grafik 90. rnenggambarkan jika pada tahun 2014, DAK Fisik 
dialoka.sikan terbesar pada bidang pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2015, 
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bidang pendidikan masih menjadi fokus utama namun alokasi lebih besar 
digunakan untuk bidang pertanian, infrastruktur irigasi dan infrastrukturjalan. 
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016, lebih fokus pada bidang kesehatan 
dan infrastruktur jalan. 

Jika dibandingkan lebih lanjut antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
di Kabupaten Madiun. Realisasi DAK Non Fisik lebih besar dari DAK Fisik 
dengan perbandingan realisasi DAK Fisik sebesar 46% dan DAK Non Fisik 
sebesar 54%. Perbandingan tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh, namun 

DAK Non Fisik turut memberikan kontribusi pada kenaikan realisasi DAK 
Total. Sedangkan secara nominal peningkatan realisasi untuk DAK Fisik 
sendiri adalah sebesar Rp24 milar atau 19%. 

Khusus DAK fisik, umumnya akan dialokasikan sebagai salah satu 
sumber pendanaan dalam Belanja Modal. Grafik 91. merupakan perbandingan 
antara realisasi DAK Fisik dan Belanja Modal. 

Grafik 91. 
Perbandingan Realisasi Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik dan Belanja Modal 

Kab. Madiun TA 2014-20 16 
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Grafik 91. menunjukkan jika dalam kurun waktu tahun 2014-2016, 
Ierjadi peningkatan realisasi Belanja Modal. Di sisi lain, realisasi DAK juga 
inengalami peningkatan. Artinya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya 
korelasi positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. 

Perolehan opini Kabupaten Madiun pada tahun 2014, 2015 dan 2016 
Wang sudah baik tidak serta merta membuat Kabupaten Madiun bebas dan 

permasalahan dalarn pengelolaan keuangan daerahnya. Begitupun 
permasalahan terkait Dana Alokasi Khusus. Pada Laporan Keuangan 
Pernerintah Daerah Kabupaten Madiun TA 2014, tidak terdapat temuan yang 
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secara khusus menyatakan bahwa temuan tersebut didanai melalui Dana 
Alokasi Khusus, namun berbagai pennasalahan terkait Aset Tetap dan Belanja 
Modal masih menjadi ternuan. 

Kemudian atas Laporan Keuangan Pemerintab Daerah Kabupaten 
Madiun TA 2015, terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 
Rp3.69L327.800,00 yang digunakan untuk belanja jasa konsultansi 
perencanaan dan pengawasan kegiatan infrastruktur Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan penunjang DAK yang seharusnya masuk ke dalam kategori 
Belanja Modal. Selain itu terdapat pula kekurangan volume pekerjaan 
pernban,unan gedung 2 ruang kelas belajar (DAK) SMPN I Pilangkenceng 
sebesar Rp 7.682.132,15 dan rehabilitasi 4 ruang kelas belajar (DAK) SMPN 
I Pi1ankenceng sebesar Rp 1.155.888,00. Atas temuan tersebut telah 
dilakukan penyetoran ke kas daerah. Kekurangan volume pekerjaan juga 
terjadi pada peningkatan infrastruktur jalan paket II DAK Tambahan Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebesar Rp 99.825.240,78 dan 
sudah dsetorkan kembali ke kas daerah. 

Pda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun TA 
2016, d temukan kembali temuan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 
Rpl .492.065.000,00 yang digunakan untuk belanja jasa konsultansi 
perencaiaan dan pengawasan kegiatan infrastruktur Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan penunjang DAK yang seharusnya masuk ke dafam kategori 
Belanja Modal. Selain itu, pada pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan 
daerah irigasi Nguren Desa Ketandan (DAK) yang dilaksanakan oleh CV DTS 
diketahui tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kekurangan volume 
senilai Rp7.100.671,22. Kekurangan volume juga terjadi atas pekerjaan 
normaliasi saluran Duwet Desa Bangunsari (DAK) yang dilaksanakan oleh 
CV SDA sebesar Rp8.53 I .478,67dan pelaksanaan 11 paket pekerjaan pada 
bidang jalan dan jembatan dan bidang tata bangunan Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun yang didanai dari Dana 
Alokasi Khusus (DAK) tidak sesuai kontrak sebesar Rpl.515.299.033,03. 
Atas ternuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah. 
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I 	H Bojonegoro 

•Kab.Tuban 

Nama Kab. 2014 2015 2016 

Bojonegoro WTP-DPP WTP WTP 

luban WDP WTP WTP 

Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur IX 

________ 

A 2014-'01 S•••••••••••I••••••••••••••••• I..*.
6
*....... 

• Transfer pusat masii 
men jadi suniber 
pendapatan yang 
dominan dan nilainya 
cenderung meningkat 

t 
 

dari tahun ke tahun; 

• Proporsi penerimaan 

I PAD di Nab. Tuban 
dengan rata-rata 

1 1  sebesar 1659% adalah 
lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata 
Nab. Bojonegora 
sehesar 13,85 1YO. 

Reahsasi per Jems Pendapatan 	'. 
Kabunaten TA 2114-2016 

.......................................... 

Realisasi Transfer DAK IA 2016 

(Fisik & Non Fisik( 

Transfer pemerintah 
pusat yang dominan 
adalah Dana Alnkasi 
IJnium Dana (DAU) 
dengan rata-rata 
PioPoisi tiaptahun 

- 	
sebesai 4480% 

2014 	2015 	2016 	• Pada TA 2016, DAN di 
kedua K'abupaten rota- 

Kab. Tuban 	 rata peningkatari 
)OU 	DBH Bukan Pajak (SOA) R D011 Pajak 	 hi ngga 209,67%. 

iFren Realisasi DAKFisik & Belanja Modal (2014-2016) 

I 	I 	2014 	2015 	2016 	 2014 	2015 	2016 

Kab. Bojonegoro 	Cab. uban 
	

Kab. Bojonegoro 	 Kab. Tuban 

• Fisik 	135.279.268.459 107 617 015.943 

	

Non FsIk 215.668.010.500 171,099 196.900 
	 OAK 	 6sIaa Modal 	 OAK 	 Belanja Modal 



Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten 

Tuban merupakan daerah yang 
dikelompokkan sebagai Dapil Jawa Timur 

IX dengan jumlah kursi yang ditetapkan 
- -fl-- 	 :-- -- 	untuk Dapil IX mi berjumlah 6 (enam) 

kursi. 

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sarnpai dengan 2016, 
masing-masing kabupaten rnenyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 
sebagai herikut: 

Tabel 2. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 

LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016 

Nama Kth Tahun Aset Kewajiban Ekuitas 

Kab. 
2014 5,282,313,401,092.42 13,759,280,398.00 5,268,554,120,694.42 

2015 3,647,323,570,257.03 24,209,470,632.01 3,623,114,099,625.02 
Bojonegoro 

2016 4,202,697,186,238.73 69,642,697,299.61 4,133,054,488,939.12 

2014 4,979,419,367,250.36 5,506,384,755.00 4,973,912,982,495.36 

Kab. Tuban L 	2015 4,465,044,292,476.35 21,385,216,425.00 4,443,659,076,051.35 

[2016 4,494,105,925,602.75 35,276,260,650.42 4,458,829,664,952.33 

Sumbsr: LHP BPK RI otos LKPD TA 2014-2016. dioloh 

Sedangkan realisasi belanja selama tiga tahun untuk kedua kabupaten 
dapat digambarkan pada grafik berikut: 

Gralik 92, Perkembangan Porsi Realisasi BeIaia 
LKPD Kab. Bojonegoro & Kab. Tuban TA 2014-2016 

77,70% 	75,34% 	 78,54% 	78,31% 	75,16% 

63,83% 

36,11k 

22,2€ 	I 	24,2c 	 21,4'h 	21,65 	24,6 

H 04G 	0 4 	0 05% 

 0,02  

oo4 	j 0 05G 	] 0 24% 

2014 	2015 	2016 	2014 	2015 	2016 

KAB. BOJONEGORO 	 KAB. TUBAN 

• Belanja Tidak Terduga 	cj Belanja Modal 	C3 Belanja Operasi 

Surnber: LHP BPK RI otas LKPD TA 2014-2016, diolah 
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Fokus pembangunan 
pada infrastruktur bagi 
kedua kabupaten mi 
semakin jelas ketika 
realisasi transfer pusat 
yang diterima Kab. 
Bojonegoro dan Kab. 
Tuban mengalami 
peningkatan signifikan 
pada jenis DAK fisik 
pada tahun 2016 seperti 
digambarkan grafik di 

Grafik 97, Realisasi OAK Fisik 2014-2016 

• Kab. Bojonegoro 	 107.611.015.943 

Kab. Tuban 	 135.279.268.459 

66.505.040.000 

67.346.180.000 

48.566.930.000 

44.549.378.000 

2014 	 2015 	 2016 

samping 	 Somber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah 

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik yang difokuskan 
berbeda darl masing-masing kabupaten berdasarkan bidang program yang 
dikerjakan, sebagaimana tersaji pada grafik berikut: 

Grafik 98, Alokasi DAK Fisik Kab. Bojonegoro 2014-2016 

Infrastruktur Sanitasi 
(Bidang Programj 

 

Infrastrulcur publik daerah  

Transportasi 

K€dautatan Pangan ja 
Air Minum • 2014 

Perdagangan • 2015 
lnrastruktur Irigasi 

Kelautan dan Perikanan n2016 

I.frastruktur Jalan  

Lingkungan Hidup L 
Kehutanan 

Xe uarga Berencana 

Pertanian l lu  
Kesehatan :ti..r  

Pendidikan ONOWNEAMMO 

Grafik 99. Alokasi OAK Fisik Kab. Tuban 2014-2016 (Bidang Program) 

I ifrastruktur Publik Daerah 

Sana Prasarana Penunjang 

	

Transportasi 	
• 2014 

Sara ia Prasarana Perdagangan m 	
• 2015 

Lingkungan Hidup/Kehutanan a
2016 

Keluarga Berencana ii 

Kecaulatan Pangan/Pertanian 

Kelautan dan Perikanan 

Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 

Infrastruktur Irigasi 

	

Kesehatan dan Keluarga Berencana 	-. 

Prasarana Pemerintahan Daerah 

Pendidikan 

Somber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2C14-2016. diolah 
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Berdasarkan nilai total DAK sejak 2014 sampai dengan 2016 program 

kesehatan menjadi bidang yang difokuskan dalam pembangunan di Kab. 
Bojonegoro dengan nilai realisasi Rp42.230.525.810,25. Meskipun bidang 

infrastruktur publik daerah mendapat nilai yang tertinggi pada satu tahun 

anggaran yaitu 2016 dengan nilai Rp87.262.455.81 1,00. 
Sedangkan di Kab. Tuban, bidang yang memiliki realisasi tertinggi 

selama tiga tahun, darl tahun 2014 sarnpai 2016 adalah bidang pendidikan 
dengan nilai Rp56.599.753.000,00. Meskipun bidang infrastruktur publik 
daerah juga mendapat nilai yang relatiftinggi di tahun anggaran 2016 dengan 
nilai Rp55.567.3 15.000,00. 

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mi, maka perlu 
menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota 
DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN di tahun yang akan datang. 

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil 
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemenintah Daerah (LKPD) 
yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tihun anggaran. Langkah 
awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui opini yang 
diberikan oleh BPK. 

Dilihat 	dan 
Gambar 4. Perolchan Opini 

perolehan opini BPK atas 	LKPD Kab. Bojonegoro& Kab. TubanTA 2014-2016 

LKPD Kab. Bojonegoro _
dan Kab. Tuban selama tiga

tahun berturut-turut 2014- 	- 	2014: WDP 

2016, maka dapat dijelaskan 	 I 
I 	2015: WTP 

bahwa kedua kabupaten 	 2015: WTP 

mengalami 	peningkatan 
2016: WTP 	 2016: WTP 

kualitas opini menjadi lebih 
balk, yaitu opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari yang sebelumnya WTP-DPP di Kab. 
Bojonegoro dan WDP di Kab. Tuban. Bahkan keduanya mampu 
mempertahankan opini WTP pada dua tahun berikutnya 2015 dan 2016. 

Peningkatan opini menjadi Iebih baik di kedua kabupaten tersebut 
tentunya dihasilkan dari berbagal Iangkah perbaikan pengelolaan keuangan 
daerah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah. 
Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan dengan menggunakan 
dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh 
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Pemerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan, memiliki keandalan sistem pengendalian 
intern yang tidak berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai 
telah melakukan penyaj Ian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan. 

Begitu juga dapat dinilai bahwa kondisi demikian sebagai penjelasan 
kepada publik bahwa Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban telah berhasil 
melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 
akuntabel dan transparan. Sehingga prestasi mi menjadi modal awal bagi 
pemerintah daerah kedua kabupaten tersebut dalam usaha membangun 
kepercayaan publik dan mewujudkan good go vernance dan clean government. 

Meskipun LKPD Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban TA 
WSt2035  

2015 memperoleh opini WTP, pihak BPK tetap memberikan 	- 
catatan mengenai pokok-pokok kelemahan dalam Sistem 
Pengendalian Intern (SF1) yang ditemukan, antara lain: 

Penatausahaan Piutang dan Aset Tetap belum sepenuhnya 
tertib; 
Pengelolaan persediaan di setiap SKPD. 

Khusus dilihat dari hasi! perneriksaan BPK atas LKPD tahun 
anggaran 2016, pokok-pokok kelemahan dalam Sistem 	/ 
Pengendalian Intern (SF!) yang diungkap di antaranya adalah 	' 
pengelolaan pendapatan dan belanja dari Dana BOS dan 
Block Grant belum sepenuhnya sesuai ketentuan dengan 
uraian permasalahan sebagal berikut: 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro be!um rnenganggarkan penerimaan 
dan pengeluaran Dana BOS TA 2016 dalam APBD TA 2016 dan 
menyajikannya dalam LRA TA 2016 tetapi telah disajikan dalam Neraca, 
Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan; 
Rekening penerimaan Dana BOS dan Block Grant pada sekolah be!um 
ditetapkan oleh Bupati; 
Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban belum memiliki kebijakan 
akuntansi yang mengatur mekanisme monitoring terhadap pendapatan 
yang diterima dan belanja yang dikeluarkan di luar mekanisme APBD 

Kondisi tersebut mengakibatkan: 
Pemerintah Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban daerah tersebut tidak dapat 
mengetahui dan memantau penerimaan dan penggunaan dana yang 
diterinia dan dikeluarkan tanpa me!alui mekanisme APBD; 
Penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang diterima tidak dapat 
disajikan dalam LRA tahun 2016. 
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Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan 
keuangan tersebut sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN), BPK juga melakukan pengujian kepatuhan pada Petnerintah 
Kab/Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan 
serta ketidakpatutan yang berpengaruh Jangsung dan material terhadap 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). 
Terhadap hasil pemeriksaan atas LKPD Kab. Boonegoro dan Kab. 

Tuban untuk tahun 2014-2016, BPK tidak secara rinci mengungkapkan 

temuan-temuan program kegiatan yang didanai oleh DAK melainkan pokok-
pokok temuan tersebut berhubungan dengan belanja modal. Di antaranya 
adalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pakt pekerjaan berupa 
pekerjaaan infrastruktur yang dinilai tidak material. Namnn atas temuan dan 
permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan meLikukan penyetoran 
kekurangan tersebut ke Kas Daerah sebelum Laporan T-Iasil Pemeriksaan 
(LHP) BPK diterbitkan. Sehingga opini yang diberikan untuk kedua 
kabupaten adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Pengecualian pada hasH pemeriksaari LKPD Kab Tuban TA 2014, 
diungkap BPK karena dinilai bahwa langkah revaluasi oleh Pemerintah 
Kabupaten Tuban terhadap seluruh Aset Tetap yang diro1eh sejak tahun 
2012 sampai dengan 2014 dinilai belum sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) sehingga nilai Aset tetap yang disajikan dalam neraca 
per 31 Desember 2014 dapat berbeda secara signifikan. 
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Dapil DPR RI - Provinsi Jawa Timur X 

I -- - 	
• Kab Gresik Lamongan WDP WDP WTP 

I Gresik WDP WTP WTP 

Realisasi Pendapatan Kabupaten 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , • 	 • • . . . . . 
• Transhr pusat masih 

menja4i sumber 
peridapatan yang 
dominin dan nilainya 
cenderung menirigkat 
dan taun ke tahun; 

• Proporsi penerinlaan 
PAD di Kab Gresik 
dengam rata-rata 
sebesai 30,99% adalah 
jauh Ithih tinggi 
dibanc ingkan rata-rata 
Kab. Lamongan sebesar 
13,96%. 

Realisasi per Jenis Pendapatan 	1. 
KabuDaten TA 2014-2016 

• • . 	* s 	 a a a a 	 * • • • • • • • • • S S S S S S S S S S S S S S S 

• Transfer pemerintah 
pusat yang dominan 
adalah Dana Alokasi 
Unium Dana (DAU) 
dengan rata-rata 
proporsi tiap tahun 
sebesar 67%. 

• Pada TA 2016, DAK di 
kedua kabupaten rata- 
rata rneningkat hingga 
162,32%. 

Reaiiaasi Transfer OAK TA 2016 

(Fisik & Non Fisik) 

I rCa an K k 

• FisIk 	213130.033.000 119.794.157.3 

• Non Fik 230627.028,800 143.957.032.0 

Tren Realisasi DAK Fisik & Belanja Modal (2014-2016) 

2014 	2015 	2016 
	

2014 	2015 	2015 

Kab. Lamongan 
	

Kab. Gresik 

OAK Fi5ik ..-.-------. Be arja Modal 
	

- OAK F,ik 	 8el.rj. M,dl 



Kabupaten Lamongan 

Kabupaten Larnongan merupakan satu dan 
dua daerah yang dikelompokkan pada Dapil 
Jawa Timur X dengan jumlah kursi yang 
ditetapkan untuk Dapil X mi berjumlah 6 
(enam) kursi. 

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 

2014 sampai dengan 2016, Kab. Lamongan menyebutkan posisi Aset, 
Kewajiban, dan Ekuitas sebagal berikut: 

Tahel 3. Nilai Aset. Kewajihan, dan Ekuitas LKF'I) Kab. Lamongan TA 2014-2016 

Nama Kab. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas 

Kab. Lamongan 

2014 4.205.271.867.511,70 2.341.335.768,00 4.202.930.531.743,70 

2015 3.336.672.664.119,40 8.530.452.428,00 3.328.142.211.691,40 

2016 3.936.924.453.223,12 13.920.410.805,31 3.923.004.042.417,81 

Realisasi 	belanja 
Grafik 100. Realisasi Belanja Kab. Lamongan 

TA 2014-2016 (Berctasarkan Jenis) 

Kabupaten Larnongan 
selama 	tiga 	tahun 
sejak 	2014 	sampai  

2016 	menjelaskan JelanJa TidakTerduga L 	8elanJMod_J Belanja Operasi - 

bahwa belanja operasi  •2014 	 - 353.435.615.278,40 1.557.743.704.642,69 

- 2015 	198.000.000,00 459.305.792.650,00 1.946.016.252.846,14 

e2016 	 - 616.499.721.973,00 2.177.954.315.7485 

dibanding 	dengan Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, dio/ah 

belanja modal, meskipun kedua jenis belanja tersebut mengalarni peningkatan 
setiap tahunnya. Hal mi sebagaimana digambarkan pada grafik di atas. 

Grafik 101. Tren Realisasi Pendapatan 

Kab. Lamongan TA 2014-2016 

PAD 

Transfer Pusat 

Transfer Provinsi 
8a2016 

2015 
Lain-lain • 2014 

Pendapatan  

Kondisi belanja yang demikian 
lebih besar dibiayai melalui 
sumber pendapatan transfer 
pemerintah pusat yang dominan 
diterima oleh Pemerintah Kab. 
Lamongan sebagaimana 
ditunjukkan dalam grafik di 

samping. 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. diolah 

118 



Grafik 102. 

Porsi Penerimaan Transfer Pusat 

untuk Kab. Lamongan (Berdasarkan Jenis) 

Q_ 	r- 
co 

ui so 
— so 

0 

sic 05 r- 14 co0'. 

-1 

Lri 

I 	cD 

•2014 

2015 

2016 

-1os 
trnsO 

Bahkan 	secara 

terperinc i dapat dijelaskan 
bahwa belanja operasi yang 
besar dimungkinkan sekali 
didanai dan jenis penerimaan 
Dana A]okasi Umum (DAU) 
yang memiliki persentase 
tertinggi dibanding jenis 
penerim.lan transfer pusat 
yang ain untuk setiap 
tahunnya. Meskipun di tahun 
anggaran 2016, persentase 
kenaikati Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 	sebesar 
16,46% merupakan yang I Transfer 	DAK 

- 	 Pemerintah 

tertlnggl 	dibandingkan 	Pusat Lainnya 

kenaikaii sumber lainnya dan "- 	 -- 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, dia!ah 
transfer pemerintah pusat. 

Peningkatan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) yang signhfikan terjadi discbabkan 
oleh perubahan postur dana perimbangan di 
tahun 2)16 yang membagi Dana Transfer 
Khusus :erdiri dari DAK Fisik dan DAK Non 
Fisik (scbelumnya dialokasikan pada transfer 
pemerintah pusat Iainnya). 
Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah  
untuk 5 (lima) program kegiatan yang 
rinciannya adalah sebagai berikut; 

Bantuan Jperasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 24.216.000.000,00 

Bantuan Jperasional Kesehatan 8.613.000.000,00 

Jaminan lersalinan 2.477.380.000,00 

Bantuan Jperasional Keluarga Berencana 997.500.000,00 

Tunjangi Profesi Guru PNSD 194.323.148.800,00 

Fjkus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibiayai 
dari DAK Fisik bagi Kab. Lamongan adalah pembangunan infrastrukturjalan 
dengan realisasi tiga tahun sejak 2014-2016 sebesar Rp126.399.615.000. 
Kemudian fokus kedua dibidang kesehatan sebesar Rp68.802.006.000 dan 

DAU 	DBH Bukan DBH Pajak 

Pajak (SDA) 

Grafik 103. 

DAK Fisik & Non Fisik 

Kab. Lamongan TA 2016 

Nilal Realisasi 

'UFisik 	213.130.033.000 

Non Fisik 	230.627.028.800 

Sumber: LHF OPK RI atas LKPD TA 2014-

2016, dio,ah 
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ketiga, bidang infrastruktur irigasi sebesar Rp66.704.316.000. Untukjelasnya 
dapat dilihat pada grafik di bawah mi: 

Grafik 104. DAK/Jenis Kab. Lamongan TA 2014-2016 

RSUD 	i 
Perhubungan 

Perdagangan mw 

Kehutanan F.  

Keluarga Berencana ta 

Lingkungan Hidup I 

Pertanian 

Kelautan dan Perikanan 

lnfrastruktur Air Minum... 

lnfrastruktur Irigasi 

lnfrartrukturialan 

Kesehatan 

Pendidikan 

Sumber LHP BPK RI Was LKPD TA 2014-2016, diolah 

Mengingat besaran nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non 
Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, 
terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. 
Kemudian, basil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun yang 
akan datang. 

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil 
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
yang dikeluarkan secara berkala di setiap semester tahun anggaran. Langkah 
awal mempelajari hasil pemeriksaan tersebut adalah melalui penilaian cpini 

atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diberikan oleli BPK. 
Dilihat dari perolehan opini BPK atas LKPD Kab. Lamongan, maka 

dapat dijelaskan bahwa kabupaten mi 	Gambar 5. Perolehan Opini 

niengalarni peningkatan kualitas opini 	LKPD Kab. Lamcngan 

menjadi lebih baik di tahun ketiga, sejak 2014 	
TA 2014-2015 

sampai dengan 2016 yaitu Wajar Tanpa  
Pengecualian (WTP) yang sebelumnya WDP 	

2014: W D P 
selama dua tahun (2014 & 2015). 

	72016:

Peningkatan opini menjadi lebih baik
O15 WDP 

di tahun 2016 bagi Kab. Lamongan tersebut
dihasilkan dan berbagai Iangkah perbaikan 	WTP 
pengelolaan keuangan daerah sesuai 
ketentuan dan peraturan perundang- 
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undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme pengelolaan 
keuangai negara/daerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK diberikan 
dengan rienggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini bahwa 
LKPD "ang dibuat oleh Pernerintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki 
keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap 
laporan euangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan 

secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

ditetapkan. 
Dsar pertimbangan BPK dalam memberikan opini Wajar Dengan 

Pengeci.lian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten Lamongan untuk TA 2014 terkait dengan DAK dalam Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) adalah klasifikasi anggaran dan realisasi belanja 
barang dan jasa pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum 
berpedornan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 
Rp9 .832.788.054,00. Sedangkan permasalahan pada kepatuhan terhadap 

peratural perundang-undangan adalah pelaksanaan 21 paket pekerjaan 
konstruksijalan tidak sesuai kontrak sebesar Rpl.975.903.946,01. 

I-hi yang sama tentang kepatuhan terhadap 
120t5  I 	 pj2Q1G 

peratural perundang-undangan terkait paket 
pekerjan pembangunan fisik terjadi di TA 2015  
& 2016 adalah pelaksanaan belanja modal 	j 
gedurig Ian bangunan serta belanja modal jalan, 
irigasi can jaringan pada SKPD tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan 
indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran untuk kekurangan 
volume pekerjaan. Bedanya adalah di TA 2016 semua temuan sudah 
ditindaldanjuti sehingga memperoleh opini WTP. Sedangkan di TA 2015 
temuan elum ditindakianjuti hingga hasil pemeriksaan BPK diterbitkan. 
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Kabupaten Gresik 

[11 Kabupaten Gresik merupakan satu dan 
dua daerah yang dikelompokkan dalam 
Dapil Jawa Timur X dengan jumlah kursi 
yang ditetapkan untuk Dapil X mi 
berjumlah 6 (enam) kursi. 

Berdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 
2014 sampai dengan 2016, Kab. Gresik menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, 
dan Ekuitas sebagai berikut: 

Tahel 4. Njlaj Aset, Kewajiban. dan Ekuitas LKPD Kab. Gresik TA 2014-2016 

Nama Kab. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas 

2014 6,212,561,878,497.30 32,009,726,612.00 6,180,552,151,885.30 I 
Kab. G resik 2015 4,744,141,046,271.64 63,726,899,289.47 4,680,414,146,982.17] 

2016 4,877,773,576,631.62 157,620,187,817.52 4,720,153.388,814.09 I 
Sumber: LHP BPK RI atas LK°D TA 2014-2016, diolah 

Realisasi belanja 
Kabupaten Gresik 
selarna 	tiga tahun 
sejak 	2014 sampai 
dengan 2016 
menjelaskan bahwa 
belanja operasi 
rnasih 	dominan 
dibandingkan 	 Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah 

belanja modal. Bahkan belanja operasi mengalami peningkatan di tahun 2016 
sedangkan 	belanja 	modal 

Grafik 106. Tren Realisasi Pendapatan mengalarni penurunan. Hal mi 
Kab. Gresik TA 2014-2016  

- 	 digambarkan pada grafik di atas. 

	

PAD 	 Kondisi 	belanja 	yang 
 

	

Transfer Pusat 	
eA 	demikian besar dibiayai melalui 

	

Transfsr Provinsi 	 pemerintah pusat yang dominan 
sumber 	pendapatan 	transfer 

2016 
2015 	diterima Pemerintah Kab. Gresik Lain-lain Pendapatan yang  

Sah 	 02014 	sebagai mana ditunj ukkan pada 

Sumber: LHP BPK RI atos LKPD TA 2014-2016, diolah grafik di samping. 
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Bahkan secara terperinci 
dapat dijelaskan bahwa belanja 
operasi 	yang 	besar 

dimungkinkan sekali didanai 
dari jenis penerimaan Dana 
Alokasi Umum (DAU) yang 
merniliki persentase tertinggi 
dibanding jenis penerimaan 
transfer pusat yang lain untuk 
setiap tahunnya. Meskipun di 
tahun anggaran 2016, Dana 
Alokasi 	Urnum 	(DAU) 
mengalami penurunan. Di sisi 
lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan dengan persentase 
yang tertinggi dibandingkan kenaikan sumber lainnya dari transfer pemerintah 

pusat sebesar 9,05%. 

	

Peningkatan Dana Alokasi Kliusus 	Grafik 108. Realisasi DAK Fisik 

(DAK) 	tersebut 	disebabkan 	adanya 	 & Non Fisik 

perubahan postur dana perimbangan di tahun 	
Kab. Gresik TA 2016 

2016 yang membagi Dana Transfer Khusus 
lerdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
(sebel umnya dialokasikan pada transfer 
pemerintah pusat lainnya). 	 Nilai Realisasi 

Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah 	uFisik 	119.794.157.347 

untuk 7 (tujuh) program kegiatan yang 	Non Fisik 	143.957.032.000 

rinciannya adalah sehagai berikut: 	 Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 

2014-2016, diolah 

Bantuan Operasional Penyelenggaraari Pendidikan Usia Dini 14,844,000,000.00 

Bantuan Operasional Keseha:an 7,872,000,000.00 

Akreditasi Rumah Sakit 441,240,000.00 

Jaminan Persalirian 3,202,780,000.00 

Bantuan Operasional Keluarga Berencana 730,650,000.00 

Tambahan Penghasilan Guru 1,739,550,000.00 

Tunjangan Profesi Guru PNSD 115,126,812,000.00 

Fokus pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang 
dibiayai dari DAK Fisik bagi Kab. Gresik adalah pembangunan bidang 
pendidikan dengan realisasi tiga tahun 2014-2016 sebesar Rp60.082.390.000. 
Kernudian fokus kedua dibidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar 
Rp52,444.175.046. Kemudian yang ketiga bidang infrastruktur publik daerah 
sebesar Rp49.340.1 19.000 walaupun hanya terdapat di tahun anggaran 2016. 
Untukjelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah mi: 
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Grafik 109. DAK Fisik/Jenis Kegiatan Kab. Gresik TA 2014-2016 

Infrastruktur Irigasi 

Infrastruktur Publik Daerah (IPD) 

Sarana Prasaranan Perdagangan 

Trans portasi 

Ke h uta nan 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kelautan dan Perikanan 

Pertanian 

Kedaulatan Pangan 

nfrastruktur Air Bersih 

Perumahan dan Pemukiman 

Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 
Keluarga Berencana 

Kesehatan dan KB 

Pendidikan 

— 

• 2014 

• 2015 

is 2016 

0t05 

Mengingat besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non 
Fisik, maka perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, 
terutama anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. 
Kernudian, hasil pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN ditahun yang 
akan datang. 

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelalari hasil 
perneriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
yang dikeluarkan secara berkala setiap semester tahLn anggaran. Langkah 
awal dalam mempelajari hasil perneriksaan tersebut adalah melalui penilaian 
opini yang diberikan BPK bagi akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 	 Gambar 6. Perolehan Opini 

L<PD Kab. Gresik 

	

Dilihat dari perolehan opini BPK atas 	TA 2014-2016 

LKPD Kab. Gresik, maka dapat dijelaskan 
bahwa Penierintah Kabupaten Gresik telah 	xrri 

IJ menunjukkan 	keberhasilannya 	dalam 	
2014: WDP 

mempertahankan opini WTP selarna dua tahun 
berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016,  
meskipun pada tahun sebelumnya yaitu TA 2014 	1 2016: WTP 
memperolek opini WDP.  

Peningkatan opini menjadi Iebih balk di 
tahun 2015 dan 2016 bagi Kab. Gresik tersebut tentunya dihasilkan dan 
berbagai Iangkah perbaikan penge1oaan keuangan daerah mengikuti 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait 
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dengan mekanisme pengelolaan keuangan negaraldaerah. Dengan kata lain, 
pernyatEan opini BPK diberikan dengan mcnggunakan dasar penilaian yang 
memadi dan diyakini bahwa LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Kab/Kota 
telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, memiliki keandalan sistern pengendalian intern yang tidak 
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta dinilai telah menyajikan 
laporan keuangan secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang ditetapkan. 
D.asar pertimbangan BPK dalam memberikan opini 

2014  
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan 	--- 

Pemeriiitah Daerah (LKPD) Kabupaten Gresik untuk TA 

2014 adalah tidak berkaitan dengan program kegiatan yang 
didanai DAK. Meskipun dalam laporannya, BPK 	- 

mengunkapkan temuan terkait dengan output dari kegiatan yang didanai 
DAK seperti Aset Tetap Tanah dan Jalan yang disajikan sebesar 

Rp50.3L3.650.000,00 belum didasarkan atas hasil penilaian yang akurat. 
Sdangkan untuk hasil pemerikasaan BPK 

terhadap LKPD Kab. Gresik TA 2015 dan 2016 	
/ yang rnemperoleh opini Wajar Tanpa 	 -. 

Pengecualian (WTP), diungkap beberapa pokok 
permasalahan berdasarkan penilaian Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) yang tidak material 	- 
dan tidak mempengaruhi penilaian opini tersebut, seperti penatausahaan Aset 
Tetap Ielum tertib dan penetapan metode kapitalisasi Aset belum sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Begitu juga dalam hal kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, temuan permasalahan tidak bernilai 
material, seperti pelaksanaan pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD tidak 
sesuai kontrak sebesar Rp82.439.488,07. 



DPR Ri - Provinsi Jawa Timur Xl 

- 

-j 
• Transfer pusat masih 

menjadi sumber 

pendapatan yang 

domirian dan nilainya 

cenderung n'eningkat 

Nama KaL. 	2014 2015 	2016 

• Kab. Pamekasan 
Pamekasas 	WTP-DPP WIP 	WTP 

• Kab. Bangkalan 

• Kab. sampang 
Barigkalan 	WDP WDP 	WDP 

• Kab. Sumenep Sampang 	WOP WOP 	WDP 

8 Kursi 
Sumenep 	WOP 

TA 2014-2016 

dari tahun ke tahun; 

• PAD yang diterima kab 

pada Dapil XI memiliki 

rata-rata proporsi 9,51% 

dimaria PAD tertinggi 

I pada Kab. Pamekasan 

(10,37%) dan terendah 

Kab. Sampang (8,38%). 

•0 

• 	• 	• 	I 	I .1 1 	.1 
Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Sumenep 

Kab Malang 751 565'Z1 980 
Kab. Jember ......... 717.611.652.000 2 termasuk 11 Besar 

Kab. Lamongan ....... 675.846:911.800 3 penerima OAK Fisik tertinggi' 

Kab. Tulungagung . 	. .. 	661352.895.291 seiawa Timur dengan rata- 

Kab. Samparg 624.715.460.494 
rata proporsl 3,60% dan 
total se Prov. Jawa Timur. 

Kab. Blitar 616.198.005.555 6 • 	KhususpadajA2Ol6, 
Kab. Pamekasan 590.948.931.131 7 peningkatan OAK rata-rata 
Kab. Bangkalan 563.505.123.000 8 tiap Kab/Kota Dapil Xl 

Kab. Banyuwan3i 531.841.965.217 9 mencapai 41,55% (rata-rata 
Kab. Madiun 522.990.586.458 10 se Jatim 70%) 

Lb S',jniecu 522.552.775.17 11 

Treat Realisasi Belanja Modal dan Peneriinaan OAK Fisik Kab/Kota TA 2014-2016 

2 014 	2015 	2016 2014 	2015 	2016 2014 	2015 	2016 
2014 	2015 	2016 I Kab. Pamekan Kab. Bangkaaan 

Kab. Sampang 
Kab. Sumenep 

Belja 	alodal Belanja Modal Belanja Modal Belanja Modal 

OAK Fisil. DAK Flout OAK Fisik OAK Fisuk 



Sumber: LI-IP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, d,OIah 

Sedangkan realisasi 
belanja Kabupaten 

Pamekasan selama 
tiga tahun yaitu 
sejak 2014 sampai 
2016 menjelaskan 
bahwa 	belanja 

operasi 	masih 
dominan dibandinil 

Graf 1k 110. Realisasi Belanja Kab. Pamekasan 

TA 2014-2016 (Berdasarkan Jenis) 

N 
Belanja TidakTerduga 	Belana MdM 	5,'Inji Operas 

)14 	3.103.255.000,00 	240.318.085.179,00 1.139105.122.297,00 

215 	3.187.436.495.00 	447.685.501.909.00 1.146.486,134.048,00 

Kabupaten Pamekasan 

Kabupaten Pamekasan merupakan satu 

dari empat daerah yang dikelornpokkan 
dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa 

Timur XI dengan jumlah kursi yang 
ditetapkan untuk Dapil Xl mi berjumlah 8 

(delapan) kursi. 

Berdasarkan LKPD dari tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016, Kab. 

Pamekasan rnenyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai 

berikut: 

Tabel 5. Niiai Aset, Kewajihan, dan Ekuitas LKPD Kab. Pamekasan TA 2014-2016 

Nama Kab. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas 

2014 2,795,158,835,753.36 42,802,310,918.32 2,746,356,524,835.04 

Kab. Pameasan 2015 2,517,081,247,821.94 1,832,481,236.79 2,510,248,766,585.15 

2016 2,847,639,494,852.91 38,506,646,666.50 2,809,132,848,186.41 

dengan belanja modal, meskipun belanja operasi mengalami penurunan di 
tahun 2016. Namun penurunan belanja operasi dibarengi dengan peningkatan 
belanja modal di TA 2016. Hal mi sebagaimana digambarkan pada grafik 113 
di atas. 

Grafik 111. Tren Realisasi Pendapatan 

Kab. Pamekasan TA 2014-2016 

PAD 
IN 

Transfer Pusat c . 

Transfer Provinsi 	 is 2016 
2015 

Lain-lain lendapatan yang a 	 • 2014 
Sah  

Kondisi belanja yang demikian 
tcntunya lebih besar dibiayai melalui 
sumber pendapatan transfer 
pemerintah pusat yang dominan 
diterima oleh Pemerintah Kab. 
Pamekasan. Hal mi sebagaimana 
ditunjukkan pada grafik 114. 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, dio!ah 
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Bahi<an 	secara 
terperinci dapat dijelaskan 
bahwa beanja operasi yang 
besar dimungkinkan sekali 
didanai dari jenis penerimaan 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
yang memiliki persentase 
tertinggi dibanding jenis 

penerimaan transfer pusat 
yang lain untuk setiap 
tahunnya. Meskipun di tahun 
anggaran 2016, Dana Alokasi 
Umum (DAU) mengalami 

pen urunan, sedangkan Dana 

Grafik 112. Porsi Penerimaan Transfer Pusat 

untuk Kab. Pamekasan (Berdasarkan Jenis) 

•2014 
CO  
Ln 2015 

.z2016 

vs 
LR 

1  

I • .-tco_ 	. 
;;  

Transfer DAK DAU DBH Bukan 	DBH Pajak 

Pemerintah Pajak (SDA) 

Pusat Lainnya 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, dolah 

Alokasi Khusus (DAK) mengalarni kenaikan dengan persentase yang tertinggi 
sebesar 12,87% dibandingkan kenaikan sumber Iainnya dari transfer 
pemerintah pusat. 

Peningkatan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) tersebut disebabkan oleh perubahan 
postur dana perimbangan di tahun 2016 yang 
membagi Dana Transfer Khusus terdiri dan 
DAK Fisik dan DAK Non Fisik (sebelumnya 
dialokasikan pada transfer pemerintah pusat 

lainnya). 
Penggunaan DAK Non Fisik tersebut adalah 
untuk 4 (empat)  program kegiatan yang 
rinciannya sebagai berikut: Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 

2014-2016, dialah 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 	 11,616.000,000 

Tunjangan Frofesi guru 	 142,971,811,140 

Tambahan Fenghasilan Guru 	 2,210000,000 

Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB 	7,230330,000 

Sedangkan fokus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang 
dibiayai DAK Fisik bagi Kab. Pamekasan di tahun 2104 dan 2015 tidak 
dirincikan per bidang kegiatan dengan nilai total masing-masing 
RplO1.518.990.000 dan Rp143.369.090.000. Sedangkan untuk tahun 2016 
pembanguran sarana dan prasarana penunjang memiliki nilai realisasi 
tertinggi yaitu sebesar Rp96.537.391 .725. Iintuk jelasnya dapat dilihat pada 
grafik di bawah mi: 

128 



Grafik 114. DAK/Jenis Kab. Pamekasan TA 2016 

Transportasi 

DAK Fisik Tambahan 

Perdagangan 

Sarana dan Prasarana Penunjang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan I 

Kelautan dan Perikanan I 

Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 

Infrastruktur Publik Daerah 

Kedaulatan Pangan • 

Kesehatan 

Pendidikan I 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016. 

Mengingat penjelasan atas bidang kegiatan yang tidak dirincikan balk 
pada TA 2014 maupun 2015 serta nomenklatur yang sangat umum bagi 
program kegiatan sarana dan prasarana penunjang, maka perlu menjadi 
perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama anggota DPR RI 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN. Kemudian, hasil 
pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pembahasan penyusunan rencana APBN untuk tahun berikutnya. 

Pengawasan yang dilakukan tentunya dengan mempelajari hasil 
pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
yang dikeluarkan secara berkala dalam masa semester tahun anggaran. 
Langkah awal pengawasan ialah dengan cara mempelajani hasil pemeriksaan 
BPK melalui penilaian opini yang diberikan BPK atas LKPD. 

	

Dilihat dari perolehan opini BPK atas 	Gambar7, PerolehanOpini 

	

LKPD Kab. Pamekasan, maka dapat dijelaskan 	LKPD Kab. Pamekasan 

	

bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah 	TA 2014-2016 

menunj ukkan 	keberhasilannya 	dalam 	-
mempertahankan opini WTP selama dua tahun 

	

berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016, 	WTP-DPP 

meskipun prestasi yang baik juga diperoleh di 

	

tahun sebelumnya yaitu 2014 dengan opini 	 2015: WTP 

WTP-DPP. 

	

Perolehan opint yang sedemikian 	
2016: WTP 

 

tentunya dihasilkan dari berbagai langkah 
perbaikan pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan mekanisme 
pengelolaan keuangan negaraldaerah. Dengan kata lain, pernyataan opini BPK 
diberikan dengan menggunakan dasar penilaian yang memadai dan diyakini 
bahwa LKPD yang dibuat oleh Pemenintah Kab/Kota telah memenuhi prinsip 
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kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, merniliki 
keandalan sistem pengendalian intern yang tidak berdampak material terhadap 
laporan keuangan, serta dinilai telah melakukan penyajian laporan keuangan 
secara keseluruhan sesuai Standar Akuntansi Pernerintah yang ditetapkan. 

Dasar pertimbangan BPK dalam memberikan opini 
PS 

Wajar Tanpa Pengecualian Dengan ParagrafPenjelas (WTP- 	-T 
DPP) atas Laporan Kcuangan Pemerintah Dacrah (LKPD) 
Kabupaten Pamekasan untuk TA 2014 adalah tidak berkaitan 
dengan program kegiatan yang didanai DAK. Penjelasan 	_- 
yang dimaksud adalah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Pamekasan telah menetapkan kriteria dan metode penyusutan Aset Tetap 
dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nornor 37 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 
2014 tentang Kehijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, namun 
peraturan tersebut baru mulai diberlakukan pada penyusunan laporan 
keuangan tahun 2015. Sehingga penyajian Aset Tetap per 31 Desember 2014 
belum dikurangi dengan penyusutannya. 

Untuk hasil pemerikasaan BPK terhadap 	
1206 

LKPD Kab. Pamekasan TA 2015 dan 2016 yang 	 / 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), diungkap beberapa pokok permasalahan  

yang tidak material dan tidak niempenganihi 
penilaian opini tersebut. Seperti dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
bahwa kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan 
penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memadai. 

Sedangkan dalam penilaian kepatuhan terhadap peraturan dan 
perundang-undangan, diungkap pokok-pokok kelemahan seperti kelebihan 
pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan gedung dan 
bangunan; dan pekerj aan jalan, irigasi dan jaringan. Meskipun temuan-temuan 
tersebut merigakibatkan indikasi kerugian daerah, namun atas permasalahan 
tersebut telah ditindakianjuti dengan adanya penyetoran ke Kas Daerah. 
Sehingga opini yang dikeluarkan tetap dapat diberikan yaitu opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). 
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Kab. Birigkahrn, k'ab. Sampang, dan Kab. Sunienep 

WOO 

Ketiga kabupaten yaitu Kab. Bangkalan, 
Kab. Sampang dan Kab. Sumenep 

merupakan daerah yang dikelompokkan 
dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa 
Timur XI dengan kursi yang ditetapkan 
untuk Dapil XI mi berjumlah 8 (delapan) 
kursi. 

Bdasarkan LKPD sejak tahun anggaran 2014 sampal dengan 2016, 
ketiga kthupaten tersebut menyebutkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 
masing-masing sebagai berikut: 

Tabel 6. Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 
LKPD Kab. Bangkalan. Kab. Sampan. dan Kab. Sumenep TA 2014-2016 

Nama KD. Tahun Aset Kewajiban Ekuitas 

2014 2,685,688,713,330.75 76,033641,911.23 2,609,655,071,419.52 
Kab. Bangkslan 2015 3,087,230,879,122.89 167,866,093,422.90 2,919,364,785,699.99 

2016 2,825,018,411,122.52 153,486,072,394.48 2,671,532,338,72804 

2014 4,147,653,243,240.00 425,963,441.07 4,147,227,279,798.93 
Kab. Sampsng 2015 3,839,123,783,884.98 12,634,610,100.00 3,826,489,173,784.98 

2016 3,819,318,465,508.21 1,363,790,679.66 3,817,954,674,828.55 

2014 3,321,728,558,719.16 2,383,667,886.80 3,319,344,890,832.36 
Kab. Sume iep 2015 2,469,662,915,636.78 11,629,563,949.54 2,458,033,351,687.24 

2016 2,628,908,392,589.17 28,970,284,265.70 2,599,938,108,323.47 

Realisasi belanja 
pada kiga kabupaten 
mi selama tiga tahun 
yaitu sejak 2014 sampai 
2016 dapat dijelaskan 
bahwa terdapat pola 
yang sarna pada belanja 
operasi dimana terjadi 
peningkatan nilai 
belanja etiap tahunnya. 

Begitu juga dengan 
realisasi belanja modal 
yang trennya naik turun 
dciri thhiin 7014ke 2015  

dan dari tahun 2015 ke 2016. Namun demikian belanja operasi masih lebih 
besar dibanding dengan belanja modal pada setiap tahun anggaran. 
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Kondisi belanja yang demikian diperoleh Iebih besar melalii sumber 
pendapatan transfer pernerintah pusat yang juga dominan diterima oleh 
Pemerintah Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep sebagaimana 
ditunjukkan pada grafik berikut: 

Grafik 116. Realisasi Pendapatan/Jenis Kab. 8aikalan, 

Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016 	 - 

luI1 .  _It —J. i. I: I _1! _al 
2014 	2015 	2016 	2014 	2015 	2016 	2014 	2015 	20:6 

Kab. Bangkalan 	 Kab. Sampang 	 Kab. Sumenep 

•Lain-lain Pendapa:an yang Sah vTransfer Provinsi Transfer Pusat PAD 

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD TA 2014-2016, diolah 

Bahkan secara rinci dapat dijelaskan bahwa belanja operasi yaig besar, 
dimungkinkan sekali didanai dari jenis penerimaan Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang setiap kabupaten memiliki persentase rata-rata tertini setiap 
tahunnya yaitu 64% - 65% dibanding jenis penerimaan transfer pLsat yang 
lain dengan rata-rata setiap kabupaten 13% - 1 6°/a. Begitu juga dapat 
dijelaskan bahwa ketiga kabupaten dalam Dapil yang sama mi setiap tahun 
mengalami kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal mi dituinjukkan 

melalui grafik berikut. 

Grafik 117. Porsi Penerimaan Transfer Pusat untuk Kab. Bangkalan, 

Kab. Sanwang, dan Kab. Sumenep (Berdasarkan Jenis) 
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Sumber: MP BPK RI atos LKPD TA 2014-2016, diolab 
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Grafik 118. DAI( Fisik & Non Fisik Kab. Bangkaan, 

Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2016 

II 	Ii 
Kab. Bangkalan 	Kab. Sampang 	Kab. Sumenep 

• Fisik 	122.776.367.000 	211.013.770.494 	160.188.588.107 

Non Fi$ik 	130.621.536.000 	117.928.040.000 	121.184.827.000 

Sumber: LHP 8PK RI atos LKPD TA 2014-2016, diclah 

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut menjelaskan bahwa 
selama tiga tahun (2014-2016), fokus pembangunan di ketiga kabupaten mi 
masih pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik. Bahkan 

nilai realisasi DAK Fisik masih lebih tinggi dibanding DAK Non Fisik ketika 
terdapat perubahan postur dana perimbangan di tahun 2016 yang membagi 
Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik 
(sebelumnya dialokasikan pada transfer pemerintah pusat lainnya). Hal mi 
dapat ditunjukkan pada grafik 121 di atas. 

Penggunaan DAK Fisik untuk masing-masing kabupaten dapat dirinci 
sebagai berikut: 

Grafik 119. DAK Fisik/Bidang Kab. Sampang TA 2014-2016 
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Sumber: LHP BPK RI atas LKPO TA 2014-2016, diolah 
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Grafik 120. DAK Fisik/Bidang Kab. Sumenep TA 2014-2016 

DAK Bidang Prasaana Pemerintahan 

Energi Pedesaan 

Keselanatan Transportasi Darat 

Perdagangan 

Kehutanan 

Keluarga Berencana 

Lingkungan Hidup 

Pertanian 

Kelautan dan Perikanan 

lnfrastruktur Air Minum dan Sanitasi 

Infrastruktur Irigasi 

Infrastruktur Jalan 

Kesehatan 

Pendidikan 

— 
.2014 

2015 

p2016 

• 

-- 

- . 
- 

- 	 - 

Sumber LHP BPK P1 atas LKPD TA 2014-2016, dialah 

Grafik 121. DAK Fisik/Bidang Kab. Bangkalan TA 2014-2016 
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Berdasarkan ketiga grafIk diatas yang menggarnbarkan rincian bidang 
kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik, maka dapat dijelaskan bahwa fokus 
pembangunan sarana prasarana penunjang dan infrastruktur jalan menjadi 
program kegiatan yang dorninan untuk ketiga kahupaten tersebut. Bahkan 
untuk Kab. Sampang fokus pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
sebesar Rp86.506.590.000 dilakukan hanya dalam satu tahun yaitu 2015 yang 

U 2014 

2015 

2016 
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nilai realisasinya tertinggi bila dihandingkan dengan program kegiatan 
lainnya. Berbeda dengan Kab. Sumenep dimana fokus pembangunan 
inlrastruktur jalan direalisasikan selama tiga tahun herturut-turut dari tahun 
2014 sampai dengan 2016, dengan realisasi tertinggi sebesar 

Rp92.9 11 .081.540 dibandingkan dengan program bidang Iainnya. 
H1 yang lehih menarik terjadi di Kab. Bangkalan, yaitu pada TA 2016 

dimana DAK Fisik telah direalisasikan pada 22 (dua puluh dua) bidang 
kegiatan yang nilai nominalnya tidak merata. Rahkan ada kegiatan yang hanya 
direalisasikan dengan nilai sebesar Rp4.779.200 yaitu kegiatan a/jIrrnasi 
bidang infrastruktur jalan. Begitu juga sebesar Rp150.150.000 kegiatan 
reguler hidang perhubungan dan sebesar Rp309.348.000 bidang infrastruktur 

sanitasi. 
Mengingat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik 

tersehut dibiayai melalui transfer pemerintah pusat, khususnya DAK Fisik, 
maka p1aksanaannya perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang 

berkepentingan, terutama anggota DPR RI dalam mcnjalankan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang 
bersumber dari APBN. Sehingga hasil pengawasan tersebut dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan penyusunan rencana APBN 

untuk taiun berikutnya. 
Perhatian khusus kepada ketiga kabupaten mi bahkan perlu dilakukan 

karena perolehan opini dari tiga kabupaten tersebut selama tiga tahun berturut-
turut (2014-2016) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Gambar 8. Perolehan Opini LKPD 

Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep TA 2014-2016 

MW 	 2014: WDP 	 014: WDP 

2 
2014: WDP 	

015: WDP 
 

1 

 2015: WDP 	
2015: WDP 2015: WDP  

2016: WDP 

Prolehan opini yang demikian tentunya menyebabkan Pemerintah 
Kab. &ngkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep akan sulit memperoleh 
kepercaaan publik dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan 
keuangn daerah. Terlehih lagi hal mi terjadi selama tiga tahun berturut-turut. 
Sehinga tidak bisa disalahkan apabila persepsi publik akan mengarah kepada 
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indikasi kecurangan, penyalahgunaan keuangan daerah yang akibaflya 
terindikasi kerugian daerah itu sendiri. 

Hal mi dibuktikan dengan banyaknya tenuan dan 
permasalahan clari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD untuk 
ketiga kabupaten tersebut. Terutama yang berkaitrn dengan 
penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi 

Khusus (DAK) baik dinilai dari Sistem Pengendal an Intern 
(SN) maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. 

Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa 
terhadap ketiga kabupaten tersebut, BPK menihi bahwa 

temuan dan kelemahan yang terjadi Iebih disebahkan pada 
kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalani upaya 
memberlakukan penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan 
amanat undang-undang. Sehingga pihak perneriksa tidak dapat 
menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian 
terhadap angka-angka yang disajikan dalam LKPD masing-
masing kabupaten tersebut. 

101,4 

tt / 

201,6  I / 
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BAB IV 

PENUT UP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas terkait Dana Transfer 
Penierin:ah Pusat, maka dapat dipahami bahwa alokasi dana tersebut masih 
menjadi sumber pendapatan yang sangat dominan bagi pemerintab daerah. 
Hal mi merupakan implikasi langsung dari kewenangan/urusan yang 
diserahkan pemerintah pusat kepada daerah yang sudah tentu memerlukan 
pembiayaan yang tidak sedikit. 

Di sisi lain, pendapataii dari Dana Transfer Pusat mi juga merupakan 

bentuk Desentralisasi Fiskal dalam rangka penye!enggaraan pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat daerah melalui kewenangan 
pemerintah daerah untuk mengelola secara efektif dan efisien dan 
berbagai sumber penenimaan daerah, seperti pendapatan pajaklretnibusi, 
dana bagi hasil dan dana penimbangan lainnya (Dana Alokasi 

UmumIDAU, dan Dana Alokasi Khusus/DAK). 
Terhadap penggunaan dana transfer pusat oleh pemerintah daerah 

yang dalam kajian mi difokuskan pada Dana Alokasi Khusus (DAK), maka 
pengawasan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkala oleh 
seluruh pemangku kepentingan stake holders) , baik pemerintah maupun 
lembaga legislatif serta masyarakat umum. Secara keseluruhan, beberapa hal 
yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota se 
Provinsi Jawa Timur selarna tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 
2016 khususnya terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai 
berikut: 

Proporsi realisasi Dana Transfer Pusat dalam bentuk Dana Alokasi 
Khuus (DAK) Kab/Kota se Provinsi Jawa Tirnur mencapai rata-rata 
9,17% per tahun sejak tahun 2014 sarnpai dengan 2016. 
Alokasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kab/kota di 
Provinsi Jawa Timur tidak sernua dijelaskan secara terperinci, seperti 
yang terjadi di Kab. Pamekasan (2014 & 2015); Kab. Sampang (2014); 
Kab. Probolinggo dan Kota Probolinggo (2014); Kota Batu (2014 & 
2015); dan Kab. Blitar (2014 & 2015). 
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Pengungkapan berbagai tetnuan oleh BPK terhadap program kegiatan 
yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) masih belum terperinci untuk 
masing-masing kab/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga terkendala 
dalarn mengidentifikasi besaran realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
yang bermasalah. 
Tren perkembangan DAK Fisik berbanding lurus dengan tren 
perkembangan belanja modal yang mcnjadi output dari penggunaan 

DAK, kecuali di beberapa kab/kota. seperti di Kab. Gresik, Kab. Jember, 
Kota Probolinggo, Kota Malang, Kab. Malang. dan Kota Batu. Bahkan 
pada Kota Probolinggo, pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal 
meningkat secara signifikan meski realisasi DAK Fisik nya mengalami 
penurunan sebesar 10% dari tahun 2015. 
Terkait dengan perolehan opini, fakta di Jawa Timur menjelaskan bahwa 
hanya terdapat saW Kahupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, yaitu Kabupaten 
Pacitan. Padahal keseluruhan kabupaten/kota yang berada di provinsi 
Jawa Timur semestinya memiliki akses terhadap informasi, teknologi, 
dan SDM yang rnernadai dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan daerah yang akuntabel. 	Bahkan rnasih terdapat empat 
kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) selama tiga tahun berturut-turut. 
Atas temuan dan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK secara 
umurn didorninasi oleh kesalahan kiasifikasi anggaran dan kesalahan 
penatausahaan aset tetap yang dinilai dalam sistem pengendalian intern, 
sedangkan dalarn hal penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan temuan yang diungkap didominasi pada kelehihan pemhayaran 
atas kekurangan volume pekerjaan. 

B. Saran 

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, terdapat heberapa hal yang dapat 
disarankan oleh anggota DPR RI khusus yang berasal dari daerah pemilihan 
Jawa Tirnur kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal mi 
tentunya dilakukan untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah 
menindakianjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kab/Kota di Provinsi 
Jawa Timur, khususnya terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban 
Dana Alokasi Khusus (DAK). Saran-saran yang dimaksud, antara lain: 
1. Mendorong dilakukannya pemeriksaan secara khusus dan berkala oleh 

BPK RI terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 
diberikan kepada daerah, untuk melihat efektivitas penggunaan sesuai 
tujuan dan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditetapkan. 
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Menjadikan penilaian opini BPK atas LKPD sebagai salah satu 
dasar/pedoman dalam pengalokasian DAK untuk tahun berikutnya, 
terutama untuk DAK Fisik yang rawan terjadinya penyalahgunaan dan 
penyimpangan. 
Koiritmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kab/Kota menjadi 
keharusan derni terwujudnya penatausahaan dan pertanggungjawaban 
keuangan daerah yang akuntabel, terutama bagi kab/kota yang masih 
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Mendorong Pernerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih concern 

terhadap tindak tanjut temuan BPK atas penggunaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK), mengingat semakin besarnya alokasi anggaran Dana 
Alokasi Khusus (DAK). 
Mendorong Pemerintah dan Pernerintah Daerah untuk melakukan 
pengawasan yang lebih ketat kepada para pengelola anggaran daerah 
terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar 
tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan. 
Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 
kernampuan para pengelola anggaran, baik melalui dikiat, workshop 
maupun bimtek. Hal mi rnaksudkan agar pengelola anggaran tersebut 
memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap penerapan Standar 
Akuntansi Pernerintahan (SAP), sehingga kesalahan pengklasifikasian 
anggaran dan kesalahan penatausahaan Aset Tetap yang sering terjadi dan 
menjadi salah saW temuan BPK yang berulang dapat diminimalisir. 
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM 

A 
AC-WC : Aspalt Concrete - Wearing course 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
B 
BKD : Badan Kepegawaian Daerah 
BOK Bantuan Operasional Kesehatan 
130KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana 
BOP Bantuan Operasiona! 
BOS : Bantuan Operasional Sekolah 
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan 
D 
DAK : Dana Alokasi Khusus 
DAK-IPD : Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Infrastruktur 

Daerah  Dapil Daerah Pemilihan 
DAU Dana Alokasi Umum 
DBH Dana Bagi Hasil 
DINAS PU-BM : Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga 
DKTP Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
DP2D Dana Proyek Pemerintah Daerah dan 
Desentralisasi 
DPD Dewan Perwakilan Daerah 
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
I 
IHPS Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
IPD Infrastruktur Publik daerah 
J 
JamperiI : Jaminan Persalinan 
JIJ : Jalan Irigasi Jaringan 
K 
KB Keluarga Berencana 
L 
LHP : Laporan 1-lasil Pemeriksaan 
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
LO Laporan Operasional 
LRA Laporan Realisasi Anggaran 
M 
MD3 : MPR. DPR, DPD, DPRD 
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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P 
P3K2 Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja 
PAD : Pendapatan Hasil Daerah 
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini 
Pemda : Pemerintah Daerah 
Pemkot : Pemerintah Kota 
Perpres : Peraturan Presiden 
PK2UKM dan Naker Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Ketenagakerjaan 
PKAKN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
PMK : Peraturan Menteri Keuangan 
PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah 
PP : Peraturan Pemerintah 
PSO : PuhIh S,i'ke Ohlkutio,i 
R 

Renstra Rencana Strateds 
S 
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan 
Sarpras Sarana dan Prasarana 
SD/SDLB : Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa 
SDA Sumber Daya Alam 
SE : Surat Edaran 
SIMDA-BMD : Sistem Informasi Daerah-Barang Milik Daerah 
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SMPN Sekolah Menengah Pertama Negeri 
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 
T 
TA Tahun Anggaran 
Tamsil : Tambahan Penghasilan 
TMP Tidak Menyatakan Pendapat 
U 
UU : Undang-undang 
w 
WDP : Wajar Dengan Pengecualian 
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 
WTP-DPP Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas 
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